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Pengantar  Redaksi 


Penerbitan  ANALISA  bulan  Agustus  yang  lalu  secara  khusus  menyoroti 
perihal  politik  luar  negeri  Indonesia  selama  kurun  waktu  empat  puluh  tahun 
Indonesia  merdeka.  Sebagai  kelanjutan  dan  untuk  melengkapi  pembahasan- 
pembahasan  tersebut  maka  dalam  penerbitan  ANALISA  bulan  September  ini 
dikemukakan  masalah-masalah  yang  berkaitan  dengan  masalah  ideologi, 
politik  dan  ekonomi. 

A.M.  W.  PRANARKA  dalam  tulisan  pertama  yang  berjudul  "Kesinam- 
bungan,  Penataan,  dan  Ideologi"  secara  mendasar  membahas pengertian  dan 
pemahaman  tentang  ideologi.  Berdasarkan  pengertian  dan  pemahaman  ter- 
sebut penulis  antara  lain  secara  lugas  mengemukakan  bahwa  selama  pencip- 
taan  kerangka  landasan  maupun  sepanjang  perjalanan  bangsa  Indonesia, 
pembangunan  ideologi  tetap  merupakan  halyang  esensial.  Dengan  melakukan 
perbandingan  dengan  ideologi  yang  dianut  oleh  bangsa-bangsa  lain  penulis 
menunjukkan  secara  jelas  Pancasila  yang  pada  hakikatnya  adalah  rumusan 
dari  ideologi,  tumbuh  dan  berkembang  sebagai  bagian  dari  sejarah  dan 
kebudayaan  Indonesia.  Sebagai  kelanjutan  dari  analisa  tersebut  selanjutnya 
penulis  mengemukakan  berbagai  masalah  aktual  ideologi  kebangsaan  kita, 
problem  pengembangan  serta  berbagai  kemungkinan  problem  di  masa  depan. 

Kalau  dalam  artikel  yang  pertama  A.M.  W.  Pranarka  membahas  perihal 
ideologi  secara  sangat  mendasar,  maka  dalam  tulisan  kedua  yang  berjudul 
"Memantapkan  Pancasila  Sebagai  Ideologi  Negara, "  BABARI  dalam  ana- 
lisanya  mengemukakan  bahwa  usaha  memantapkan  Pancasila  sebagai  ideo- 
logi negara  semakin  diperlukan.  Kesimpulan  seperti  ini  didasarkan  atas  ke- 
yakinan  penulis  bahwa  Pancasila  sebagai  ideologi  negara  dan  sekaligus  se- 
bagai dasar  negara  telah  menjadi  kesepakatan  nasional,  yang  selayaknya  di- 
taati  demi  tercapainya  tujuan  dan  cita-cita  bangsa.  Pancasila  telah  mampu 
memberikan  harapan  bagi  masyarakat  yang  dapat  dipertanggungjawabkan 
secara  rasional  maupun  emosional.  Namun  mempertimbangkan  ham ba tan, 
tantangan,  ancaman,  maupun  gangguan  yang  dihadapi  Pancasila  di  dalam 
proses  perjalanannya,  penulis  menginginkan  usaha  pemantapan  jangan  sam- 
pai  diabaikan. 

Salah  satu  hal  yang  tampak  secara  jelas  dan  menonjol  dalam  masa  Orde 
Baru  adalah  dilaksanakannya  pembangunan  ideologi.  Dalam  tulisannya  yang 
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berjudul  "Fembangunan  Ideologi  Selama  Orde  Baru:  Problem  dan  Prospek- 
\nya, "  M.  DJADIJONO  menyoroti  langkah-langkah  dan  permasalahan  yang 
\dihadapi  Orde  Baru  dalam  usaha pembangunan  ideologi.  Dengan  melakukan 
ipengkajian  tentang  latar  belakang  perjuangan  Orde  Baru  beserta  eksponen- 
teksponennya,  penulis  ini  menyimpulkan  bahwa  dengan  ditetapkannya  Pan- 
t  casila  sebagai  satu-satunya  asas  bagi  kehidupan  berbangsa,  bernegara  dan  ber- 
i  masyarakat  adalah  merupakan  usaha  yang  sangat  bermakna. 

Jika  di  masa  lalu  kehidupan  politik  kita  diwarnai  dengan  konflik  politik 
I  dan  krisis  politik  yang  mencapai  puncaknya  pada  saat  meletusnya  Pembe- 
)  rontakan  G-30-S/PKI,  maka  dalam  masa  Orde  Baru  telah  dicapai  prestasi 
lyang  menggembirdkan,  yakni  tertanamnya  legitimasi  kelembagaan  politik 
I  Orde  Baru  baik  supra  maupun  infrastrukturnya.  Dalam  tulisan  keempat  yang 
I  berjudul  "Masalah  dan  Prospek  Kelembagaan  di  Bidang  Politik, "  Sarwono 
iKUSUMAATMADJA  mengupas  berbagai  langkah  serta  suasana  yang  sema- 
I  kin  melembagakan  kehidupan  politik  di  Indonesia.  Menurut  penulis,  prospek 
ike  arah  majunya  peranan  kelembagaan  politik  kita  akan  senantiasa  cerah 
I  dengan  adanya  komitmen  yang  teguh  dari  para  penyelenggara  negara  untuk 
iselalu  mendekatkan  diri  pada  cita-cita  kemerdekaan  bangsa.  Di  samping  itu 
( dikemukakan  penataan  kelembagaan  di  bidang  politik  hendaknya  dilakukan 
[dengan  berdasar  pada  sikap  keterbukaan  dan  kemampuan  adaptasi  yang 
;  moderat,  serta  yang  terpenting  bahwa  langkah  tersebut  mampu  dipahami  oleh 
:seluruh  rakyat. 

Selama  empat  puluh  tahun  Indonesia  merdeka  banyak  hal  yang  dapat  di- 
i  ungkapkan  mengenai  masalah  yang  berkaitan  dengan  ekonomi.  Karena  tu^ 
Juan  pokok  pembangunan  ekonomi  adalah  untuk  meningkatkan  kesejahte- 
.  raan  rakyat,  maka  adalah  tepat  bila  sekarang,  dalam  usia  empat  puluh  tahun 
I  merdeka,  kita  lebih  mencurahkan  perhatian  kepada  usaha  peningkatan  kese- 
Jahteraan  rakyat  tersebut.  Dengan  dasar  pemikiran  tersebut  Hadi  SOE- 
.SASTRO  secara  ringkas  dan  jelas  mengemukakan  masalah  ekonomi  yang 
dihadapi  oleh  Indonesia.  Dalam  tulisannya  yang  berjudul  "Ikhtisar  Masalah 
Ekonomi,  "penulis  mengemukakan  masalah-masalah  inti  melalui pendekatan 
tematik  dan  masalah-masalah  tersebut  disimpulkan  berdasarkan  pengkajian 
.  yang  mendalam. 

Dalam  dua  dekade  terakhir  ini,  pembangunan  ekonomi  yang  dilakukan 
oleh  Indonesia  sangat  banyak  ditunjang  oleh  hasil  yang  diperoleh  dari  sektor 
minyak.  Berkah  minyak  telah  berakhir  dan  sekarang  kita  telah  memasuki  era 
pasca-minyak.  Hal  ini  berarti  bahwa  masalah  dana  pembangunan  dan/atau 
masalah  perbankan  dan  Jembaga  keuangan  perlu  mendapat  perhatian.  Se- 
hubungan  dengan  ini  J.  PANGLA  YKIM  dalam  tulisannya  yang  berjudul, 
"Dalam  Masa  Pasca-Minyak  Hendaknya  Dipikirkan  Konsep  'Full  Services  ' 
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Banking,"  mengemukakan  bahwa  Indonesia,  mau  tidak  mau  harus  me- 
nyiapkan  diri  ke  arah  "full  services  banking, "  yang  antara  lain  dengan  men- 
ciptakan  sarana  bisnisyang  lebih  canggih  dalam  rangka  melaksanakan  strategi 
ekspor,  yang  sekarang  ini  telah  merupakan  suatu  tuntutan  yang  perlu  dilak- 
sanakan.  Untuk  mencapai  sasaran  ekspor  dengan  jumlah  tertentu  dalam  20 
sampai  25  tahun  yang  akan  datang  atau  untuk  menjamin  penghasilan  devisa 
demi  kelangsungan  pembangunan  dan  perkembangan  perekonomian  na- 
sional,  maka  kendala-kendala  yang  bersifat  ekonomi,  politik,  dan  sosiologis 
perlu  diatasi.  Secara  singkat  dapat  dikatakan  penulis  menginginkan  perlunya 
dilakukan  pembaharuan  secara  berkesinambungan  sesuai  dengan  tuntutan 
perkembangan,  dan  khusus  menyangkut  perbankan  penulis  menginginkan 
agar  perbankan  dan  lembagd-lembaga  keuangan  dapat  berfungsi  sebagai  ak- 
selerator  dan  pemain  yang  efektif  dalam  mewujudkan  cita-cita  bangsa  khu- 
susnya  dalam  bidang  ekonomi. 

Penerbitan  ANALISA  bulan  Agustus  dan  September  ini  seperti  yang  di- 
maksudkan  dengan  sengaja  mengemukakan  beberapa  tema  yang  berkaitan 
dengan  pembangunan  nasional  sesudah  Indonesia  berusia  empat  puluh  tahun. 
Banyak  masalah-masalah  penting  lainnya  yang  belum  dikemukakan  dan  di- 
harapkan  akan  dapat  dikemukakan  dalam  penerbitan-penerbitan  selanjutnya. 


September  1985 


REDAKSI 


Kesinambungan,  Penataan, 

dan  Ideologi 


A.M.W.  PRANARKA 


IBATASAN  PENGERTIAN 

Ideologi  adalah  hal  yang  kompleks.  Pengertiannya  pun  telah  menjadi  amat 
rmajemuk  dan  berbeda-beda:  lain  bagi  de  Tarcy  lain  pula  bagi  Napoleon;  lain 
tbagi  Feuerbach  lain  lagi  bagi  Karl  Marx  ataupun  Althuser;  lain  bagi  kaum 
l^komunis  lain  lagi  untuk  kalangan  Neo  Marxis,  dan  berbeda  pula  bagi  berbagai' 
Ikalangan  ilmiah  dan  akademik.  Di  dalam  pengertian-pengertian  itu  terungkap 
tbahwa  ideologi  mencakup  di  dalamnya  dimensi  kognitif  manusia  (dewasa  ini 
i  ideologi  lazim  dipandang  sebagai  suatu  belief  system)  mengandung  unsur  ke- 
[pentingan,  interest  pamrih  ataupun  cita-cita  (maka  itu  ideologi  kadang- 
i'kadang  digolongkan  kepada  pemikiran  yang  sifatnya  pragmatik  dan  kadang- 
(kadang  manipulatiQ,  dan  terkait  dengan  aksi  (maka  ideologi  dipandang  ber- 
talian  dengan  apa  yang  disebut  ideo-praksis).  Penggabungan  secara  komulatif 
idari  aspek-aspek  tersebut  tidak  jarang  menimbulkan  suatu  pemahaman 
inengenai  ideologi  sebagai  hal  yang  menyentuh  komitmen  yang  sifatnya  total. 
'Namun  dari  lain  pihak  tidak  jarang  pula  orang  meninjau  ideologi  sebagai  hal 
yang  sifatnya  parsial  semata-mata.  Tidaklah  mengherankan  apa.bila  dewasa 
ini  terdapat  persepsi  yang  berbeda-beda  pula  mengenai  ideologi  itu:  ada 
sementara  kalangan  yang  memandang  era  ideologi  telah  mati  dan  karenanya 
itiada  manfaat  berpikir  mengenai  ideologi  itu;  sementara  kalangan  lain  sibuk 
iterlihat  dengan  usaha  memacu  ataupun  menumbuhkan  ideologi  baru,  baik 
■yang  bersifat  keagamaan  maupun  yang  jenisnya  non-keagamaan.  Pandangan 
!.yang  mengatakan  era  ideologi  telah  mati  itupun  bahkan  dipandang  sebagai 
^suatu  bentuk  ideologi  pula 

Ideologi  makin  pula  dibedakan  dari  ilmu,  filsafat,  dan  theologi,  namun  de- 
nmikian  ideologi  menjadi  membaur  dengan  semuanya:  dengan  ilmu,  theologi, 
filsafat,  dengan  ekonomi,  politik  atau  hukum,  dengan  kehidupan  negara  dan 
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perkembangan  masyarakat,  dengan  kekuatan  dan  kekuasaan,  dengan  masa 
lampau,  masa  kini  dan  masa  depan. 

Ideologi  sebagai  kenyataan  sejarah  tampaknya  tidak  diingkari  lagi.  Dan 
ideologi  itupun  tampaknya  harus  dipahami  sebagai  bagian  dari  sejarah  manu- 
sia  yang  sifatnya  evolutif,  majemuk.  Semua  itu  pangkalnya  adalah  manusia: 
manusia  yang  berideologi,  bernegara,  bermasyarakat,  beragama,  mengem- 
bangkan  pengetahuan,  dan  lain  sebagainya. 

Di  Indonesia  kata  ideologi  sudah  lama  lazim  dipakai  dan  memang  cukup 
memasyarakat  pula.  Di  Indonesia  kata  ideologi  mengandung  di  dalamnya  arti 
sebagai  "pedoman  perjuangan,"  "pegangan  perjuangan,"  Di  dalamnya 
terkandung  aspek  ajaran  atau  doktrin  (pengetahuan),  dan  terkait  pula  dengan 
aksi,  pergerakan,  kepentingan,  dan  cita-cita.  Apa  yang  dinamakan  ideologi 
nasional  kita  adalah  pegangan  perjuangan  kebangsaan  Indonesia, 


TIPOLOGI  IDEOLOGI 

Ada  manfaatnya  kiranya  menengok  sejenak  ke  dalam  tipologi  ideologi- 
ideologi  yang  telah  mempengaruhi  ataupun  membentuk  perkembangan  se- 
jarah dunia  sampai  saat  ini.  Secara  khusus  di  sini  akan  diperhatikan  perkem- 
bangan ideologi-ideologi  di  Barat. 

Di  dalam  bukunya  tentang  Histoire  des  Ideologis  (Hachette,  1978),  Fran- 
cois Chatelet  membagi  pertumbuhan  ideologi  di  Barat  itu  menjadi  tiga 
periode,  dan  dituangkan  ke  dalam  tiga  jilid  buku  pula.  Periode  pertama  meli- 
puti  perkembangan  Eropa  sampai  dengan  abad  ke-8.  Periode  ini  mencakup 
alam  pikiran  kosmologis  purba,  problematik  politheisme  dan  monotheisme. 
Fase  ini  terkait  dengan  perkembangan  pengaruh  alam  pikiran  Yunani  dan 
Romawi  sampai  dengan  masuknya  agama  Nasrani.  Buku  kedua  mencakup 
perkembangan  Eropa  dari  abad  ke-9  sampai  abad  ke-17,  dan  disebutnya 
sebagai  periode  gereja  dan  negara.  Terkandung  di  dalam  periode  ini  antara 
lain  tumbuhnya  ideologi  keagamaan,  problematik  pengetahuan,  kekuasaan 
dan  kedaulatan.  Sedang  buku  ketiga  meliputi  perkembangan  Eropa  dari  abad 
ke-17  sampai  dengan  abad  ke-20,  di  mana  dibicarakan  berbagai  jenis  ideologi: 
ideologi  pengetahuan,  ideologi  kekuasaan,  ideologi  kemajuan,  ideologi  kema- 
nusiaan,  ideologi  penaklukan  dan  ideologi  perang  dan  damai,  yang  mencakup 
di  dalamnya  pemikiran  ideologis  mengenai  koeksistensi,  pembebasan,  konflik 
dan  revolusi. 

Seluruh  proses  tersebut  tampaknya  dapat  dikembalikan  kepada  dua  alam 
pikiran  yang  membentuk  pertumbuhan  kebudayaan  dan  peradaban  Barat, 
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jyaitu  Hellenisme  dan  Semitisme.  Dari  dua  alam  pikiran  tersebui  telah  tum- 
I  buh  dua  tipe  ideologi  dasar:  ideologi  tipe  Hellenistik  dan  ideologi  tipe  Semitik. 

Periode  pertama  dari  Chatelet  adalah  babak  pertumbuhannya  ideologi 
;  Hellenistik  sampai  kepada  pertemuannya  dengan  ideologi  tipe  Semitik.  Periode 
Ikedua  merupakan  fase  di  mana  Barat  dikuasai  oleh  ideologi  tipe  Semitik. 
I  Periode  ketiga  merupakan  kebangkitannya  kembali  ideologi  tipe  Hellenistik. 
IMemang  dua  aliran  utama  itu  sampai  sekarang  masih  mempunyai 
laktualitasnya.  Interaksi  antara  Hellenisme  dan  Semitisme  merupakan  kenya- 
I  taan  yang  masih  ikut  membentuk  situasi  kebudayaan  maupun  kemasyarakatan 
(di  Barat,  termasuk  di  dalamnya  lahirnya  ideologi-ideologi  yang  besar  pe- 
ingaruhnya  terhadap  perkembangan  dunia  sampai  saat  ini.  Tampaknya 
imasyarakat  Barat  belum  dapat  menyelesaikan  pergumulan  antara  Hellenisme 
(dan  Semitisme  itu  dalam  suatu  kedamaian  yang  kreatif. 

Secara  singkat  dapat  dikatakan  bahwa  kedua  tipe  alam  pikiran  itu  mempu- 
inyai  sifat  yang  sama:  yaltu  cenderung  kepada  determinisme  dan  absolutisasi. 
IPerbedaan  terletak  antara  lain  di  dalam  dalfl  dasar  berikut:  Hellenisme  ber- 
fpangkal  dari  andalan  ''It  is  man  who  creates  God. "  Semitisme  bertolak  dari 
candalan  "It  is  God  who  creates  man. "  Dalil  yang  tampaknya  sederhana  ini 
tternyata  mempunyai  impiikasi  konsepsional,  institusional  dan  operasional 
)yang  amat  majemuk.  Yang  satu  menjadi  sumber  tumbuhnya  sekularisme  dan 
aatheisme,  yang  lain  menjadi  sumber  tumbuhnya  theokratisme-keagamaan. 


IIDEOLOGI  KEBANGSAAN  INDONESIA  SEBAGAI  TIPE  IDEOLOGI 
TTERSENDIRI 

Pancasila  pada  hakikatnya  adalah  rumus  dari  ideologi  kebangsaan  yang 
Uimbuh  dan  berkembang  sebagai  bagian  dari  sejarah  masyarakat  dan  kebu- 
idayaan  Indonesia.  Kebangkitan  nasional  kiranya  dapat  disejajarkan  de 
mgan  gerakan  Aufkiarung  yang  terjadi  di  Eropa  beberapa  abad  yang  1am- 
pau.  Dari  kebangkitan  nasional  (yang  merupakan  interaksi  dari  berbagai 
ialiran)  tumbuh  ideologi  kebangsaan  sebagai  ideologi  yang  mendamaikan, 
imenyatukan,   sehingga  pergerakan   kebangsaan   Indonesia  itu  menjadi 
pergerakan  yang  bhinneka  tunggal  ika.  Ideologi  kebangsaan  pada  hakikatnya 
adalah  cita-cita  persatuan  dan  kesatuan  kebangsaan  yang  tidak  didasarkan 
kkepada  konotasi  etnis,  rasial,  daerah,  status  social,  kekuatan  ekonomi,  agama 
aataupun  kepercayaan,  namun  dari  lain  pihak  juga  bukan  persatuan-kesatuan 
yyang  bermaksud  mematikan  kenyataan  etnis,  rasial,  daerah,  mematikan 
?agama-agama  ataupun  kepercayaan.  Ideologi  kebangsaan  kita  itu  melihat 
adanya  interelasi  dari  kenyataan  yang  divergen  dan  majemuk,  dan  karena  itu 
iitumbuhkanlah  titik  temu  yang  menyatukan  dan  mendamaikan. 
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Ideologi  kebangsaan  Indonesia  tidak  merupakan  sub-sistem  dari  ideologi 
tipe  Hellenistik  (sekularisme,  atheisme),  tidak  pula  merupakan  sub-sistem 
dari  ideologi  tipe  Semitik  (theokratisme-keagamaan).  Dengan  bahasa  sekarang 
mungkin  dapat  disebutkan  bahwa  ideologi  kebangsaan  kita  merupakan  alter- 
natif  bagi  ideologi  tipe  Semitik  maupun  ideologi  tipe  Hellenistik.  Di  dalam 
alam  pikiran  kebangsaan  kita  itu  imanensi  diakui,  akan  tetapi  tidak  dimutlak- 
kan,  semeniara  transendensi  diterima  akan  tetapi  tidak  dijabarkan.  Di  balik 
semuanya  itu  tentu  saja  ada  perbedaan  yang  lebih  mendasar  antara  Welian- 
scluiuunii  Indonesia  di  satu  pihak  dengan  alam  pikiran  Hellenistik  ataupun 
alam  pikiran  Semitik  di  lain  pihak.  Yang  satu  mengandung  re/afiveerinsis- 
vernioiiens  yang  amat  tinggi,  sedang  kedua  lainnya  didorong  oleh  gerak  de- 
lerminisme  dan  absolutisasi  yang  berkadar  tinggi. 

Mcmang  harus  disadari  pula  bahwa  lumbuhnya  ideologi  kebangsaan  In- 
donesia itu  dipacu  dan  dibentuk  oleh  interaksinya  alam  pikiran  Indonesia 
dengan  pengaruh  Hellenisme  maupun  pengaruh  Semitisme,  di  mana  terjadi 
proses  akulturasi. 

IDEOLOGI  KEBANGSAAN  KITA  DAN  BERBAGAI  PROBLEM 
AKTUALNYA 


Pancasila  dan  Problem  Kontinuitas  (Kesinambungan) 

Problem  kesinambungan  adalah  problem  sejarah.  Di  dalam  sejarah  ter- 
dapat  perubahan  akan  tetapi  juga  terdapat  kontinuitas.  Sejarah  sebagai 
pengalaman  dasar  manusia  adalah  perpaduan  dan  tegangan  yang  terus- 
menerus  antara  perubahan  dan  kesinambungan.  Tampaknya  pertanyaan  yang 
dogmatik  dilematik  untuk  membuat  pilihan  antara  "kontinuitas"  atau  "dis- 
kontinuitas"  semakin  dirasa  sebagai  pseudo-problem,  walaupun  di  dalam  per- 
caturan  politik  problematik  seperti  ini  justru  tidak  jarang  ditampilkan  sebagai 
tantangan.  Kesadaran  juga  semakin  tinggi  bahwa  sejarah  merupakan  penga- 
laman dasar  .manusia,  di  mana  di  dalamnya  terdapat  kesinambungan  tidak 
saja  yang  sifatnya  individual  akan  tetapi  juga  yang  sifatnya  kolektif,  yaitu 
kesinambungan  kehidupan  keluarga,  masyarakat,  bangsa  dan  bahkan  umat 
manusia. 

Berkenaan  dengan  sejarah  perlu  dikemukakan  catatan  bahwa  semua  ideo- 
logi (terutama  yang  tumbuh  dari  alam  pikiran  Hellenistik  dan  alam  pikiran  Se- 
mitik di  Barat)  mengandung  di  dalamnya  usaha  dan  pretensi  untuk  memberi 
"'arah  dan  bentuk"  kepada  sejarah.  Di  dalam  ideologi  itu  terdapat 
unsur  Futurisme-deterministik,  terkandung  di  dalamnya  andalan  keyakinan 
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untuk  dapat  mewujudkan  "masyarakat  dan  sejarah  yang  sempurna."  Di  da- 
lam  De  Civitate  Dei-nya  Agustinus  dan  di  dalam  ajaran  Kedaulatan  Tuhan 
dan  Kedaulatan  Agama  antara  lain  dari  von  Sthal  misalnya,  terkandung  futu- 
risme  deterministik  tipe  Semitik.  Di  dalam  ajaran  Hegel,  Marx,  Nietzsche  dan 
beberapa  gagasan  Neo-Marxis  terkandung  di  dalamnya  futurisme  determinis- 
tik tipe  Hellenistik.  Pengalaman  sejarah  manusia  tampaknya  makin 
memudarkan  ideologi-ideologi  yang  mengandung  di  dalamnya  "janji"  yang 
mengandalkan  futurisme  deterministik  untuk  mewujudkan  masyarakat  yang 
sempurna.  Ideologi  Hellenis  yang  menawarkan  pembangunan  dunia  manusia 
sempurna  berdasarkan  kepada  ilmu  pengetahuan  misalnya  mengandung  di  da- 
lamnya kontradiksi  terhadap  kenyataan  sejarah  yang  bagaimanapun  akan  se- 
lalu  berada  di  dalam  keterbatasan-keterbatasan.  Ideologi  Semitik  yang  meii- 
janjikan  pembangunan  dunia  sempurna  abadi  berdasarkan  kepada  ajaran 
keagamaan  sebagai  wahyu  Tuhan  yang  sempurna  abadi  bagi  seluruh  umat  ma- 
nusia di  dunia  dan  segala  jaman  untuk  dijadikan  pedoman  hidup  perseorangan 
maupun  kenegaraan  dan  kemasyarakatan  sempurna  dunia  akhirat  tampaknya 
juga  dihadapkan  kepada  kontradiksi  berdasarkan  kepada  kenyataan  sejarah,  di 
mana  manusia  dihadapkan  kepada  kenyataan  adanya  perbedaan  yang  amat 
hakiki:  antara  Tuhan  Yang  Maha  Sempurna  dan  agama  yang  di  dalamnya  ter- 
kandung unsur  manusiawi  yang  terbatas.  Memaksakan  ideologi-ideologi  se- 
perti  itu  secara  keras,  hanya  akan  membawa  kepada  titik  absurditas. 

Berbeda  dengan  ideologi  tipe  Hellenistik  ataupun  ideologi  tipe  Semitik, 
Pancasila  (ideologi  kebangsaan  kita,  Weltanschauung  Indonesia)  tampaknya 
kurang  menunjukkan  adanya  implikasi  futuristik  yang  jelas  dan  tegas. 
Bahkan  kadang-kadang  dipandang  sebagai  ideologi  yang  statis,  tidak  pro- 
gresif.  Apabila  kita  sadari  bahwa  Pancasila  ■  (ideologi  kebangsaan)  adalah 
pegangan  perjuangan  kebangsaan  kita,  maka  jelas  sekali  bahwa  di  dalamnya 
terkandung  dimensi  "pergerakan"  dimensi  "perjalanan  kebangsaan,"  karena 
itu  juga  dimensi  sejarah  kedepan  di  dalamnya.  Dari  lain  pihak  memang  jelas 
bahwa  Pancasila  tidak  mengandung  pesan  futurisme-deterministik  (karena 
alam  pikiran  Indonesia  justru  bersifat  non-deterministik).  Mengenai  sejarah 
itu  pesan  ideologi  kebangsaan  kita  dapat  dirumuskan  sebagai  berikut:  di  da- 
lam pe^juangannya  mengarungi  jalannya  sejarah,  bangsa  Indonesia  hendak- 
nya  selalu  berpegang  kepada  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  Kemanusiaan  yang 
adil  dan  beradab,  Persatuan  Indonesia,  Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hik- 
mat  kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan/perwakilan,  serta  dengan  mewu- 
judkan Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Mungkin  Ki  Hadjar 
Dewantara-lah  yang  secara  dini  telah  berusaha  memberikan  pendalaman  dan 
kedalaman  reflektif-intelektual  atas  ajaran  Pancasila  seperti  itu:  Tuhan.  telah 
menciptakan  kodrat  manusia,  dan  manusia  harus  mengembangkan  hidup,  ke- 
hidupan  dan  penghidupannya  di  dunia  ini  sesuai  dengan  kodratnya  itu  sebagai 
kenyataan  yang  evolutif,  bergerak,  hidup;  kebangsaan  Indonesia  adalah  alam 
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kodratnya  rakyat  Indonesia,  yang  juga  merupakan  bagian  dari  alam  kodratnya 
kemanusiaan;  perjalanan  kehidupan  kebangsaan  adalah  perjalanan  kehldupan 
yang  sesuai  dengan  kebudayaan  Indonesia  sebagai  kodrat  alamnya  bangsa  In- 
donesia. Di  dalam  Pancasila  itu,  menurut  Ki  Hadjar  terkandung  ajaran 
keluhuran  kemanusiaan  ini.  Dengan  perkataan  lain:  terhadap  sejarah  sebagai 
gerak  dan  proses  ideologi  kebangsaan  kita  mengajarkan  untuk  mengarungi  ja- 
lannya  sejarah  itu  secara  berkebudayaan,  yaitu  sesuai  dengan  kodrat  kemanu- 
siaan dan  kodrat  kebangsaan  Indonesia. 

Problem  kesinambungan  dapat  muncul  sebagai  problem  politik  terutama 
di  dalam  fase  transisi,  di  mana  seolah-olah  masyarakat  diihadapkan  kepada 
pilihan  "between  two  worlds:  one  dead  while  the  other  is  difficult  to  be  born." 
Situasi  seperti  ini  tidak  jarang  diwarnai  oleh  munculnya  pikiran  tentang 
diskontinuitas  sebagai  alternatif  satu-satunya  dan  bersama  dengan  itu  di- 
munculkan  pula  ideologi  alternatif  tertentu..  Fase  transisi  seperti  sekarang  ini 
memang  sebaiknya  dijadikan  fase  refleksi  ideologis:  Pertanyaan  yan^  harus 
dijawab  adalah:  siapakah  yang  sudah  menjalani  sejarah  selama  empat  puluh 
tahun  yang  silam  ini?  Siapakah  yang  akan  mengarungi  sejarah  empat  puluh 
tahun,  seratus  tahun  di  masa  yang  akan  datang  nanti?  Masih  samakah  subyek 
yang  menjalani  "lakon  sejarah"  tersebut?  Ke  mana  dan  untuk  apa  perjalanan 
sejarah  ini? 

Apabila  kita  berpegang  kepada  ideologi  kebangsaan  kita  maka  jawabnya 
adalah:  baik  perjalanan  empat  puluh  tahun  yang  telah  lalu  maupun  perjalanan 
empat  puluh  tahun  yang  akan  datang,  keduanya  adalah  merupakan  per- 
jalanan rakyat  Indonesia  yang  telah  disatukan  dalam  satu  cita-cita  kebang- 
saan, satu  perjuangan  kebangsaan,  memiliki  satu  ideologi  kebangsaan, 
hidup  dalam  satu  negara  kebangsaan  didasarkan  atas  satu  konstitusi 
kebangsaan  pula.  Dengan  demikian  sejarah  tersebut  pada  hakikatnya  masih 
merupakan  "satu  sejarah"  yaitu  sejarahnya  bangsa  Indonesia:  hanya  saja 
konteks  dan  tantangannya  berbeda.  Perjalanan  itu  adalah  perjalanan  pergera- 
kan  perjuangannya  bangsa  Indonesia,  sebagai  bangsa  yang  bersatu  merdeka 
dan  berdaulat. 


Pancasila  dan  Jalur  Pelembagaan  (Problem  Penataan) 

Pancasila  sebagai  ideologi  kebangsaan  telah  memberi  arah  dan  memberi 
bentuk  atas  sejarah  Indonesia.  Di  dalam  perkembangan  terakhir  ini  Pancasila 
dinyatakan  sebagai  saiu-satunya  asas  kehidupan  berbangsa,  bernegara  dan 
bermasyarakat.  Pancasila  telah  memberi  kemantapan  kehidupan  kebangsaan 
dan  kenegaraan,  di  lain  pihak  Pancasila  telah  pula  dimantapkan  di  dalam 
proses  kehidupan  kebangsaan  dan  kenegaraan  kita  itu.  Di  dalam  proses  ini 
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memang  tidak  jarang  terjadi  konflik-konflik.  Di  sini  principium  ideniiialis 
berjalan  bergandengan  dengan  principium  negafionis:  identitas  Pancasila 
sebagai  ideologi  kebangsaan  menjadi  semakin  tumbuh  dan  kentara  di  dalam 
interaksinya  dengan  berbagai  ideologi  lainnya.  Semua  ini  mungkin  hafus 
dipandang  sebagai  perjalanannya  bangsa  Indonesia  untuk  semakin  menjadi 
"bangsa  Indonesia,"  baik  dalam  pengertian  kuantitatif  maupun  dalam  pe- 
ngertian  kualitatifnya. 

Terjadi  jalinan  resiprokal'  antara  pendalaman  pemahaman  ideologi  ke- 
bangsaan di  satu  pihak  dengan  pemantapan  kehidupan  kebangsaan  dan  ke- 
negaraan  di  lain  pihak.  Di  sini  ideologi  kebangsaan  menjalani  proses  ekspli- 
sitasi  dan  menemukan  wujud  institusionalisasinya. 

Tumbuhnya  institusionalisasi  ideologi  kebangsaan  dapat  membawa  serta 
siiatu  permasalahan.  Di  dalam  empat  puluh  tahun  perjalanan  bangsa  Indone- 
sia sebagai  bangsa  yang  bersatu,  merdeka  dan  berdaulat  ini,  institusionalisasi 
Pancasila  sebagai  ideologi  kebangsaan  terjadi  terutama  di  dalam  jalur  kenega- 
raan  dan  jalur  kepemerintahan.  Hal  ini  tidaklah  mengherankan  disebabkan 
karena  di  dalam  empat  puluh  tahun  perjalanan  di  masa  yang  silam  ini  bidang 
kenegaraan  dan  bidang  pemerintahan  ternyata  telah  menjadi  ajang  dan 
sasaran  utama  dari  percaturan  dan  pertarungan  ideolpgis-politis  dalam  rangka 
merebut  kekuasaan  atas  kehidupan  bangsa  dan  negara  Indonesia  ini.  Tanpa 
mengetahui  latar  belakang  sejarah  perjuangan  bangsa  Indonesia  akan  mudah 
orang  terjerumus  kepada  suatu  prasangka  bahwa  Pancasila  sebagai  ideologi 
ini  adalah  manipulasi  politik  dari  Orde  Baru  khususnya  militer  dalam  rangka 
merebut  dan  mempertahankan  kekuasaannya  atas  kehidupan  bangsa  dan  ne- 
gara Indonesia.  Maka  proses  institusionalisasi  ideologi  kebangsaan  yang  ter- 
jadi di  jalur  kenegaraan  dan  kepemerintahan  itu  pun  tidak  jarang  ditafsirkan 
sebagai  bagian  dari  manipulasi  politik  seperti  itu,  di  mana  diusahakan  proses 
konsentrasi  kekuatan  dan  kekuasaan  (ideologi,  birokrasi,  militer)  ke  dalam 
struktur  yang  menjadi  tertutup  dan  totaliter.  Pandangan  seperti  ini  tentulah  ti- 
dak mengungkapkan  kenyataan  sejarah  kebangsaan  kita  dan  merupakan 
suatu  generalisasi  yang  dipaksakan  berdasarkan  patron  teoretik  tertentu  atas 
kehidupan  bangsa  dan  negara  kita  secara  deterministik  dan  apriori. 

Namun  demikian  bahwa  ideologi  kebangsaan  itu  menemukan  institusio- 
nalisasinya terutama  di  jalur  formal  kenegaraan  dan  kepemerintahan  memang 
perlu  pula  dijaga  agar  tidak  terjadi  proses  birokratisasi  dinamika  ideologi 
kebangsaan  kita  itu. 

Perlu  disadari  bahwa  ketahanan  nasional  pada  hakikatnya  haruslah  ditu- 
jukan  kepada  terwujudnya  ketahanan  rakyat,  ketahanan  masyarakat,  yang 
menjadi  sumber  lahir  dan  tumbuhnya  pemerintahan  ataupun  institusi-institusi 
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kenegaraan  lainnya.  Ini  berarti  bahwa  dinamika  kehidupan  kebangsaan  itu 
harus  menemukan  perwujudannya  pula  di  dalam  tumbuh  dan  berkembangnya 
dinamika  kemasyarakatan.  Masyarakat  harus  merupakan  pendukung  original 
dan  kreatif  dari  ideologi  kebangsaan  itu.  Di  sinilah  hikmah  dari  pemikiran  me- 
negaskan  Pancasila  menjadi  satu-satunya  asas  kehidupan  berbangsa-berne- 
gara  dan  bermasyarakat  bagi  organisasi  kemasyarakatan.  Dinamika  masyara- 
kat itu  menemukan  jalur  institusionalisasinya  melalui  organisasi  kemasyara- 
katan. Dinamika  ini  perlu  sekali  tumbuh  sebagai  basis  pembangunan  kehi- 
dupan bangsa  dan  negara,  tetapi  ini  mengandung  pula  suatu  pengertian  bahwa 
dinamika  tersebut  perlu  pula  dipadukan  dalam  satu  acuan  nasional,  sehingga 
akan  terjadilah  proses  bangunnya  kekuatan  masyarakat  secara  bhinneka  tung- 
gal  ika. 

Di  samping  itu  perlu  sekali  disadari  bahwa  iPancasila  sebagai  ideologi 
mempunyai  akarnya  di  dalam  sifat  pergerakan  kerakyatan.  Maka  itu  ideologi 
kebangsaan  tersebuf  perlu  sekali  dihayati  dan  diamalkan  di  dalam  suasana 
pergerakan  kerakyatannya  bangsa  Indonesia.  Pola  pergerakan  inilah  kiranya 
hal  yang  perlu  sekali  dipelajari  dan  diperhatikan^  sebab  mungkin  sekali  ke- 
berhasilan  kita  di  dalam  melaksanakan  pembangunan  di  masa  mendatang 
harus  pula  melalui  jalur  pergerakan  seperti  itu. 

Tentu  saja  menumbuhkan  proses  pergerakan  di  dalam  perjalanan  kehidup- 
an bangsa,  negara  dan  masyarakat  Indonesia  ini  tidak  harus  diartikan  bahwa 
pemerintah  dengan  demikian  harus  dikurangi  kekuatannya.  Kita  memerlukan 
pemerintahan  yang  kuat.  Tetapi  kita  juga  memerlukan  tumbuhnya  pergerakan 
kemasyarakatan  yang  kuat  pula.  Keduanya  tidak  merupakan  kubu  yang  anta- 
gonistik,  sebaliknya  keduanya  merupakan  saudara  kembar  yang  membentuk 
kekuatan  kehidupan  bangsa  dan  negara  kita.  Penyelenggara  negara  bukanlah 
hanya  pemerintah  semata-mata.  Masyarakat  juga  merupakan  penyelenggara 
negara.  Inilah  artinya  apabila  negara  kebangsaan  kita  itu  dinyatakan  sebagai 
negara  yang  berkedaulatan  rakyat. 

Perkembangan  ideologi  kebangsaan  di  masa  mendatang  dengan  demikian 
memerlukan  peranan  besar  dari  pusat-pusat  pergerakan  kemasyarakatan  di 
Indonesia  ini.  Oleh  karena  itu  tumbuhnya  kreativitas  dari  pusat-pusat  perge- 
rakan kemasyarakatan  itu  adalah  amat  penting,  baik  ditinjau  dari  segi  ideolo- 
gis  maupun  ditinjau  dari  urgensi  tumbuhnya  fungsionalisme  dan  profesio- 
nalisme  di  dalam  kehidupan  kebangsaan  kita.  Tentu  tumbuhnya  kreativitas 
melulu  masih  belum  mencukupi.  Tumbuhnya  potensi  kreatif  di  dalam 
pergerakan  kemasyarakatan  itu  perlu  disertai  pula  dengan  pendalaman  re- 
flektif  atas  nilai-nilai  Kebangsaan  pula. 

Dengan  perkataan  lain  tumbuhnya  ideologi  kebangsaan  melalui  perge- 
rakan kemasyarakatan  memerlukan  terjadinya  proses  kebangkitan  kebuda- 
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yaan  kebangsaan  Indonesia.  Pusat-pusat  pergerakan  dalam  arti  pusat  kepe- 
imimpinan,  pembentuk  nilai  dan  sikap  hidup  (pembentuk  pandangan  dan  wa- 
wasan)  perlu  tumbuh  sebagai  bagian  dari  prosesnya  bangsa  Indonesia  semakin 
menjadi  "bangsa  Indonesia."  Pusat-pusat  pergerakan  kemasyarakatan  di  bi- 
xlang  pertumbuhan  ekonomi  juga  amat  diperlukan.  Pendidikan  merupakan 
Avahana  yang  amat  penting.  Demikian  pula  pusat-pusat  perguruan  swasta  se- 
perti  misalnya  bangkitnya  kembali  perguruan  Taman  Siswa,  tumbuhnya 
ppesantren-pesantren  (baik  Islam,  Katholik,  Kristen,  Budha,  maupun  Hindu) 
cdalam  konteks  kebangsaan  Indonesia,  kiranya  perlu  dipikirkan  untuk  menjadi 
fpusat  pergerakan  kebangsaan  menghadapi  tantangan  masa  mendatang.  Demi- 
kkian  pula  halnya  dengan  pertumbuhan  media  komunikasi  massa.  Tumbuhnya 
sseni  dan  kesusastraan  mungkin  merupakan  hal  yang  sesungguhnya  dapat  ber- 
Fperanan  besar  di  dalam  proses  pembudayaan  ideologi  kebangsaan  sebagai  ge- 
rrakan.  Seni  dan  sastra  di  masa  yang  lampau  telah  menjadi  jalur  yang  amat 
ppenting  di  dalam  tumbuhnya  kebudayaan  Indonesia.  Terjemahan  maupun  gu- 
tbahan  atas  Mahabarata  dan  Ramayana  merupakan  bagian  yang  penting  di  da- 
iilam  fase  akulturasi  Hindu-Indonesia.  Wayang  dan  dunia  pedalangan  merupa- 
Ucan  dinamika  kesenian  yang  kompleks  yang  dapat  membentuk  nilai  tidak  ha- 
mya  dalam  kalangan  elit,  akan  tetapi  menjadi  bagian  dari  kehidupan  kerak- 
yyatan  pula.  Tumbuhnya  Pujangga  Lama,  yang  disusul  oleh  bangkitnya  Pujang- 
^a  Baru  dan  lahirnya  Angkatan  '45  di  dalam  sejarah  sastra  Indonesia  Merdeka 
imerupakan  manifestasi  dari  pergerakan  cita-cita,  wawasan  dan  rasa  kebang- 
ssaan  di  dalam  kesusasteraan  Indonesia.  Memang  semua  itu  akan  meminta  ter- 
ijadinya  permenungan  dari  refleksi  yang  matang,  mendalam  dan  kreatif  atas 
milai-nilai  kebangsaan  kita.  Proses  itupun  akan  meminta  tumbuhnya  Indone- 
isianisasi  dan  penghayatan  kehidupan  keagamaan  (bukan  nasionalisasi  agama 
idan  theologi).  Amat  sukar  memastikan  apakah  sekarang  saatnya  sudah  ma- 
tang untuk  dapat  memasuki  tahap  perkembangan  seperti  itu.  Namun  gejalar 
gejala  yang  membuka  wawasan  ke  arah  fase  ini  memang  sudah  mulai  muncuL 
'Kita  perlu  melampaui  fase  polemik  sebagai  terungkap  di  dalam  sejarah  sastra 
dama  beberapa  ratus  tahun  yang  lalu,  dalam  hal  yang  berkenaan  dengan  nilai- 
milai  dasar,  termasuk  hal  "monotheisme  kultural"  dan  "monotheisme  Sa- 
mawi,"  agama  dan  nilai-nilai  kebangsaan.  Kita  sudah  dapat  maju  untuk  mem- 
bangun  secara  lebih  kreatif  dan  konstruktif.  Bukan  saja  kerukunan  di  antara 
berbagai  pergerakan  yang  harus  diusahakan,  akan  tetapi  kesadaran  dan  rasa 
kkekerabatan  persaudaraan  dari  pusat-pusat  pergerakan  kemasyarakatan,  itu- 
lilah  yang  harus  ditumbuhkan. 


Mdeologi  dan  Akulturasi  (Problem  Masa  Depan) 

Mengapa  walaupun  ditawarkan  berbagai  aliran  ideologi,  Pancasila  sebagai 
I  ideologi  kebangsaan  tumbuh  makin  jelas  dan  makin  kokoh  di  Indonesia?  Sa- 
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lah  satu  uraian  yang  dapat  memberikan  keterangan  atas  proses  tersebut  adalah 
sejarah  kebudayaan  Indonesia,  khususnya  kemampuan  akulturasi  di  dalam 
kebudayaan  Indonesia. 

Pertumbuhan  ideologi  kebangsaan  itu  sendiri  pada  hakikatnya  adalah  pro- 
ses dan  produk  akulturasi.  Nilai-nilai  yang  ada  di  dalam  masyarakat  Indonesia 
tumbuh  berkembang  diperkaya  dengan  unsur-unsur  dari  luar,  secara  terus- 
menerus,  baik  unsur-unsur  keagamaan  maupun  unsur-unsur  non-keagamaan. 
Dapat  dikatakan  juga  bahwa  di  dalam  perkembangan  itu  terjadilah  proses  In- 
donesianisasi  dari  unsur-unsur  yang  datang  dari  luar. 

Proses  akulturasi  tampak  di  masa  yang  telah  lampau  misalnya  akulturasi 
terhadap  Hinduisme  dan  Budhisme  di  Indonesia.  Proses  akulturasi  masih  ber- 
jalan  terus.  Saat  ini  bangsa  Indonesia  menghadapi  tantangan 
(sebagai  Gabe  dan  sekaligus  juga  Aufgabe)  untuk  melaksanakan  akulturasi 
dengan  budaya  dan  peradaban  modern  yang  telah  tumbuh  dan  membentuk 
budaya  dan  peradaban  global,  di  mana  teknologi,  pengetahuan  dan  ekonomi 
menjadi  kekuatan  utamanya. 

Yang  dimaksud  dengan  perkembangan  budaya  modern  yang  telah  tumbuh 
melahirkan  budaya  dan  peradaban  global  tersebut  adalah  rangkaian  pertum- 
buhan dari  lahirnya  masyarakat  industri  di  Eropa  (sekitar  abad  ke-18),  yang 
kemudian  melahirkan  masyarakat  mekanik  (sekitar  abad  ke-19),  lalu 
masyarakat  dengan  peradaban  otomatik  (sekitar  tahun  1945-1970-an),  yang 
lebih  lanjut  melahirkan  masyarakat  dengan  peradaban  Kibernetik  (1970-an. 
sampai  sekitar  tahun  2000  yang  akan  datang),  yang  tentunya  akan  mengalami 
evolusi  lebih  lanjut  menemukan  proses  '*optimasinya"  sehingga  tidak  musta- 
hil  akan  lahir  masyarakat  dengan  peradaban  baru,  yang  oleh  sementara  di- 
sebut  sebagai  ''Autonomous  Society"  dan  "Natural  Society."  Memang  masih 
menjadi  teka-teki  apakah  proses  tersebut  akan  merupakan  evolusi  sejarah  ke- 
budayaan sebagai  proses  humanisasi,  sehingga  masyarakat  akan  menjadi 
semakin  manusiawi  pula.  Sementara  mengatakan  bahwa  evolusi  itu  akan 
membawa  proses  humanisasi  memasuki  tahap  yang  secara  kualitatif  lebih 
tinggi,  termasuk  di  dalamnya  proses  spiritualisasi  di  dalam  kehidupan  manu- 
sia.  Fase-fase  ini  mungkin  sekali  membawa  serta  situasi-situasi  yang  cukup  ga- 
wat  di  dalam  sejarah  manusia.  Proses  seperti  ini  memang  telah  menjadi  salah 
satu  bahan  renunRan  bagi  Teilhard  de  Chardin  ataupun  Tovnbee.  Vans  jelas 
perubahan-perubahan  di  dalam  peradaban  sejarah  manusia  akan  terjadi  dan 
kita  akan  kena  dampaknya.  Perkembangan  itu  pun  sejalan  dengan  evolusi 
pengetahuan  (evolusi  epistemologi),  di  mana  dari  "modern  science"  telah 
tumbuh  "control  science,"  lalu  Cybernetics,  Biotechnics  dan  Psychotechnics. 
Proses  ini  telah  menumbuhkan  teknologi  modern,  yang  berevolusi  dengan 
lumbuhnya  automatic  control  technology,  electronic  control  technology, 
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yang  akan  disusul  dengan  biologic  control  technology  sampai  kepada  psycho- 
1  biologic  control  technology. 

Semua  itu  sekedar  gambaran  bahwa  di  hadapan  kita  terbentang  pagelaran 
lemungkinan  yang  mengandung  perubahan-perubahan  besar,  mendasar,  yang 
itentu  saja  akan  membawa  akibat  terhadap  pembangunan  struktural  dalam 
itataran  global.  Dan  berpegang  kepada  ideologi  perjuangan  kebangsaan,  kita 
iingin  terus  berjuang  sebagai  bangsa  yang  bersatu,  maju,  merdeka,  dan  ber- 
cdaulat.  * 

Pancasila  sebagai  formula  etik  /cultural  membawa  amanat  bahwa  di  dalam 
rmengarungi  perkembangan  tersebut  kita  harus  tetap  tidak  meninggalkan  ke- 
fpercayaan  kita  terhadap  Tuhan  dan  tidak  pula  melupakan  budi  pekerti  ke- 
rmanusiaan  yang  luhur  serta  persatuan-kesatuan  kebangsaan.  Jalan  kemajuan 
aadalah  tetap  jalan  kebudayaan.  Pancasila  sebagai  ideologi  perjuangan  ke- 
Ibangsaan  membawa  amanat  bahwa  bangsa  Indonesia  harus  memenangkan 
fpergumulannya  dengan  jalannya  sejarah  ^yang  akan  datang  itu  nanti.  Masa- 
Uahnya  adalah  bagaimana  membangun  jalinan  yang  kreatif  antara  pertum- 
tbuhan  sistem  kebangsaan  kita  dengan  pertumbuhan  sistem  global  itu.  Pengua- 
ssaan  teknologi,  pengetahuan  dan  kemajuan  ekonomi  nterupakan  salah  satu 
ppersyaratan  yang  harus  dipenuhi.  Kita  ditantang  untuk  menyiapkan  kemam- 
fpuan  bangsa  Indonesia  mengadakan  proses  akulturasi  dengan  elemen-elemen 
Lutama  budaya  dan  peradaban  global.  Di  dalam  konteks  ideologi  dan  akul- 
turasi maka  permasalahannya  adalah:  bagaimanakah  kita  berusaha  agar  pro- 
^ses  tumbuhnya  kebudayaan  dan  peradaban  global  tersebut  tidak  akan  me- 
landa  kehidupan  kebangsaan  kita,  dan  apakah  yang  perlu  dilakukan  sebagai 
langkah-iangkah  persiapan  untuk  mengadakan  proses  Indonesianisasi  dari 
perangkat-perangkat  kebudayaan  dan  peradaban  global  tersebut.  Proses  ke 
larah  Indonesianisasi  yang  maju  ke  situ  bukanlah  proses  yang  sederhana.  Pro- 
blem sosial-ekonomi  akan  tampil  sebagai  bagian  yang  peka  di  dalam  perkem- 
bangan tersebut. 

Empat  puluh  tahun  telah  membuktikan  bahwa  bangsa  Indonesia  mem- 
rpunyai  kemampuan  untuk  mengadakan  proses  Indonesianisasi  atas  dimensi 
I:  idcologis  dari  kekuatan-kekuatan  yang  membentuk  dan  menumbuhkan  bu- 
rdaya  dan  peradaban  modern  termasuk  perkembangan  global  dewasa  ini.  Em- 
I  puluh  tahun  mendatang  bangsa  Indonesia  ditantang  lebih  lanjut,  yaitu 
mgadakan  proses  Indonesianisasi  dari  perangkat-perangkat  budaya  dan 
peradaban  global  tersebut.  Kita  tidak  hanya  berpikir  mengenai  modernisasi, 
kita  ditantang  untuk  berpikir  dalam  iingkup  global.  Sebab  di  situlah  per- 
jjuangan  kebangsaan  harus  dilaksanakan. 
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PENUTUP 

1.  Baik  sel£ima  fase  penciptaan  kerangka  landasan  maupun  sepanjang  per- 
jalanan  bangsa  Indonesia  di  seberang  kerangka  landasan  itu  nanti,  pem- 
bangunan  ideologi  tetap  merupakan  hal  yang  esensial. 

2.  Apabila  pertumbuhan  ideologi  nasional  berkembang  baik,  maka  persa- 
tuan  dan  kesatuan  kebangsaan  akan  menjadi  semakin  kokoh.  Persatuan 
dan  kesatuan  kebangsaan  adalah  modal  yang  paling  fundamental  bagi 
perjalanan  sejarah  bangsa  Indonesia.  Kebangsaan  adalah  dalil  dasarnya 
sejarah  Indonesia. 

3.  Prospek  tersebut  akan  menjadi  makin  mantap  apabila  doktrin  Pancasila 
sebagai  satu-satunya  asas  kehidupan  bernegara,  berbangsa  dan  berma- 
syarakat,  mengalami  perkembangan  lebih  lanjut,  baik  dalam  ekstensitas 
maupun  intensitasnya.  Hal  ini  berarti  bahwa  organisasi  sosial-politik 
akan  tumbuh  menjadi  organisasi  yang  sifatnya  terbuka,  menjadi  orga- 
nisasi-organisasi  kebangsaan. 

4.  Klimat  persatuan-kesatuan  kebangsaan  yang  kokoh  juga  dapat  memberi- 
kan  kemungkinan  tumbuhnya  organisasi  kemasyarakatan  menjadi  pusat- 
pusat  pertumbuhan  yang  kreatif  produktif.  Klimat  tersebut  akan  mene- 
mukan  kedalaman  lagi  apabila  proses  Indonesianisasi  theologi  dapat  tum- 
buh berkembang  di  kalangan  berbagai  umat  beragama  di  Indonesia.  Apa- 
bila penghayatan  nilai-nilai  kebangsaan  tidak  diterima  lagi  sebagai  an- 
caman  tetapi  justru  dihayati  sebagai  konteks-nya.  kehidupan  beragama, 
suasana  itu  akan  ikut  memacu  proses  spiritualisasi  masyarakat  yang  se- 
dang  membangun.  Bukan  saja  kerukunan  antara  umat  beragama  dan 
penghayat  kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  (sebab  ini 
hanyalah  sekedar  prinsip  koeksistensi)  melainkan  akan  tumbuh  suasana 
persaudaraan  antara  mereka,  karena  semuanya  bagaimanapun  dikehen- 
daki  pula  oleh  Tuhan  menjadi  bagian  dari  ^atu  kehidupan  kebangsaan 
sebagai  alam  kodratnya  rakyat  Indonesia.  Bila  proses  ini  terjadi 
maka  pertumbuhan  seni  dan  kesusastraan  juga  akan  makin  jelas  identi- 
tasnya,  fase  keraguan  dan  ambivalensi  di  dalam  nilai-nilai  dasar  akan 
terlewati  sehingga  akan  memacu  kreativitas  budaya  yang  tinggi.  Ideologi 
kebangsaan  akan  ditransformasikan  ke  dalam  budaya  kebangsaan. 
Bangsa  Indonesia  semakin  menjadi  bangsa  Indonesia. 

5.  Pembangunan  ideologi  mempunyai  relevansinya  pula  bagi  proses  akul- 
turasi  kehidupan  kebangsaan  kita  dengan  perkembangan  budaya  dan 
peradaban  global,  yang  tampaknya  akan  semakin  mewarnai  perjalanan 
bangsa  Indonesia  di  seberang  kerangka  landasan  itu  nanti. 

6.  Penghayatan  Pancasila  sebagai  ideologi  perjuangan  kebangsaan  me- 
ngandung  di  dalamnya  kemampuan  menghadapi  tantangan-tantangan  ke- 
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majuan.  Dari  sejarah  kita  dapat  menyimpulkan  bahwa  ABRI,  sebagai 
satu-satunya  organisasi  yang  terus-menerus  berpegang  kepada  ideologi 
perjuangan  kebangsaan,  adalah  organisasi  di  Indonesia  yang  saat  ini  pa- 
ling siap  untuk  memasuki  era  global  tersebut,  termasuk  teknologi  cang- 
gih  di  dalamnya.  ABRI  yang  tetap  seperti  ini  merupakan  bagian  penting 
bagi  bangsa  Indonesia  memasuki  era-global  di  masa  mendatang. 

7.  Pembangunan  bidang  ekonomi  perlu  dipikirkan  antara  lain  sebagai  suatu 
wahana  penguasaan  teknologi  maju,  sebagai  salah  satu  sarana  akulturasi 
kita  dengan  peradaban  global. 

8.  Kalau  klimat  ideologis  dapat  berkembang  baik,  maka  perkembangan 
bidang  ekonomi  dapat  makin  diperlancar  pula.  Di  bidang  inilah  kemung- 
kinan  besar  timbul  permasalahan-permasalahan  yang  sifatnya  sosial  dan 
kultural.  Untuk  itu  dalam  fase  merakit  kerangka  landasari  ini  perlu  se- 
kali  dipikirkan  tumbuhnya  sistem  ekonomi  kebangsaan  sejajar  dan  ber- 
gandengan  dengan  "pola  negara  kebangsaan"  dan  "ideologi  kebang- 
saan." Pemahaman  pasal  33  UUD  1945  (dan  pembangunan  ekonomi 
pada  umumnya)  tampaknya  perlu  didasarkan  atas  pemahaman  ideologi 
kebangsaan  ini. 

9.  Agar  problem  sosial-ekonomi  itu  tidak  akan  menjadi  hal  yang  makin 
memberat  di  masa  mendatang,  sehingga  akan  menghambat  proses  akul- 
turasi kita  dengan  peradaban  global,  maka  selama  fase  perakitan  ke- 
rangka landasan  itu  perlu  sekali  ditumbuhkan  pusat-pusat  pergerakan 
ekonomi  kemasyarakatan  yang  kreatif  dan  saling  terkait. 

110.  Apabila  saat  ini  ancaman,  hambatan,  gangguan,  terutama  masih  ber- 
sumber  di  dalam  negeri,  maka  perjalanan  di  seberang  kerangka  landasan 
itu  nanti  mungkin  akan  menampilkan  interaksi  dengan  luar  sebagai  sumber 
ancaman,  hambatan  dan  gangguan. 

11.  Untuk. mengantisipasi  perkembangan  kemungkinan  seperti  itu  maka  pem- 
bangunan yang  berwawasan  Nusantara  perlu  sekali  mewarnai  usaha  me- 
rakit kerangka  landasan  ini.  Pusat-pusat  pertumbuhan  dan  kesejahteraan 
perlu  dibangun  di  berbagai  medan  strategis  Indonesia  sebagai  kawasan 
Nusantara  ini,  yang  sekaligus  juga  dapat  terkait  dengan  konsep  perta- 
hanan  keamanan  kehidupan  bangsa  dan  negara. 

112.  Karena  semuanya  itu  akhirnya  harus  dilaksanakan  oleh  manusia  Indo- 
nesia, maka  pembangunan  sistem  pendidikan  nasional  yang  secara  kon- 
sisten  menunjang  proses  ini  amat  diperlukan. 


Memantapkan  Pancasila 
Sebagai  Ideologi  Negara 

BABARI* 


Tujuh  belas  Agustus  1985  negara  bangsa  Indonesia  genap  berusia  40  ta- 
hun.  Selama  40  tahun  kita  hidup  sebagai  bangsa  yang  merdeka,  berdaulat,  dan 
bersatu  di  dalam  negara  kesatuan  Republik  Indonesia  yang  berdasarkan  pada 
Pancasila  dan  UUD  1945.  Selama  kurun  waktu  ini  kita  telah  berusaha  mengisi 
kemerdekaan  dengan  program  pembangunan  yang'  meliputi  semua  bidang 
kehidupan.  Maksudnya  untuk  meningkatkan  taraf  kehidupan  manusia  In- 
donesia sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaannya.  Tentu  usaha  ini 
dalam  prosesnya  mengalami  hambatan,  gangguan,  dan  tantangan  sesuai  de- 
ngan perkembangan  suasana  kehidupan  bernegara  bangsa  di  bidang  ideologi. 
politik,  ekonomi,  sosial,  budaya,  dan  hankam  (pertahanan  dan  keamanan). 
Semua  perkembangan  itu  telah  memberi  kita  berbagai  macam  pengalaman 
sehingga  bangsa  kita  menjadi  semakin  dewasa  dalam  hidup  menegara. 

Berdasarkan  pada  semua  pengalaman  itu  maka  pada  hari  ulang  tahun  yang 
ke-40  ini  kita  perlu  melakukan  refleksi  terhadap  suasana  kehidupan  bernegara 
bangsa.  Maksudnya,  kita  perlu  menyegarkan  dan  memperbaharui  tekad  dan 
kesadaran  kita  mengenai  suasana  kehidupan  kita  bernegara  bangsa  sekarang 
ini  dan  di  masa  yang  akan  datang.  Untuk  itu  kita  juga  perlu  memnjau  kembali 
kehidupan  kita  sebagai  negara  bangsa  sejak  tahun  1945  sehingga  dengan  dc- 
mikian  kita  mengetahui  sejauh  mana  kita  telah  berbuat  untuk  menmgkatkan 
taraf  hidup  warga  negara  bangsa  Indonesia.  Dengan  mengetahui  hal  mi  kita 
dapat  menentukan  ke  arah  manakah  perjalanan  hidup  negara  bangsa  Indo- 
nesia*^ Apakah  semua  langkah-langkah  perjalanan  kita  selama  mi  sesuai 
dengan  tujuan  dan  cita-cita  pembentukan  negara  bangsa  Indonesia  seperti 
yang  tercanlum  dalam  Pembukaan  UUD  1945  alinea  keempat. 
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Penjelasan  UUD  1945  menunjukkan  bahwa  di  dalam  Pembukaan  UUD 
1945  terkandung  Pokok-pokok  Pikiran:'  (1)  Negara  melindungi  segenap 
bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dengan  berdasar  atas' 
persatuan  dengan  mewujudkan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia. 
Dalam  pembukaan  ini  diterima  aliran  pengertian  negara  persatuan,  negara 
yang  melindungi  dan  meliputi  segenap  bangsa  seluruhnya.  Jadi  negara 
mengatasi  segala  paham  golongan,  mengatasi  segala  paham  perseorangan. 
Negara  menurut  pengertian  ^Pembukaan  itu  menghendaki  persatuan  meliputi 
segenap  bangsa  Indonesia  seluruhnya.  Inilah  suatu  dasar  negara  yang  tidak 
boleh  dilupakan;  (2)  negara  hendak  mewujudkan  keadilan  sosial  bagi  seluruh 
rakyat;  (3)  negara  yang  berkedaulatan  rakyat,  berdasar  atas  kerakyatan  dan 
permusyawaratan/perwakilan.  Oleh  karena  itu  sistem  negara  yang  terbentuk 
dalam  undang-undang  dasar  harus  berdasar  atas  kedaulatan  rakyat  dan  ber- 
dasar atas  permusyawaratan  perwakilan.  Memang  aliran  ini  sesuai  dengan 
sifat  masyarakat  Indonesia;  (4)  negara  berdasarkan  atas  Ketuhanan  Yang 
Maha  Esa  menurut  dasar  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab. 

Keempat  pokok  pikiran  itu  meliputi  suasana  kebatinan  dari  UUD  negara 
kesatuan  Republik  Indonesia.  Pokok-pokok  pikiran  itu  merupakan  penja- 
baran  dari  Pancasila  yang  dikaitkan  dengan  peranan  negara  sebagai  satu  lem- 
baga  politik.  Dan  penjabaran  ini  dituangkan  secara  terperinci  di  dalam  pasal- 
pasal  UUD  1945.  Semua  ketentuan  di  dalam  pasal-pasal  UUD  1945  merupa- 
kan satu  sistem  idea/gagasan  yang  secara  normatif  memberikan  persepsi  dan 
menjadi  landasan  serta  pedoman  tingkah  laku  dalam  kehidupan  bernegara 
bangsa  bagi  warga  negara  Indonesia  guna  mencapai  tujuan  bersama  yang 
dicita-citakan.  Dari  sudut  pandangan  ini  bangsa  Indonesia  menerima  dan 
menempatkan  Pancasila  sebagai  ideologi  negara. 

Sehubungan  dengan  itu  semua,  tulisan  ini  mencoba  membahas  dua  hal, 
yaitu:  (1)  Pancasila  sebagai  ideologi  negara  kesatuan  Republik  Indonesia;  dan 
(2)  proses  memantapkan  Pancasila  sebagai  ideologi  negara.  Point  (2)  akan  di- 
uraikan  secara  periodik  berdasarkan  pada  periodisasi  sejarah  nasional  kita. 

PANCASILA  SEBAGAI  IDEOLOGI  NEGARA  KITA 

Presiden  pertama  Republik  Indonesia  Soekarno  dalam  pidato  kenega 
raannya  17  Agustus  1954  dengan  judul  "Anjuranku  Kepada  Segenap  Bangsa 
Indonesia,"  antara  lain  mengatakan: 

"Saudara-saudara,  dalam  hubungan  ini  buat  kesekian  kaiinya  saya  katakan,  bahwa  saya 
bukanlah  pencipta  Pancasila,  saya  bukanlah  pcmbual  Pancasila.  Apa  yang  saya  kerjakan 
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tempo  hari  ialah  sekedar  memformulir  perasaan-perasaan  yang  ada  di  dalam  kalangan 
rakyat  dengan  beberapa  kata-kata  yang  saya  namakan  'Pancasila.'  Saya  tidak  merasa  mem- 
buat  Pancasila.  Dan  salah  sekali  jika  ada  orang  mengatakan  bahwa  Pancasila  itu  buatan 
Soekarno  ....  Saya  sekedar  menggali  di  dalahi  bumi  Indonesia  dan  mendapatkan  lima  ber- 
lian  dan  lima  berlian  inilah  saya  anggap  dapat  menghiasi  tanah  air  kita  ini  dengan  cara  yang 
seindah-indahnya.  ...  Aku  menggali  di  dalam  buminya  rakyat  Indonesia,  dan  aku  melihat 
di  dalam  kalbunya  bangsa  Indonesia  itu  hidup  lima  perasaan.  Lima  persaaan  itu  dapat  di- 
pakai  sebagai  mempersatu  daripada  bangsa  Indonesia  yang  80  juta  ini."^ 

Dari  kutipan  ini  terlihat  bahwa  Soekarno  menempatkan  dirinya  sebagai  se- 
orang  yang  menggali  nilai  dan  norma  yang  hidup  sebagai  suatu  tradisi  di 
dalam  masyarakat  bangsa  Indonesia  sejak  bangsa  kita  belum  menerima  pe- 
ngaruh  dari  bangsa-bangsa  lain. 

Dalam  proses  penggalian  ini,  Soekarno  selain  membekali  diri  dengan  pe- 
ngetahuan  yang  diperolehnya  dari  literatur  yang  ada  dan  pengalamannya  se- 
lama  pergerakan  kebangsaan  juga  melakukan  perenungan-perenungan  yang 
mendalam  tentang  semua  segi  kehidupan  masyarakat  bangsa  Indonesia.  Hasil 
dari  proses  perenungan  ini  terlihat  bahwa  manusia  Indonesia  dalam  meman- 
dang  alam  semesta,  merenungi  asal  dan  tujuan  manusia,  dan  dalam  meng- 
hadapi  berbagai  macemi  tantangan  hidup  selalu  menunjukkan  sikap  sebagai 
manusia  yang  religius,  kekeluargaan,  mencintai  dan  bangga  akan  tanah  air 
tempat  lahirnya,  lebih  mengutamakan  musyawarah  untuk  mufakat  dalam 
memecahkan  masalah  yang  dihadapi  baik  secara  perorangan  maupun  ber- 
sama-sama,  dan  selalu  berikhtiar  untuk  hidup  lebih  baik  sesuai  dengan  harkat 
dan  martabat  kemanusiaannya.  Semua  itu  terlihat  sebagai  ide/gagasan  yang 
dominan  dalam  hidup  bermasyarakat  di  dalam  bangsa  kita.  Dan  semua  itu  ter- 
wujud  dalam  sikap  dan  perilaku  hidup  sebagai  satu  keutuhan  yang  tidak  dapat 
dipisah-pisahkan. 

Setelah  melakukan  penggalian  melalui  perenungan  yang  mendalam, 
Soekarno  sampai  kepada  kesimpulan,  yaitu  lima  butir  nilai  dominan  di  dalam 
budaya  bangsa  Indonesia  seperti  yang  dikemukakan  dalam  pidatonya  tanggal 
1  Juni  1945  di  depan  sidang  Badan  Penyelidik  Usaha-usaha  Persiapan  Kemer- 
dekaan  Indonesia  (BPUPKI).  Pidato  itu  disampaikan  untuk  menjawab  perta- 
nyaan  ketua  sidang  (Radjiman  Wediodiningrat)  tentang  Dasar  di  atas  mana 
kita  mendirikan  negara  Indonesia  merdeka  ini.  Dan  pada  tanggal  1  Juni  1945 
ini  BPUPKI  menerima  rumusan  Pancasila  sebagai  fundamen,  pikiran  yang  se- 
dalam-dalamnya,  jiwa,  hasrat  yang  sedalam-dalamnya  untuk  di  atasnya  di- 
dirikan  gedung  Indonesia  merdeka  yang  kekal  dan  abadi.^  Isi  rumusannya  ter- 
muat  dalam  teks  resmi  Pembukaan  UUD  1945.  Ini  berarti  bahwa  setiap  pem- 
bicaraan  tentang  Pancasila  harus  mengacu  pada  Pembukaan  UUD  1945. 

2Rahmat  Subagya,  Pancasila  Dasar  Negara  Indonesia  (Yogyakarta:  Penerbitan  Basis,  1955), 
hal.  20. 

^Ibid.,  hal.  22. 
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Dengan  tercantumnya  Pancasila  dalam  Pembukaan  UUD  1945  maka 
terlihat  fungsi  pertama  Pancasila,  yaitu  sebagai  dasar  negara.  Dasar  yang 
melandasi  bangunan  negara  kesatuan  Republik  Indonesia.  Ini  berarti  terdapat 
hubungan  intrisik  di  antara  negara  Republik  Indonesia  dengan  Pancasila.  Ke- 
inginan  untuk  memantapkan  kehidupan  negara  Republik  Indonesia  sama 
dengan  keinginan  untuk  memantapkan  Pancasila  sebagai  dasar  negara.  Atau- 
pun  sebaliknya.  Dengan  demikian  Pancasila  telah  menjadi  landasan  dan  pe- 
doman  dari  kehidupan  negara  bangsa  Indonesia  menyongsong  hari  depannya. 
Dan  hal  ini  telah  menjadi  kesepakatan  nasional  yang  selayaknya  harus  ditaati 
dan  dilaksanakan  demi  mehcapai  tujuan  dan  cita-cita  negara  bangsa  kita  se- 
perti  yang  terdapat  dalam  Pembukaan  UUD  1945.  Dengan  kata  lain  Pancasila 
telah  menjadi  asas  kehidupan  negara  bangsa  kita.  Dalam  proses  perkem- 
bangan  kehidupan  kenegaraan  kita  Pancasila  asas  negara  telah  disinonimka^t 
dengan  Pancasila  ideologi  negara  Indonesia. 

Ideologi  diartikan  sebagai  keseluruhan  sistem  idea  atau  gagasan-gagasan 
yang  secara  normatif  memberikan  persepsi,  landasan  sertp  pedoman  tingkah 
laku  bagi  seseorang  atau  masyarakat  dalam  seluruh  kehidupan  bernegara 
bangsa  guna  mencapai  tujuan  yang  dicita-citakan  bersama.  Dari  pengertian  ini 
terlihat  bahwa  suatu  ideologi  terdiri  dari  dimensi  realitas,  yaitu  pemahaman 
situasi  sosial  yang  sedang  dihadapi  sebagai  produk  masa  lampau  suatu  bangsa 
yang  menegara;  dimensi  idealisme,  yaitu  usaha  memberi  gambaran  situasi 
sosial  baru  yang  ingin  diciptakan;  dan  dimensi  fleksibilitas,  yaitu  penyusunan 
program  umum  yang  kondisional  dan  situasional  yanjg  menggariskan  langkah- 
langkah  untuk  mencapai  tujuan  yang  dicita-citakan."*  Di  sinilah  letak  kekuatan 
suatu  ideologi.  Ideologi  telah  mampu  memberikan  harapan  bagi  masyarakat 
pendukungnya  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  rasional  ataupun 
emosional. 

Namun  demikian  perlu  disadari  bahwa  ideologi  juga  memiliki  aspek-aspek 
negatif,  seperti  yang  terlihat  dalam  sejarah  Eropa  di  mana  ideologi  dipakai 
untuk  merongrong  pemerintah  dan  mengubah  keadaan  secara  radikal  (So- 
sialisme,  Marxisme,  Nazisme,  dan  Fasisme).  Selain  ifu  ideologi  sering  mem- 
perbudak  ilmu  pengetahuan.  Hal  ini  terlihat  dalam  perintah  Adolf  Hitler 
kepada  para  ilmuwan  khususnya  antropolog  dan  dokter  Jerman  untuk  mem- 
buat  pembuktian  ilmiah  bahwa  bangsa  Jerman  adalah  ras  Aria,  ras  suku 
bangsa  yang  paling  sempurna  di  dunia.  Aspek  negatif  lain  dari  ideologi  adalah 
menggunakannya  untuk  mempertahankan  kepentingannya  secara  sepihak. 
Hal  ini  terlihat  pada  pemerintah  komunis  di  negara  mana  pun  sebelum  ber- 
kuasa,  mereka  selalu  menggunakan  ideologi  sebagai  alat  untuk  merebut  ke- 


''Kelompok  Studi  Pancasila  Universitas  Katolik  Parahyangan,  Ideologi  Pancasila  Adalah 
Ideologi  Negara  dan  Bangsa  Indonesia  (Bandung,  Januari  1983),  hal.  10. 
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kuasaan  dari  pemerintah  yang  sah.  Tetapi  apabila  sudah  berhasil  merebutnya, 
mereka  akan  menggunakan  ideologi  untuk  menjaga  statusquo  berupa  diper- 
tahankannya  kelas  penguasa  dan  rakyat  yang  dikuasai.^  Dengan  demikian  ter- 
jadilah  pemutlakan  ideologi.  Dan  ideologi  mulai  menampilkan  sifat  totaliter- 
nya. 

BAGAIMANA  DENGAN  IDEOLOGI  PANCASILA 

Sejak  terbentuknya  negara  kesatuan  Republik  Indonesia,  Pancasila  di- 
terima  sebagai  asas  atau  ideologi  negara  oleh  para  pendiri  negara  bangsa  ini. 
Dalam  kedudukannya  sebagai  ideologi  negara,  Pancasila  harus  mampu 
memberikan  wawasan,  arah,  asas,  dan  pedoman  normatif  dalam  seluruh  bi- 
dang  kehidupan  bernegara  bangsa  sehingga  tujuan  dan  cita-cita  bangsa  dapat 
tercapai.  Dalam  fungsinya  sebagai  ideologi,  Pancasila  harus  terungkap  dalam 
sistem  kemasyarakatan  kita  seperti  sistem  politik,  sistem  ekonomi,  sistem 
sosial,  sistem  budaya,  dan  sistem  hankamnas.  Dengan  demikian  nilai-nilai 
Pancasila  sebagai  ideologi  negara  menjiwai  seluruh  aspek  kehidupan  di  dalam 
masyarakat  bangsa. 

Hal  ini  tidak  berarti  bahwa  ideologi  Pancasila  itu  bersifat  otoriter  karena 
mengatur  semua  sistem  kehidupan  dalam  masyarakat  termasuk  sikap  dan 
perilaku  manusia  pendukungnya.  Ideologi  Pancasila  tetap  menghormati  ke- 
bebasan  pribadi  dan  memperlakukan  manusia  Indonesia  sesuai  dengan  harkat 
dan  martabatnya.  Manusia  Indonesia  menerima  nilai-nilai  yang  terkandung 
dalam  Pancasila  sebagai  bagian  dari  hidup  dan  bukan  sebagai  suatu  nilai  yang 
dipaksakan  dari  luar.  Oleh  karena  itu  ideologi  Pancasila  tidak  perlu  diindok- 
trinasi  kepada  para  pendukungnya  seperti  ideologi  lainnya.  P'emasyarakatan 
nilai-nilai  ideologi  Pancasila  dapat  dilakukan  secara  sederhana  seperti  pe- 
nataran  dan  yang  terpenting  adalah  teladan  dari  para  pemimpin  negara  bangsa 
ini.  Dengan  cara  ini  diharapkan  ideologi  Pancasila  akan  mampu  membawa 
kehidupan  negara  bangsa  ini  ke  arah  yang  benar  menuju  tercapainya  cita- 
cita  kehidupan  bernegara  bangsa. 

Selain  itu  ideologi  Pancasila  bukanlah  suatu  ideologi  yang  tertutup  bagi 
ide  dan  realitas  baru  di  dalam  kehidupan  masyarakat  yang  terus  berkembang. 
Pergeseran  dan  perubahan  nilai  sebagai  tanda  adanya  dinamika  dalam  ke- 
hidupan masyarakat  merupakan  hal  yang  harus  diantisipasi  oleh  Pancasila 
sebagai  ideologi.  Sebagai  ideologi,  Pancasila  harus  mampu  menjelaskan 
gejala-gejala  kehidupan  masyarakat  yang  terus  berkembang  itu.  Tuntutan  ini 
tentu  akan  dapat  dipenuhi  mengingat  Pancasila  itu  sendiri  merupakan  hasil 


^Ibid..  hal.  12-14. 
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penggalian  nilai  budaya  bangsa  dan  hasil  dari  perkembangan  kebudayaan 
bangsa  Indonesia.  Dan  kemampuan  ideologi  Pancasila  unluk  mengantisipasi 
perkembangan  masyarakat  Indonesia  ataupun  menghadapi  pengaruh  kebu- 
dayaan dari  luar  sudah  teruji  dalam  perkembangan  sejarah  negara  bangsa  In- 
donesia selama  ini. 


PROSES  MEMANTAPKAN  PANCASILA  SEBAGAI  IDEOLOGI  NE- 
GARA 

Berbicara  tentang  proses  itu  berarti  kita  memakai  pendekatan  sejarah  da- 
lam melihat  usaha  bangsa  Indonesia  untuk  memantapkan  kedudukan  Pan- 
casila sebagai  ideologi  negaranya.  Untuk  itu  kita  perlu  melakukan  periodisasi 
untuk  mengetahui  peranan  Pancasila  sebagai  ideologi  negara  dalam  setiap 
kurun  waktu.  Dari  proses  ini  akan  terlihat  usaha  dari  bangsa  Indonesia  me- 
mantapkan Pancasila  sebagai  ideologi  negaranya,  yang  pada  hakikatnya  me- 
rupakan  satu  kesepakatan  nasional  yang  mengisi  kehidupan  di  dalam  wadah 
negara  kesatuan  Republik  Indonesia.  Mengingat  ideologi  negara  tidak  dapat 
dipisahkan  dari  negara  Republik  Indonesia  sebagai  wadahnya,  maka  periodi- 
sasi proses  memantapkan  Pancasila  ideologi  negara  adalah  sebagai  berikut:^ 

Periode  Pertama,  kurun  waktu  di  antara  29  Mei  1945  sampai  dengan  17  Juli 
1945; 

Periode  Kedua,  kurun  waktu  di  antara  18  Agustus  1945  sampai  dengan  26 
Desember  1949; 

Periode  Ketiga,  kurun  waktu  di  antara  27  Desember  1949  sampai  dengan  16 
Agustus  1950; 

Periode  Keempai,  kurun  waktu  di  antara  17  Agustus  1950  sampai  dengan  5 
Juli  1959; 

Periode  Kelima.  kurun  waktu  di  antara  5  Juli  1959  sampai  dengan  sekarang, 
yang  dapat  dibagi  lagi  atas:  5  Juli  1959  sampai  dengan  11 
Maret  1966,  dan  11  Maret  1966  sampai  sekarang. 


Periode  Pertama 

Periode  ini  dapat  disebut  sebagai  tahap  membahas  dan  merumuskan  Pan- 
casila sebagai  dasar  dan  ideologi  negara.  Kegiatan  ini  terjadi  di  dalam  forum 
sidang  Badan  Penyelidik  Usaha-usaha  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia 
(BPUPKI).  Badan  ini  dibentuk  oleh  pemerintahan  pendudukan  Jepang  dan 

^A.M.W.  Pranarka,  Sejarah  Pemikiran  Tentang  Pancasila  (Jakarta:  CSIS,  1985),  hal.  23. 
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keanggotaannya  terdiri  dari  pemuka  masyar^kat  dan  kelompok  intelektual 
bangsa  kita.  Mereka  adalah  orang-orang  yang  secara  aktif  ikut  dalam  per- 
gerakan  bangsa  untuk  mencapai  kemerdekaan.  Di  dalam  kegiatan  membahas 
dan  merumuskan  ini  semua  anggota  badan  itu  diberi  kesempatan  untuk  me- 
ngemukakan  pendapat.  Terlihat  ada  suasana  musyawarah  untuk  mencapai 
mufakat. 

Dalam  forum  persidangan  badan  ini,  pendapai  dari  Ir.  Soekarno  yang  di- 
kemukakan  dalam  pidato  tanggal  1  Juni  1945  diterima  sebagai  pendapat  yang 
benar  dan  tepat  menjawab  pertanyaan  Ketua  Sidang  tentang  apa  dasar  negara 
kita  yang  akan  terbentuk.  Dalam  pidato  itu  Ir.  Soekarno  mengemukakan  ten- 
tang lima  sila  dari  Pancasila  sebagai  dasar  negara.  Pidato  ini  tahun  1947  di- 
bukukan  dengan  judul  Lahirnya  Pancasi/aJ  Dengan  modal  dasar  pemikiran 
yang  dikemukakan  oleh  Ir.  Soekarno  ini  BPUPKI  membefituk  Panitia  Kecil 
Penyelidik  Usul-usul,^  dari  para  anggota.  Panitia  ini  menyampaikan  hasil 
kerjanya  berupa  Rancangan  redaksi  pertama  dari  Pembukaan  Undang- 
Undang  Dasar  kepada  BPUPKI  tanggal  10  Juli  1945.^  Panitia  Kecil  itu  dike- 
tuai  oleh  Ir.  Soekarno.  Dalam  pidato  laporan  hasil  kerja  Panitia  Kecil  itu, 
Ir.  Soekarno  mengemukakan  bahwa  di  dalam  persidangan-persidangan 
Panitia  Kecil  ditemukan  kesukaran  mencari  kecocokan  paham  antara  go- 
longan  Islam  dan  golongan  Kebangsaan  terutama  dalam  masalah  agama  dan 
negara. 

Usaha  mengatasi  kesukaran  ini,  Panitia  Kecil  mengambil  inisiatif  untuk 
mengadakan  rapat  dengan  38  orang  anggota  BPUPKI  dan  rapat  ini  berhasil 
membentuk  Panitia  Sembilan,  yaitu  Moh.  Hatta,  Muh.  Yamin,  Soebardjo, 
Maramis,  Soekarno,  Kiai  Abd.  Kahar  Moezakkir,  Kiai  Wachid  Hasjim,  Abi- 
koesno  Tjokrosoejpso,  dan  Hadi  Agoes  Salim.^^  Permusyawaratan  di  dalam 
Panitia  Sembilan  ini  berhasil  mencapai  mufakat  antara  pihak  Islam  dengan 
pihak  Kebangsaan.  Hasil  permufakatan  ini  dikenal  dengan  nama  Piagam  Ja- 
karta, yaitu  rancangan  pembukaan, hiikum  dasar  yang  dimajukan  ke  dalam 
sidang  BPUPKI  sebagai  satu  usul  oleh  Panitia  Kecil  Penyelidik  Usul-usul.  Di 
dalam  Piagam  Jakarta  ini  rumusan  Pancasila  mulai  ditambah  dengan  7  kata, 
yaitu  dengan  kewajiban  menjalankan  syariat  Islam  bagi  pemeluk-pemelukr- 
nya,  di  belakang  kata  Ketuhanan. 

Di  samping  itu  BPUPKI  tanggal  1  Juli  1945  membentuk  Panitia  Hukum 
Dasar  yang  beranggotakan  19  orang  dan  diketuai  pula  oleh  Ir.  Soekarno.  Dan 

^Lihat,  Lahirnya  Pancasila. 

^Prof.Mr.Drs.  Notonagoro,  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  (Pokok  Kaidah  Fun- 
damental Negara  Indonesia)  (Yogyakarta:  Universitas  Gadjah  Mada,  1959),  hal.  30. 

"^Ibid.,  hal.  30. 
^°Ibid..  hal.  52. 
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tanggal  11  Juli  1945  di  dalam  rapat  Panitia  Hukum  Dasar  ini  juga  dibentuk 
lagi  Panitia  Perancang  Undang-Undang  Dasar  yang  terdiri  dari  7  orang  ang- 
goia  dengan  ketuanya  Soepomo."  Tugasnya  adalah  merancang  Undang- 
Undang  Dasar  dengan  memperhatikan  usul,  pendapat,  dan  pandangan  dari 
semua  anggota  panitia.  Hasil  kerja  dari  kedua  panitia  ini  dilaporkan  oleh 
Ir.  Soekarno  sebagai  Ketua  Panitia  Kecil  Penyelidik  Usul-usul  di  dalam  rapat 
BPUPKI  tertanggal  14  Juli  1945.  Setelah  melalui  perdebatan  dan  penyempur- 
naan  redaksi  berlandaskan  pada  semangat  musyawarah  untuk  mencapai  mu- 
fakat  akhirnya  hasil  kerja  Panitia  Kecil  Penyelidik  Usul-usul  itu  diterima 
oleh  sernua  anggota  sidang  BPUPKI  sebagai  satu-satunya  konsep  yang  akan 
dimatangkan  lagi  pada  tanggal  18  Agustus  1945. 

Pada  periode  pertama  ini  terlihat  tiga  aliran  paham  yang  saling  berkom- 
promi  untuk  mencapai  kesepakatan.  Ketiga  aliran  paham  ini  adalah  paham 
keagamaan  (Islam),  paham  Kebangsaan,  dan  paham  Modern  Sekular.  Per- 
tentangan  di  antara  paham  Kebangsaan  dan  Agama  ^apat  disepakati  melalui 
perumusan  t*embukaan  UUD  1945  seperti  yang  terdapat  di  dalam  Piagam 
Jakarta,  sedangkan  munculnya  aliran  pikiran  modern  sekular  yang  mengete- 
ngahkan  beberapa  nilai  hak-hak  asasi  kemanusiaan  terlihat  di  dalam  rapat 
Panitia  Perancang  UUD  1945  yang  dipimpin  oleh  Soepomo.  Oleh  karena  itu 
di  dalam  konsep  Pembukaan  UUD  1945  dan  Batang  Tubuh  UUD  1945  yang 
disahkan  pada  tanggal  14  Juli  1945  oleh  BPUPKI  terlihat  tiga  aliran  paham  di 
atas.  Ketiga  aliran  paham  ini  terumus  secara  kompromistis  di  dalam  Pan- 
casila. 


Periode  Kedua 

Tanggal  17  Agustus  1945  kemerdekaan  bangsa  Indonesia  diproklamasikan 
oleh  Soekarno-Hatta  atas  nama  bangsa' Indonesia.  Dengan  demikian  bangsa 
Indonesia  berhak  menyusun  satu  pemerintahan  yang  berdaiilat  di  dalam  ne- 
gara  kesatuan  Republik  Indoneia.  Proklamasi  itu  dilakukan  setelah  tercapai 
kesepakatan  para  anggota  Panitia  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  (PPKI)^^ 
dengan  para  pemuda  pejuang  dalam  sidang  di  rumah  Laksamana  Maeda  tang- 
gal 16  malam.  Sore  hari  tanggal  17  Agustus  1945,  seorang  opsir  Angkatan 
Laut  Jepang  menemui  Bung  Hatta  untuk  menyampaikan  keberatan  orang- 

hal.  54. 

'^Panitia  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  (PPKI)  anggotanya  diambil  dari  seiuruh  wilayah 
tanah  air  dan  pembentuicannya  disetujui  oleh  Jenderal  Terauchi  tanggal  7  Agustus  1945.  Untuk 
menghilangkan  kesan  bahwa  kemerdekaan  kita  direstui  oleh  pemerintahan  Pcndudukan  Jepang, 
maka  dengan  kemauan  sendiri  tanggal  18  Agustus  keanggotaan  badan  ini  ditambah  6  orang,  yaitu 
Moh.  Hassan,  Hamildan,  Ki  Hadjar  Dewantara,  Kasman.  Singodimedjo,  Sayuti  Melik,  Iwa 
Kusuma  Sumatri,  dan  Soebardjo. 
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orang  Indonesia  Timur  lerhadap  7  buah  kata  yang  bcrkaiian  dcngan  sila  Ke- 
tuhanan  di  dalam  Piagam  Jakarta.  Mcnurui  mercka  pcncaniiinian  kciujuh 
kata  itu  bersifat  diskriminatif. 

Bung  Hatta,  salah  seorang  pendiri  negara  bangsa  yang  sangat  mcineniing- 
kan  persatuan  dan  kesatuan  negara  bangsa  Indonesia  mcmbcrikan  pcrhatian 
yang  sungguh-sungguh  terhadap  keberatan  itu.  Oleh  karcna  iiu  langgal  18 
Agustus  1945  pagi  sebelum  sidang  PPKI  (yang  anggotanya  telah  ditambah  6 
orang)  Bung  Hatta  mengadakan  pertemuan  dengan  4  orang  pcmuka  agama 
Islam  anggota  PPKI,  yaitu  Kiai  Wachid  Hasyim,  Kiai  Bagoes  Hadikocsoemo, 
Otto  Iskandar  Dinata,  dan  Abdoel  Kadir.  Dalam  pertemuan  itu  Bung  Hatta 
mengemukakan  keberatan  yang  disampaikan  kepadanya,  dan  sekaligus  meng- 
harapkan  agar  keempat  pemuka  agama  Islam  setuju  untuk  mencoretnya  sc- 
hingga  persatuan  dan  kesatuan  negara  bangsa  ini  tetap  dapat  icrwujud.  Kese- 
pakatan  mereka  itu  meniadi  pendirian  bersama  mereka  di  dalam  sidang  PPKI 
siang  harinya. 

Sidang  PPKI  hari  itu  dipimpin  oleh  Ketua  Panitia  Ir.  Soekarno.  Maksud 
dan  tujuan  sidang  hari  itu  adalah:  menetapkan  Pembukaan  UUD  1945,  mc- 
netapkan  UDD  1945,  dan  memilih  presiden  serta  wakil  presiden  negara 
Republik  Indonesia.'-^  Pada  saat  membuka  sidang  Ir.  Soekarno  aniara  lain 
mengharapkan  agar  semua  anggota  panitia  hanya  membicarakan  hal-hal  yang 
pokok  dan  tidak  terjerumus  kepada  pembicaraan  sampai  ke  soai-soal  yang 
kecil.  Selanjutnya  Bung  Hatta  dipersilakan  untuk  membacakan  konscp  Pem- 
bukaan UUb  1945.  Setelah  membahas  dan  melakukan  bebcrapa  pcrubahan 
redaksional  Pembukaan  UUD  1945  (seperii  yang  dipakai  sckarang  ini)  di- 
terima  dan  disahkan.  Di  dalam  Pembukaan  ini  tercantum  rumusan  sila-sila 
Pancasila  yang  menjadi  dasar  dan  ideologi  negara  kita.  Dalam  kedudukannya 
sebagai  ideologi  negara  Pancasila  harus  mampu  merefleksikan  dirinya  di 
dalam  semua  bidang  kehidupan  bernegara  bangsa.  Dari  sisi  ini  tcrlihat  jelas 
kaitan  yang  erat  di  antara  Proklamasi  Kemerdekaan  bangsa  Indonesia  17 
Agustus  1945,  Pembukaan  UUD  1945,  dan  Paacasila  yang  tercantum  di  alinea 
ke-4  Pembukaan  UUD  1945  itu.  Artinya,  apabila  ada  keinginan  untuk  meng- 
ubah  Pembukaan  UUD  Proklamasi  dan/atau  Pancasila  yang  tercantum  di 
dalamnya,  adalah  sama  dengan  membubarkan  negara  Proklamasi,  negara 
Pancasila,  negara  Republik  Indonesia  yang  didirikan  1945.'"* 

Selanjutnya  paaa  tanggal  3  November  1945  keluar  Maklumal  Pelncriniah 
yang  ditandatangani  oleh  Wakil  Presiden  Mohammad  Haiia,  yanp  K^risi  an 

jurnn  pcnvMi'Mr.h 
menRh;u 

"UU,  OJ'. 

'  l^r  .ivii .  i-kilouagiuu,  I'diiciisi/ii  /,.■.,  ..  , 
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paham  yang  ada  dalam  masyarakal  sehingga  mampu  bersama  pemerintah 
memperkuat  perjuangan  mempertahankan  kemerdekaan  dan  menjamin  ke- 
amanan  masyarakat.  Berdasarkan  maklumat  itu  terbentuklah  partai-partai 
pblitik  yang  apabila  ditinjau  dari  pandangan-pandangan  ideologisnya  dapat 
dikelompokkan  dalam  tiga  sumber  ideplogi,  yaitu:  (1)  partai-partai  politik, 
yang  berdasarkan  ideologi  keagamaan  (Masyumi,  Partai  Kristen  Indonesia, 
Partai  Katolik);  (2)  partai-partai  politik  yang  berdasarkan  ideologi  Barat 
Modern  Sekular  (Partai  Sosialis  Indonesia,  Partai  Rakyat  Sosialis,  Partai 
Komunis  Indonesia);  dan  (3)  partai-partai  politik  yang  berorientasi  kepada 
ideologi  persatuan  dan  kebangsaan. (Partai  Nasional  Indonesia).'^ 

Mulai  saat  itu  terjadi  persaingan  di  antara  kelompok-kelompok  pendu- 
kuhg  ideologi  untuk  merebut  kedudukan  di  dalam  pemerintahan  negara.  Hal 
ini  terlihat  antara  lain  dalam  maklumat  pemerintah  14  November  1945  yang 
isinya  menetapkan  bahwa  tanggung  jawab  menteri  (kabinet)  kepada  parlemen 
(Badan  Pekerja  Komite  Nasional  Indonesia  Pusat),  dan  bukan  lagi  kepada 
preisiden  seperti.  yang  ditetapkan  dalam  UUD  1945.  Mungkin  hal  ini  dapat 
dibenarkan  mengingat  kondisi  dan  situasi  kehidupan  kenegaraan  kita  pada 
waktu  itu.  Namun  demikian  sebenarnya  mulai  saat  itu  pula  kita  telah  me- 
nyimpang  dari  UUD  1945.  Persaingan  ideologis  juga  terlihat  pada  seringnya 
terjadi  pergantian  kabinet.  Dan  yang  paling  menonjol  dari  persaingan  ideologi 
itu  adalah  pemberontakan  PKI  di  Madiun  18  September  1948  dan  diprokla- 
masikannya  Negara  Islam  Indonesia  oleh  Sekarmadji  Maridjan  Kartosuwirjo 
di  daerah  Jawa  Barat,  yang  kemudian  pengaruhnya  menyebar  ke  Jawa 
Tengah,  Kalimantan  Selatan,  Sulawesi  Selatan,  dan  Aceh.'^  Semua  peristiwa 
ini  menjadi  bukti  nyata  bahwa  terjadi  persaingan  ideologi.  Adanya  berbagai 
ideologi  golongan  di  samping  ideologi  Pancasila  ini,  pada  satu  pihak  terus 
memperuncing  pertentangan  antara  ideologi  golongan  dan  pada  pihak  lain 
masyarakat  bangsa,  Indonesia  tidak  memounyai  kesatuan  bahasa  dalam 
mengisi  kemerdekaan. 

Periode  Ketiga 

Periode  ini  berlangsung  hanya  sekitar  8  bulan.  Namun  demikian  ada  be- 
berapa  pcrubahan  penting  di  dalam  kehidupan  ketatanegaraan  kita;  Periaina, 
UUD  1945  diganti  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Serikat.  Di  dalam 
UUD  Negara  Serikat  pasal  1  ayat  1  dinyatakan  bahwa  negara  Republik  In- 
donesia berbentuk  fedcrasi.'"^  Hal  ini  berarti. bangsa  Indonesia  meninggalkan 

"A.M.W.  Pranarka,  op.  cii.,  hal.  67. 

'^P.  Van  Dijk,  Duiul Islam:  Sehuah  Pcmberonlakan  (Jakarta:  GialTilipcr.s,  1983),  hal.  59-371. 

'^Drs.  H.A.K.  Pringgodigdo  SH,  Ti?a  Unr/an_u-Un(/anv  Dasar  (Jakarta:  PT  Pcmliangunan, 
1966),  hal.  18. 
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bentuk  negara  kesatuan  seperti  yang  ditetapkan  dalam  UUD  1945.  Kedua, 
perumusan  sila-sila  Pancasila  yarig  terdapat  di  dalam  Mukaddimah  Undang- 
Undang  Dasar  Negara  Serikat  berbeda  dengan  rumusan  yang  terdapat  di  da- 
lam Pembukaan  UUD  1945.  Perbedaan  itu  terlihat  pada  rumusan  sila  kedua, 
yaitu  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab  menjadi  perikemanusiaan;  sila  ke- 
tiga,  persatuan  Indonesia  menjadi  kebangsaan;  sila  keempat,  kerakyatan  yang 
dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan/perwakilan 
menjadi  kerakyatan;  dan  sila  kelima,  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  In- 
donesia menjadi  keadilan  sosial. 

Meskipiin  perumusan  sila-sila  Pancasila  berbeda  dengan  rumusan  autentik 
yang  terdapat  di  dalam  Pembukaaii  UUD  1945,  secara  ideologis  Pancasila 
tetap  diterima  sebagai  dasar  dan  ideologi  negara  Republik  Indonesia  Serikat. 
Kesamaan  ideologi  ini  merupakan  daya  dorong  bagi  para  pemimpin  negara 
bagian  dan  satuan-satuan  negara  yang  berdiri  sendiri  untuk  selalu  berikhtiar 
mencari  kesatuan  dan  persatuan  negara  bangsa.  Proses  menuju  ke  persatuan 
dan  kesatuan  ini  mendapat  hambatan  berupa  terjadinya  gerakan  Angkatan 
Perang  Ratu  Adil  (APRA)  23  Januari  1950  di  Sulawesi  Selatan  yang  dipimpin 
oleh  Raymon  Westerling  dengan  dukungan  golongan  Kolonialis  Belanda.  Di 
samping  itu  Kapten  Andi  Azis  raelakukan  petualangan  politik  di  Makassar 
tanggal  5  April  1950.  Juga  Christian  Robert  Steven  Soumokil  memprokla- 
masikan  berdirinya  Republik  Maluku  Selatan.  Semua  gerakan  ini  berhasil  di- 
hadapi  oleh  pemerintahan  Republik  Indonesia  Serikat  dengan  mengirim 
Angkatan  Perang  Republik  Indonesia  Serikat.  Setelah  itu  pada  tanggal 
15  Agustus  1950  Soekarno  sebagai  Presiden  RIS  membacakan  piagam  perse- 
tujuan  terbentuknya  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Tanggal  17  Agus- 
tus 1950  Republik  Indonesia  Serikat  secara  resmi  dibubarkan  dan  berdirilah 
kembali  negara  kesatuan  Republik  Indonesia  dengan  Undang-Undang  Dasar 
Sementara  tahun  1950. 

Periode  Keempat 

Periode  ini  merupakan  masa  perdebatan  terbuka  tentang  Pancasila  sebagai 
dasar  dan  ideologi  negara.  Perdebatan  itu  terjadi  di  dalam  forum  sidang 
konstituante  (badan  pembuat  undang-undang  dasar),  pidato-pidato,  media 
massa  (surat  kabar),  dan  forum  seminar  atau  diskusi.  Fokus  dari  perdebatan 
itu  adalah:  apakah  menerima  atau  menolak  Pancasila  sebagai  dasar  dan  ideo- 
logi negara.  Pancasila  sebagai  dasar  negara  dan  ideologi  kebangsaan  kita 
mulai  dipertentangkan  dengan  dasar  dan  ideologi  keagamaan  serta  dasar  dan 
ideologi  yang  bersifat  sekular.  Usaha  untuk  menetralisasi  pertentangan  pan- 
dangan  tentang  Pancasila  seperti  ini  dilakukan  di  dalam  forum  seminar  Pan- 
casila 1  Februari  1959  di  Universitas  Gadjah  Mada  Yogyakarta.  Di  dalam 
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forum  itu  Prof.Dr.  Drijarkara  SJ  mengemukakan  pendapatnya  bahwa  Pan- 
casila  itu  tidak  menghendaki  negara  sekular,  tetapi  juga  tidak  menghendaki 
legara  agama.'^  Dan  formula  ini  tetap  dipakai  sampai  sekarang. 

Konstituante  yang  terbentuk  sebagai  hasil  pemilihan  umum  1955  mulai 
wersidang  tanggal  10  November  1956.  Di  dalam  lembaga  ini  terdapat  40  fraksi 
IJengan  ideologinya  masing-masing.  Namun  demikian  pada  saat  pembahasan 
eentang  dasar  negara  terjadi  polarisasi  aliran-aliran  ideologi  ini  sehingga  yang 
aampak  secara  eksplisit.  tiga  aliran  ideologi  utama.  Ketiga  aliran  itu  adalah 
IJiran  yang  menghendaki  sosio-ekonomi  sebagai  dasar  negara  dan  menolak 
'*ancasila  atau  Islam;  aliran  yang  menghendaki  agama  Islam  sebagai  dasar 
wegara  dan  menolak  sosio-ekonomi  dalam  Pancasila;  dan  aliran  yang  meng- 
laendaki  Pancasila  sebagai  dasar  negara  dan  menolak  sosio-ekonomi  dan 
ugama  Islam. 

Setelah  perdebatan  itu  berlangsung  selama  kurang  lebih  setahun  yang 
casilnya  menunjukkan  bahwa.  kesepakatan  tentang  dasar  negara  yang  cocok 
sagi  negara  kesatuan  Republik  Indonesia  yang  diproklamasikan  pada  17 
t^gustus  1945  tidak  akan  tercapai  lagi  dalam  forum  konstituante  ini,  maka 
Yresiden  Soekarno  atas  nama  pemerintah  tanggal  22  April  1959  dalam  pidato- 
>ya  di  depan  sidang  Konstituante  menyampaikan  anjurannya  agar  kita  kem- 
aali  kepada  Undang-Undang  Dasar  1945.  Anjuran  pemerintah  ihi  ditanggapi 
Kngan  sikap  pro  dan  kontra  di  lembaga  Konstituante.  Ada  golongan  yang 
etuju  dengan  anjuran  pemerintah  dan  golongan  yang  menolak  anjuran  pe- 
terintah  itu.  Untuk  itu  dilakukan  pemungutan  suara  sebanyak  tiga  kali  dan 
lasilnya  tidak  ada  karena  tidak  mencapai  jumlah  2/3  dari  jumlah  anggota 
lang  hadir.  Oleh  karena  itu  kedua  fraksi  besar,  yaitu  PNI  dan  PKI  menyata- 
lan  bahwa  mereka  tidak  akan  menghadiri  lagi  sidang-sidang  Konstituante. 

Suasana  seperti  ini  mendorong  pemerintah  untuk  memberikan  penilaian 
lahwa  Konstituante  sebagai  lembaga  pembuat  Undang-Undang  Dasar  yang 
ocok  bagi  negara  kesatuan  Republik  Indonesia  tidak  mampu  lagi  melaksana- 
an  tugas  yang  telah  dipercayakan  oleh  pemerintah  dan  seluruh  rakyat  kepa- 
lanya.  Dan  keadaan  seperti  ini  merupakan  bahaya  yang  mengancam  kesatuan 
lan  persatuan  kehidupan  bernegara  bangsa.  Oleh  karena  itu  Presiden  Soe- 
larno  pada  tanggal  5  Juli  1959  mengeluarkan  Dekrit  Presiden  yang  isinya  me- 
fBtapkan  pembubaran  Konstituante,  berlaku  kembali  UUD  1945  dan  tidak 
e^rlakunya  UUDS  1950,  dan  membentuk  MPRS,  DP  AS.  Dekrit  ini  mendapat 

Jkungan  sepenuhnya  dari  PNI  dan  Angkatan  Darat  serta  diterima  oleh 

mua  golongan  masyarakat  di  seluruh  wilayah  tanah  air. 

^^Mimbar  Indonesia,  11  Maret  1959,  hal.  8,  9.  31. 
"A.M.W.  Pranarka,  op.  cit.,  hal.  134. 
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Dekrit  Presiden  ini  merupakan  kebijaksanaan  pemerintah  untuk  mengatasi 
kemelut  dan  bersifat  mengantar  kehidupan  ketatanegaraan  RI  untuk  ditata 
sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  yang  ada  di  dalam  UUD  1945.  Bersamaan 
dengan  itu  maka  ideologi  Pancasila  sebagai  yang  tercantum  di  dalam  Pem- 
bukaan  UUD  1945  berlaku  kembali.  Dan  mulai  saat  itu  pula  persaingan/ 
pertentangan  ideologi  golongan  menjadi  semakin  tajam  dan  sangat  memba- 
hayakan  kelangsungan  hidup  negara  bangsa  Indonesia. 


Periode  Kelima 

Apabila  di  Periode  Keempat  terjadi  pertentangan-pertentangan  ideologis 
yang  tajam  untuk  merebut  kedudukan  menjadi  ideologi  negara,  maka  pada 
Periode  Kelima  ini  Pancasila  sebagai  dasar  dan  ideologi  negara  hanya  menjadi 
semboyan  kosong  yang  diucapkan  di  dalam  pidato-pidato  pejabat  pemerin- 
tah, pimpinan  partai  politik,  dan  para  pemimpin  organisasi  massa  yang  ber- 
afiliasi  pada  satu  kekuatan  sosial-politik  tertentu.  Kedudukan  Pancasila  se- 
bagai dasar  dan  ideologi  negara  pada  masa  itu  ingin  digantikan  secara  sis- 
tematis  melalui  tata  cara  yang  dipaksakan  agar  sesuai  dengan  ketentuan  UUD 
1945. 

Usaha  menggeser  kedudukan  Pancasila  sebagai  dasar  dan  ideologi  negara 
dimulai  dengan  indoktrinasi  Manipol-Usdek.  Manipol  (Manifesto^  Politik) 
merupakan  intisari  dari  pidato  kenegaraan  Presiden  Soekarno  17  Agustus 
1959  yang  berjudul  "Penemuan  Kembali  Revolusi  Kita."  Sedangkan  Usdek 
merupakan  lima  kebijaksanaan  yang  tercantum  di  dalam  Manipol,  yaitu 
Undang-Undang  Dasar  1945;  Sosialisme  Indonesia;  Demokrasi  Terpimpin; 
Ekonomi  Terpimpin;  dan  Kepribadian  Indonesia.  Manifesto  Politik  ini  oleh 
Dewan  Pertimbangan  Agung  Sementara  dinyatakan  sebagai  Garis-garis  Besar 
Haluan  Negara  (GBHN).  Pernyataan  DPAS  ini  kemudian  dikuatkan  oleh 
MPRS  melalui  ketetapan  No.  I/MPRS/1960  tentang  Garis-garis  Besar  Haluan 
Negara.  Dari  sini  mulai  terlihat  bahwa  UUD  1945  diselewengkan  oleh  Lem- 
baga  Tinggi  dan  Lembaga  Tertinggi  negara.  Namun  tata  cara  ini  dibenarkan 
dalam  sistem  Demokrasi  Terpimpin. 

Persaingan  dan  pertentangan  ideologis  terus  berlangsung  di  antara  partai- 
partai  politik  bersama  dengan  organisasi  massa  pendukungnya.  Oleh  karena 
itu  pemerintah  tanggal  31  Desember  1959  mengeluarkan  satu  ketentuan  ten- 
tang sistem  kepartaian.  Ketentuan-ketentuan  itu  antara  lain:^°  (1)  harus  me- 
nerima  dan  membela  Konstitusi  dan  Pancasila;  (2)  menggunakan  cara-cara 
damai  dan  demokrasi  untuk  mewujudkan  cita-cita  politik;  (3)  menerima  ban- 


2°Muskcns,  Sejarah  Gereja  Kainolik  Indonesia,  jilid  IV,  1973,  hal.  416. 
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tuan  dari  luar  negeri  hanya  seizin  pemerintah;  (4)  presiden  berhak  menyelidiki 
;  administrasi  dan  keuangan  partai;  (5)  presiden  berhak  membubarkan  partai 

politik.  Berlandaskan  pada  ketentuan  ini  maka  pada  bulan  Agustus  1960 
;  Masyumi  dan  PSI  dibubarkan  dan  dinyatakan  sebagai  partai  terlarang. 

Bersamaan  dengan  pengaturan  kehidupan  partai  politik  ini  tanggal  31  De- 
isember  1959  keluar  Peraturan  Presiden  No.  13  tahun  1959  tentang  Front  Na- 
isional.  Lembaga  ini  merupakan  wadah  kesatuan  dan  persatuan  dari  semua 
Ikekuatan  bangsa.  Melalui  lerhbaga  ini  Presiden  Soekarno  mulai  mengem- 
Ibangkan  pemikirannya  tentang  usaha  mempersatukan  semua  kekuatan  sosial- 
]  politik  yang  berorientasi  pada  ideologinya  masing-masing  dalam  satu  ikatan 
Ikerja  sama.  Hasil  usahanya  ini  terwujud  dalam  rumusan  Nasakom  (Na- 
isionalisme,  Agama,  Komunisme). 

Lahirnya  konsepsi  Nasakom  ini  menunjukkan  bahwa  kekuatan  sosial 
[politik  di  Indonesia  terletak  dalam  tiga  tangan,  yaitu  tangan  golongan  Na- 
<^ionalis,  golongan  Agama,  .dan  golongan  Komunis.  Ketiga  golongan  ini  me- 
rmiliki  ideologi  perjuangannya  masing-masing  sehingga  kedudukan  Pancasila 
ssebagai  ideologi  nasional  menjadi  rapuh.  Presiden  Soekarno  melalui  Demo- 
Ikrasi  Terpimpinnya  mencoba  untuk  mempersatukan  ketiga  golongan  itu.  Tim- 
\\bu\  yargon-yargon  tentang  "Nasakom  bersatu,"  yang  kemudian  berubah 
rmenjadi  "Nasakom  jiwaku."  Dengan  demikian  norma-norma  kehidupan 
tbangsa  Indonesia  tidak  lagi  berpedoman  pada  Pancasila  tetapi  pada  Nasa- 
\kom.  Golongan  masyarakat  yang  tidak  menerima  Nasakom  dicap  anti-revo- 
llusi  dan  harus  disingkirkan.  Nasakomisasi  aparatur  pemerintahan  dan  se- 
rmua  Lembaga  Tinggi  dan  Tertinggi  Negara  dilaksanakan  secara  sistematis. 
^Setelah  proses  itu  berjalan  D.N.  Aidit  sebagai  Ketua  CC-PKI  pernah  menge- 
^mukakan  statement-nya  yang  mengatakan  bahwa  "Pancasila  hanya  sekedar 
■alat  pemersatu  belaka  dan  jika  persatuan  telah  tercapai  dalam  bentuk  persa- 
tuan tiga  golongan  (nasionalis,  agama,  dan  komunis)  maka  Pancasila  tidak 
akan  diperlukan  lagi."^'  Usaha  untuk  menggantikan  Pancasila  ini  mencapai 
klimaksnya  pada  saat  meletusnya  Peristiwa  Gerakan  30  September  1965  yang 
:didalangi  oleh  Partai  Komunis  Indonesia  (PKI). 

Reaksi  terhadap  G-30-S/PKI  ini  mendorong  timbulnya  pemerintahan 
I  Orde  Baru  yang  bertekad  melaksanakan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar 
11945  secara  murni  dan  konsekuen.  Tekad  ini  berlandaskan  pada  keyakinan 
PPemerintah  Orde  Baru  bahwa  hanya  dengan  Pancasila  dan  UUD  1945  bangsa 
I'Indonesia  dapat  tumbuh  dan  berkembang  serta  dapat  melaksanakan  pem 
-bangunan  nasional  secara  bertahap  menuju  tercapainya  cita-cita  bangsa  se- 


Komando  Operasi  Pemulihan  Keamanan  dan  Kclertiban,  Gerakan  30  September  Partai 
Xomunis  Indonesia  (G-30-S/PKI)  (Jakarta,  1978),  hal.  46-47. 
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perti  yang  tercantum  dalam  Pembukaan  UUD  1945.  Untuk  itu  dilakukanlah 
usaha  untuk  menemukan  kembali  Pancasila  yang  benar  dan  meluruskan  pe- 
laksanaan  UUD  1945.  Usaha  itu  dimulai  dengan  pembubaran  PKI  oleh  Jen- 
deral  TNI  Soeharto  pada  tanggal  12  Maret  1966  dalam  kedudukannya  sebagai 
pemegang  Surat  Perintah  Sebelas  Maret  (Supersemar).  Langkah  berikutnya 
adalah  konsolidasi  pemerintahan  dan  memurnikan  pelaksanaan  UUD  1945 
dan  Pancasila. 

Usaha  untuk  menemukan  kembali  Pancasila  yang  benar  dilakukan  melalui 
simposium  di  Universitas  Indonesia  dengan  tema  "Kebangkitan  Semangat 
'66,  Menjelajah  Tracee  Baru."  tanggal  6-9  Mei  1966.  Kesimpulan  dari  sim- 
posium itu  di  bidang  ideologi  diturunkan  dengan  judul  "Kembali  ke  Rel  Pan- 
casila Sejati,"^^  yang  antara  lain  menegaskan  bahwa: 

"Ketidakjelasan  Pancasila  akhir-akhir  ini  memungkinkan  dipaksanya  Pancasila  sesuai  de- 
ngan ide  atau  jalan  pikiran  yang  ternyata  tidak  serasi  dengan  Pancasila  sendiri.  Maka  di- 
mungkinkannyalah  proses  penyelubungan  dan  pengaburan  terhadap  makna  Pancasila  oleh 
berbagai  neologisme,  'semantic  overgrowth,'  kekacauan-makna  dan  logika  pura-puraan 
(pseudo-logika)  lainnya.  Dan  inilah  menjadi  salah  satu  sumber  daripada  penyelewengan- 
penyelewengan  terhadap  Pancasila.  ...  Simposium  merasa  bahwa  pemurnian  Pancasila  dari 
segala  tafsiran  tambahan  adalah  perlu,  dan  perlulah  ditiadakan  segala  ide  dan  jalan-jalan 
pikiran  yang  sampai  saat  ini  memungkinkan  penyelewengan  dari  rel  Pancasila  sejaii.  Tracee 
baru  adalah  mengembalikan  Pancasila  pada  maknanya  yang  murni  tanpa  tafsiran  tambahan 
dan  Iain-Iain.  Untuk  memungkinkan  ini  maka  simposium  mengusulkan  agar  pembahasan 
dan  pembandingan  pendapat  tentang  Pancasila  dilanjutkan,  untuk  ditingkatkan  pada  pem- 
bahasan pelaksanaan  Pancasila  sebagai  falsafah  Negara  Republik  Indonesia." 

Sedangkan  tekad  untuk  melaksanakan  UUD  1945  secara  murni  dan 
konsekuen  terlihat  di  dalam  Ketetapan  No.  XX/MPRS/1966  tentang  Memo- 
randum DPR-GR  mengenai  Sumber  Tertib  Hukum  Republik  Indonesia.  Di 
dalam  Memorandum  itu  ditetapkan  bahwa  Pembukaan  UUD  1945,  Pancasila^ 
dan  Proklamasi  Kemerdekaan  17  Agustus  1945  merupakan  rangkaian  kesa- 
tuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan,  dan  tidak  dapat  diubah  oleh  siapa  pun  ter- 
masuk  oleh  MPR  hasil  pemilihan  umum.  Selanjutnya  dalam  pidato  kenega- 
raan  tahun  1967,  Pejabat  Presiden  Jenderal  TNI  Soeharto  antara  lain  menga- 
takan  bahwa  "mempertahankan,  memurnikan  wujud  dan  memurnikan  pe- 
laksanaan Pancasila  dan  UUD  1945  itulah  fungsi  dan  tujuan  Orde  Baru." 
Dengan  penegasan  ini  terlihat  bahwa  pimpinan  pemerintahan  Orde  Baru  yakin 
bahwa  hanya  dengan  Pancasila  sebagai  ideologi  kebangsaan  yang  menjadi 
pedoman  perjuangan  bangsa  Indonesia  dapat  mencapai  cita-citanya. 

BerdasarKan  pada  keyakinan  itu  maka  selama  pemerintahan  Orde  Baru  ini 
terlihat  usaha-usaha  yang  sistematis  dan  konstitusional  untuk  memaniapkan 


^Ali  Moertopo,  Siraiegi  Polilik  Nasiorial  {Jakana:  CSIS,  1974),  hal.  17. 
^^Simposium  UI,  Kebangkitan  Semangal  '66:  Menjelajah  Tracee  Baru,  (Jakarta,  1966). 


MEMANTAPKAN  PANCASILA 


747 


kedudukan  Pancasila  sebagai  dasar  negara  dan  ideologi  kebangsaan  kita.  Ke- 
nyataan  ini  dapat  dilihat  secara  kronologis  sebagai  berikut.  Tahun  1966  me- 
lalui  Tap  No.  XX/MPRS/1966,  MPRS  telah  mempertegas  status  Pancasila 
sebagai  sumber  hukum  negara.  Tahun  1973  melalui  Tap  No.  IV/MPR/1973 
tentang  GBHN,  MPR  menegaskan  tentang  hubungan  antara  Pancasila  dan 
Pembangunan  Nasional.  Tahun  1978  melalui  Tap  No.  II/MPR/1978  tentang 
Pedoman'Penghayatan  dan  Pengamalan  Pancasila  (Eka  Prasetia  Pancakarsa), 
MPR  menegaskan  bahwa  Pancasila  sebagai  nilai  kebudayaan  bangsa  harus 
dihayati  oleh  semua  warga  negara  Indonesia.  Dengan  cara  Pancasila  sebagai 
ideologi  kebangsaan  dijabarkan  melalui  penataran-penataran  dan  Pendidikan 
Moral  Pancasila  di  sekolah-sekolah.  Selanjutnya  pada  tahun  1983  melalui 
Tap  No.  II/MPR/1983  tentang  GBHN  ditegaskan  dua  hal  utama,  yaitu: 

(1)  Partai  Politik  dan  Golongan  Karya  harus  benar-benar  menjadi  kekuatan 
sosial-politik  yang  hanya  berasaskan  Pancasila  sebagai  satu-satunya  asas;  dan 

(2)  pembangunan  nasional  sebagai  pengamalan  Pancasila.  Perintah  GBHN  ini 
telah  terwujud  di  dalam  dua  buah  undang-undang,  yaitu  UU  No.  3  tahun  1985 
tentang  Partai  Politik  dan  Golongan  Karya,  dan  UU  No.  8  tahun  1985  tentang 
Organisasi  Kemasyarakatan.  Di  dalam  kedua  UU  itu  terdapat  ketentuan  me- 
ngenai  asas  yang  m^netapkan  bahwa  semua  organisasi  kekuatan  sosial  politik 
(PPP,  Golkar,  dan  PDI)  hanya  memakai  Pancasila  sebagai  satu-satunya  asas 
dan  semua  asas  sebagai  ciri  golongan  yang  dipakai  sebelumnya  tidak  dibenar- 
kan  untuk  dipergunakan  lagi.  Ketentuan  tentang  asas  ini  juga  berlaku  bagi 
semua  organisasi  sosial-kemasyarakatan.  Di  samping  itu  agar  kedudukan 
UUD  1945  tidak  boleh  diganggu-gugat  lagi,  meskipun  pasal  37  UUD  1945 
membenarkan  untuk  melakukan  perubahan  UUD  1945  telah  ditetapkan  UU 
No  5  tahun  1985  tentang  Referendum.  Di  dalam  UU  ini  dikatakan  bahwa 
apabila  ada  keinginan  dari  anggota/golongan  masyarakat  bangsa  Indonesia 
untuk  melakukan  perubahan  terhadap  UUD  1945  maka  pendapat  rakyat 
harus  ditanyakan  terlebih  dahulu.  Semua  ini  menunjukkan  kemauan  dan 
tekad  yang  sungguh-sungguh  dari  pemerintah  untuk  memantapkan  Pancasila 
dan  UUD  1945. 


1 PENUTUP 

Setelah  kita  menelusuri  proses  yang  telah  dilalui  oleh  bangsa  Indonesia  un- 
!  tuk  memantapkan  Pancasila  sebagai  ideologi  negaranya  terlihat  bahwa  ke- 
rhadiran  Pancasila  sebagai  dasar  dan  ideologi  negai;a  Republik  Indonesia 
tbukan  tanpa  tantangan  dan  hambatan.  Dalam  proses  perjalanannya  Pancasila 
^sebagai  ideologi  negara  harus  menghadapi  tantangan  dari  ideologi  lainnya, 
•seperti  ideologi  keagamaan  dan  ideologi  sekular  lainnya  yang  sama-sama  ber- 
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ikhtiar  untuk  menjadi  ideologi  negara  Republik  Indonesia.  Menghadapi  tan- 
tangan  ini  ideologi  Pancasila  selalu  keluar  sebagai  pemenang.  Hal  ini  merupa- 
kan  bukti  bahwa  seluruh  warga  negara  bangsa  Indonesia  telah  menerima  Pan- 
casila sebagai  milik  bersama  dan  oleh  karena  itu  timbul  tekad  untuk  tetap 
mempertahankan  kelestariannya  serta  semakin  memantapkan  kedudukannya 
sebagai  ideologi  negara. 

Masalahnya  kini  dan  selanjutnya  adalah  bagaimana  kita  sebagai  bangsa 
Indonesia  mengoperasibnalisasikan  nilai-nilai  Pancasila  ini  dalam  sikap  dan 
perilaku  hidup  kita  sehari-hari,  Kita  perlu  menjawab  pertanyaan  ini.  Apabila 
tidak  nilai-nilai  Pancasila  itu  hanya  tinggal  sebagai  semboyan/slogan  yang 
diucapkan  dalam  pidato-pidato  yang  tidak  pernah  terwujud  secara  nyata  di 
dalam  sikap  dan  perilaku  hidup  sehari-hari.  Pancasila  bukan  hanya  sekedar 
untuk  diteriak-teriakkan  tetapi  harus  dibuktikan  di  dalam  kerja  nyata.  Bila 
demikian  haln-ya  maka  pada  saatnya  nanti  bangsa  Indonesia  akan  mampu 
merumuskan  refleksi  ideologi  Pancasila  ini  ke  dalam  setiap  bidang  kehidupan 
kemasyarakatannya. 


Pembangunan  Ideologi  Selama 
Orde  Baru:  Problem  dan  Prospeknya 

M.pJADUbNO* 


PENDAHULUAN 

Salah  satu  hal  yang  tzimpak  secara  jelas  dan  menonjol  dalam  masa  Orde 
Baru  ini  adalah  terjadi  dan  dilakukannya  pembangunan  ideologi.  Oleh  karena 
titu  kiranya  ada  baiknya  apabila  masalah  pembangunan  ideologi  selama  Orde 
Baru  itu  diperhatikan,  terutama  mengenai  aspek-aspek  yang  berkenaan  de- 
ifigan  bagaimana  proses  pembangunan  ideologi  itu  terjadi  dan  dilakukan. 

Di  dalam  membahas  masalah  pembangunan  ideologi  selama  Orde  Baru  itu 
oaling  kurang  ada  tiga  hal  yang  perlu  dicatat.  Pertama,  bahwa  Orde  Baru 
oukanlah  orde  yang  berdiri  sendiri.  la  memiliki  latar  belakang  sejarahnya 
llalam  arti  memiliki  dimensi  masa  lalu  dan  masa  depan.  Orde  Baru  memiliki 
iimensi  "past  and  future."  Kedua,  bahwa  bangkit  dan  berkembangnya  Orde 
Baru  itu  tidak  dapat  dilepaskan  dari  peranan  "eksponen-eksponennya,"  ter- 
Jtama  Jenderal  TNI  Soeharto  Ketiga,  akhir-akhir  ini  ada  sementara  pendapat 
yang  menyimpulkan  bahwa  pembangunan  ideologi  yang  dilakukan  oleh  Orde 
Qaru  selama  ini,  pada  saat  sekarang  sudah  mencapai  titik  puncak  ketuntasan- 
lya  dengan  telah  ditetapkannya  Pancasila  sebagai  satu-satunya  asas  bagi  kehi- 
ilupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara. 

Berdasarkan  pokok-pokok  pikiran  tersebut  di  atas  tulisan  ini  akan  mem- 
bahas hal-hal  yang  berkenaan  dengan:  (I)  arti  pentingnya  ideologi  bagi  suatu 
5 oangsa  dan  negara;  (2)  problem  ideologi  pada  masa-masa  sebelum  Orde  Baru; 
33)  peranan  Orde  Baru  dalam  pembangunan  ideologi;  (4)  tahap-tahap  pemba- 
-igunan  ideologi  nasional  Pancasila;  (5)  prospek  kehidupan  ideologi  nasional 
'  li  masa  mendatang;  (6)  catatan  penutup. 


*Staf  CSIS. 
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ARTI  PENTING  IDEOLOGI  BAGI  SUATU  BANGSA  DAN  NEG^RA 

Agar  uraian  mengenai  pembangunan  ideologi  selama  Orde  Baru  itu  dapat 
lebih  jelas  dipahami,  dalam  tulisan  ini  akan  dikemukakan  pula  arti  penting 
ideologi  bagi  suatu  bangsa  dan  negara. 

Ideologi  pada  mulanya  diartikan  sebagai  "science  of  ideas."  Pengertian 
itu  kemudian  berkembang  karena  pengaruh  Karl  Marx  di  Eropa  Barat.  Marx 
mengartikan  ideologi  sebagai  "pandangan  hidup  yang  dikembangkan  ber- 
dasarkan  kepentingan  golongan  atau  kelas  sosial  tertentu  dalam  bidang  politik 
atau  sosial.  Dalam  arti  ini  ideologi  diartikan  sebagai  Uberbau  atau  bangunan 
atas,  yang  didirikan  di  atas  basis  ekonomis  yang  menentukan  coraknya;  dan 
karena  itu  ideologi  mencerminkan  pola  ekonomis  tertentu  yang  oleh  karena- 
nya  kadar  kebenarannya  relatif,  dan  semata-mata  hanya  benar  untuk  go- 
longan tertentu."^ 

Pendapat  lain  menyatakan  bahwa  ideologi  adalah  keseluruhan  sistem  idea 
yang  secara  normatif  memberikan  persepsi,  landasan  serta  pedoman  tingkah 
laku  bagi  seseorang  atau  masyarakat  dalam  seluruh  kehidupannya  dalam  men- 
capai  tujuan  yang  dicita-citakan.^ 

Dalam  perkembangannya  sampai  saat  ini,  ideologi  paling  kurang  mem- 
punyai  tiga  pengertian:  (1)  sebagai  "Weltanschauung"  atau  "science  of 
ideas,"  yaitu  pengetahuan  yang  mengandung  pemikiran-pemikiran  dan  cita- 
cita  besar,  mengenai  sejarah,  manusia,  masyarakat  dan  negara;  (2)  sebagai 
pemikiran  yang  tidak  memperhatikan  kebenaran  internal  dan  kenyataan  em- 
piris,  ditujukan  dan  tumbuh  berdasarkan  pertimbangan  kepentingan;  (3)  se- 
bagai suatu  "belief  system  ~  sistem  nilai"  dan  karenanya  berbeda  dengan  il- 
mu,  filsafat  ataupun  theologi  yang  secara  formal  merupakan  "knowledge 
system  ~  sistem  ilmu  pengetahuan."  Dalam  kaitannya  dengan  manusia, 
bangsa  dan  negara,  ideologi  diartikan  sebagai  suatu  kesatuan  gagasan-gagasan 
dasar  yang  sistematis  dan  menyeluruh  tentang  manusia  dan  kehidupannya, 
baik  individual  maupun  sosial,  termasuk  kehidupan  negara.^ 

Karena  yang  menjadi  pokok  pembahasan  tulisan  ini  adalah  pembangunan 
ideologi  nasional,  maka  perlu  kiranya  dikemukakan  arti  ideologi  nasional  itu 
sendiri.  Ideologi  nasional  adalah  cita-cita  atau  keinginan  suatu  bangsa  untuk 


'Lihat  Ensiklopedi  Politik.  Pembangunan,  Pancasila  (Jakarta:  Yayasan  Cipta  Loka  Caraka, 
CLC,  1983),  Jilid  2,  hal.  122. 

^Lihat  Kelompok  Studi  Pancasila  Universitas  Katolik  Parahyangan  Bandung,  Ideologi  Pan- 
casila Adalah  Ideologi  Negara  dan  Bangsa  Indonesia,  Bandung,  1983,  hal.  9-10. 

^Lihat  Kird"  Dipoyudo,  Pancasila  Arti  dan  Pelaksanaannya,  Jakarta,  CSIS,  1979,  hal.  9. 
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memperoleh  kemajuan  dan  perbaikan  di  segala  bidang  demi  mencapai  kese- 
jahteraan  bangsa  dalam  arti  yang  seluas-luasnya.  Ideologi  nasional  secara 
jelas  merupakan  pengejawantahan  semangat  kebangsaan,  cara  dan  pedoman 
untuk  mencapai  cita-cita,  dasar-dasar  guna  peningkatan  usaha  untuk  men- 
capai peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  serta  pedoman  hidup  dari 
bangsa  yang  bersangkutan,  yang  harus  dilaksanakan  dalam  praktek  kehi- 
dupan  sehari-hari."* 

Selanjutnya  untuk  dapat  mengetahui  perlunya  ideologi  bagi  suatu  bangsa 
dalam  hidup  bernegara,  terlebih  dahulu  perlu  dijelaskan  fungsi  ideologi  itu 
sendiri.  Dalam  kaitannya  dengan  hidup  suatu  bangsa  yang  bernegara,  ideologi 
berfungsi  sebagai:  dasar  dan  kerangka  bagi  kehidupan  bersama;  juga  sebagai 
pemberi  arah  dan  tujuan  bagi  pengharapan,  pemikiran  dan  kegiatan  bersama 
dari  semua  unsur  yang  ada  dalam  masyarakat  suatu  negara.^  Oleh  karenanya, 
negara  sebagai  suatu  bentuk  organisasi  kemasyarakatan  dan  bersifat  nasional 
hanya  akan  dapat  dikemudikan  secara  terarah  dan  efisien  apabila  ada  gam- 
baran  yang  jelas  mengenai  hakikat,  tujuan,  dasar  dan  susunannya.^  Dengan 
melihat  fungsi  ideologi  seperti  terurai  di  depan  dapatlah  dikatakan  bahwa 
gambaran  mengenai  hakikat,  tujuan,  dasar  dan  susunan  suatu  negara  itu  ter- 
kristalisasikan  dalam  bentuk  ideologi,  dan  ideologi  itu  adalah  yang  bersifat 
nasional.  Dengan  demikian  ideologi  nasional  sangat  penting  artinya  bagi  ke- 
hidupan suatu  bangsa  dalam  hidup  bernegara,  maupun  bermasyarakat.  Tanpa 
ideologi  nasional,  kehidupan  bangsa  yang  bersangkutan  akan  terombang- 
ambing.  Sebaliknya,  dengan  ideologi  nasional,  bangsa  yang  bersangkutan 
akan  kukuh  kuat  karena  memiliki  tujuan  yang  jelas.  Selanjutnya  tujuan  yang 
jelas  itu  harus  bersumber  pada  pandangan  hidupnya  sendiri,  kepribadiannya 
sendiri  oleh  karena  tidak  akan  ada  satu  model  pembangunan  pun  yang 
mungkin  telah  berhasil  memecahkan  masalah-masalah  di  dalam  negerinya 
dapat  cocok  diterapkan  untuk  masyarakat  lain.^ 


■^Lihat  pendapat  Hardi  SH  dalam  Harsja  W.  Bachtiar  (ed.),  Percakapan  dengan  Sidney 
Hook:  Etika,  Ideologi  Nasional.  Marxisme  dan  Eksistensialisme  (Jakarta:  Djambatan,  1976), 
hal.  72. 

'Lihat  T.B.  Simatupang,  "Ideologi-ideologi  Besar  di  Dunia  di  Masa  Datang  dan  Kemung- 
kinan  Pengaruhnya  terhadap  Pengamanan  Pancasila,"  artikei  dalam  majalah  Ketahanan  Na- 
sional (diterbitkan  oleh  Lemhannas),  Tahun  VIII,  No.  25,  1979,  hal.  81-82. 

'Kirdi  Dipoyudo,  op.  cit.,  hal.  9. 

■'Lihat  Rapiuddin  Hamarung,  "Pembaharuan  Sistem  dan  Struktur  Poiitik  di  Indonesia,"  ma- 
jalah Ketahanan  Nasional.  Tahun  IX,  No.  26,  1980,  hal.  88.  Lihat  pula  Pidato  Kenegaraan  Pe- 
jabat  Presiden  Republik  Indonesia  Jenderal  Soeharto  di  depan  sidang  DPR-GR  tanggal  16 
Agustus  1967;  Pidato  Presiden  Soeharto  pada  Dies  Natalis  Universitas  Indonesia  yang  ke-25  tahun 
1975. 
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PROBLEM  IDEOLOGI  SEBELUM  MASA  ORDE  BARU 


Dalam  usaha  mencari  gambaran  yang  lebih  jelas  mengenai  kehidupan 
ideologi  nasional  sebelum  masa  Orde  Baru,  tulisan  ini  akan  melihat  dua  pe- 
riode  sistem  politik  di  Indonesia,  yakni  sistem  politik  Demokrasi  Liberal  dan 
sistem  Politik  Demokrasi  Terpimpin.  Kedua  periode  tersebut  perlu'ditelaah 
oleh  karena  kehidupan  ideologi  nasional  yang  kacau  pada  masa  Demokrasi 
Terpimpin  itu  sedikit  banyaknya  merupakan  resonansi  dari  kekacauan  yang 
terjadi  pada  masa  sebelumnya,  yakni  periode  sistem  politik  Demokrasi 
Liberal.  Di  samping  itu  juga  penting  diketahui  sebagai  latar  belakang  tim- 
bulnya  sistem  politik  Demokrasi  Pancasila. 


Ketika  di  Indonesia  diterapkan  sistem  politik  Demokrasi  Liberal,  kehi- 
dupan ideologi  nasional-Pancasila  mengalami  kekacauan  oleh  karena  adanya 
perdebatan  dalam  lembaga  Konstituante  maupun  dalam  masyarakat  luas,  se- 
bagai akibat  dianutnya  berbagai  ideologi  di  luar  Pancasila  oleh  kekuatan-ke- 
kuatan  sosial  politik  ketika  itu.  Pada  masa  Demokrasi  Liberal  ini  dapat  dise- 
but  paling  kurang  ada  3  (tiga)  buah  ideologi  yang  dianut  oleh  partai-partai  po- 
litik di  masa  itu,  masing-masing  adalah:  (1)  ideologi  Keagamaan  yang  dianut 
oleh  partai-partai:  Masyumi,  PSII,  NU,  Perti,  Parkindo,  Partai  Katolik; 
(2)  ideologi  Kebangsaan  yang  dianut  oleh  partai-partai:  Partai  Nasional  In- 
donesia (PNI),  Partai  Indonesia  Raya  (Parindra),  Persatuan  Indonesia  Raya 
(PIR),  Partai  Rakyat  Indonesia  (PRI),  Partai  Demokrasi  Rakyat  (Banteng), 
Partai  Rakyat  Nasional  (PRN),  Partai  Wanita  Rakyat  (PWR),  Partai  Ke- 
bangsaan Indonesia  (Parki),  Partai  Kedaulatan  Rakyat  (PKR),  Serikat  Ke- 
rakyatan  Indonesia  (SKI),  Ikatan  Nasional  Indonesia  (INI),  Partai  Rakyat 
Jelata  (PRD),  Partai  Tani  Indonesia  (PTI),  Wanita  Demokrat  Indonesia 
(WDI);  (3)  ideologi  Marxisme  yang  dianut  oleh  partai-partai:  Partai  Komunis 
Indonesia  (PKI),  Partai  Sosialis  Indonesia  (PSI),  Partai  Murba,  Partai  Buruh, 
Persatuan  Rakyat  Marhaen  Indonesia  (Permai),^ 


Adanya  ideologi  partai-partai  seperti  itu  menyebabkan  kehidupan  ideologi 
nasional  Pancasila  mengalami  kekacauan.  Hal  itu  disebabkan  karena  masing- 
masing  berjuang  untuk  mewujudkan  keinginan  agar  ideologi  golongannya  itu 
diterapkan  menjadi  ideologi  negara.  Di  samping  itu,  tiap-tiap  partai  juga  ber- 
juang untuk  menguasai  pemerintahan  dalam  rangka  melaksanakan  ideologi 
golongannya  sendiri.  Dalam  suasana  seperti  itu  timbul  inner  power  struggle 
yang  terus-menerus.  Hal  itu  antara  lain  tercermin  dalam  peristiwa-peristiwa 
seperti  berikut:  (1)  pemerintahan  tidak  mampu  bertahan  sampai  batas  waktu 


^Lihat  Kementerian  Pencrangan  RI,  Kepartaian  di  Indonesia,  1951,  hal.  7.  Lihat  pula  Ke- 
menterian  Pencrangan  RI,  Almanak  Lembaga-lembaga  Negara  dan  Kepartaian,  1961,  hal.  435 
dan  439. 
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yang  wajar.  Dalam  suasana  seperti  itu,  pemerintahan  paling  lama  hanya 
mampu  bertahan  selama  8  bulan;^  (2)  ketika  Konstituante  memasuki  tahap 
pembahasan  mengenai  dasar  apa  yang  akan  dijadikan  sebagai  dasar  negara 
Republik  Indonesia,  berbagai  golongan  berjuang  untuk  menggoalkan  ideo- 
loginya  sendiri  menjadi  dasar  negara.  Hal  itu  dapat  dilihat  dari  pernyataan- 
pernyataan  mereka  dalam  perdebatan  di  dalam  persidangan. 

Di  dalam  memperdebatkan  soal  dasar  negara  yang  dikehendaki  untuk 
Republik  Indonesia  pada  sidang-sidang  Konstituante  antara  tahun  1956-1957 
dapat  diketahui  ada  tiga  ideologi  yang  diperjuangkan,  masing-masing  adalah: 
ideologi  Keagamaan  (Islam),  ideologi  Sosial-Ekonomi  (Sosialisme),  dan  tetap 
Pancasila.  ^ ' 

Golongan-golongan  yang  menghendaki  Islam  sebagai  dasar  negara  Re- 
publik Indonesia  adalah  partai-partai  yang  berdasarkan  ideologi  Keagamaan 
(Islam),  masing-masing  adalah:  Masyumi,  NU,  PSII,  Perti.  Mereka  yang 
menghendaki  Islam  sebagai  dasar  negara  itu  menolak  Sosialisme  dan  Panca- 
sila sebagai  dasar  negara.  Sementara  itu,  golongan-golongan  yang  meng- 
hendaki Sosial-Ekonomi  (Sosialisme)  sebagai  dasar  negara  adalah  PSI  dan 
Murba.  Mereka  ini  menolak  Pancasila  dan  Islam  sebagai  dasar  negara.  PKI 
yang  berideologi  Marxis  mengambil  taktik  untuk  tidak  memperjuangkan 
ideologinya  sebagai  dasar  negara,  tetapi  "mendukung"  Pancasila  sebagai 
dasar  negara. 

Sedangkan  golongan-golongan  yang  menghendaki  Pancasila  tetap  diper- 
tahankan  sebagai  dasar  negara  adalah:  PNI,  Parkindo,  Partai  Katolik,  PKI 
dan  partai-partai  kecil  yang  berideologi  kebangsaan  lainnya.  Dalam  sidang- 
sidang  selanjutnya  ternyata  tidak  terdapat  persesuaian  pendapat  mengenai  apa 
yang  akan  dijadikan/ditetapkan  sebagai  dasar  negara.  Suasana  menjadi  kalut 
karena  sebagian  besar  anggota  Konstituante  tidak  mau  lagi  menghadiri  per- 
sidangan. Pihak  penguasa  waktu  itu  mengambil  inisiatif  untuk  mengupayakan 
jalan  ke  luar  melalui  suatu  Dekrit  Kembali  ke  UUD  1945. 

Untuk  sementara  waktu,  dan  untuk  kepentingan  politik  sesaat,  usaha  pe- 
nyelesaian  yang  dilakukan  oleh  almarhum  Presiden  Soekarno  ketika  itu  dapat 

'M.  Rusli  Karim,  Perjalanan  Partai  Politik  di  Indonesia:  Sebuah  Potret  Pasung-Surat  (Ja- 
karta: CV  Rajawali,  1983),  hal.  113.  Mengenai  "inner  power  struggle"  lihat  antara  Iain  Wilopo, 
Zaman  Pemerintahan  Partai-Parlai  dan  Keleinahan-keleinahannya  (Jakarta:  Yayasan  Idayu, 
1978). 

"^ihat  Konstituante  Republik  Indonesia,  Risalah  Perundingan,  1956-1957  (13  jiiid).  Lihat 
pula  Wilopo  (ed.),  Tenlang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  dalam  Konstituante  (3  jilid)  (Ban- 
dung: 1958). 

"Konstitusi  Republik  Indonesia,/*/^/,  khususnya  jilid  VII  tahun  1957,  hal. 575-605. 
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memberikan  harapan  baru  bagi  mantapnya  kedudukan  ideologi  nasional 
--  Pancasila.  Namun  beberapa  saat  kemudian,  impian  itu  tidak  muncul.  Yang 
terjadi  justru  sebaliknya.  Pancasila  dan  UUD  1945  mulai  diselewengkan  se- 
cara  berangsur-angsur,  sehingga  akhirnya  hanya  dijadikan  semboyan  kosong 
belaka,  dan  sebagai  gantinya  diisi  dengan  Nasakom.  Demokrasi  yang  seha- 
rusnya  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan/per- 
wakilan  dijadikan  Demokrasi  Terpimpin,  kedaulatan  yang  ada  di  tangan 
rakyat  diganti  dengan  suara  "penyambung  lidah  rakyat,"  Dewan  Perwakilan 
Rakyat  hasil  pemilihan  umum  dibubarkan  oleh  Presiden,  Presiden  diangkat 
untuk  seumur  hidup^^  dan  sebagainya.  Atas  dasar  itu  dapat  dikatakan  bahwa 
Dekrit  5  Juli  1959  hanya  merupakan  penyelesaian /?o//V/A:  legalist ik.  Sementara 
itu  kehidupan  poll  lis  ideologis  yang  kacau  itu  tidak  tersentuh  sama  sekali. 
Peristiwa-peristiwa  yang  terjadi  setelah  Dekrit  justru  memperlihatkan  adanya 
"kompromi-kompromi"  atas  beberapa  ideologi  yang  pada  masa  persidangan 
Konstituante  menunjukkan  pertentangan  secara  tajam.  Hal  itu  tampak  dalam 
konsepsi  Nasakom  (Nasionalis,  Agama,  Komunis)  sebagai  pelaksanaan  Pan- 
casila. 


Di  samping  terjadi  "kompromi-kompromi"  ideologi  yang  memang  sulit 
untuk  dipersatukan,'^  problem  ideologis  pada  masa  setelah  Dekrit  5  Juli  yang 
terkenal  dengan  Demokrasi  Terpimpin  itu  juga  disebabkan  kareua  PKI  yang 
dalam  masa  perdebatan  di  sidang  Konstituante  Republik  Indonesia  "men- 
dukung"  Pancasila  ditetapkan  sebagai  dasar  negara,  ternyata  hanya  merUpa- 
kan  taktik.  Pancasila  hanya  dipandang  sebagai  alat.  Hal  itu  tercermin  dari 
pidato  Ir.  Sakirman  yang  menyatakan  seperti  berikut: 

"Pendeknya  Saudara  Ketua,  Fraksi  Partai  Komunis  Indonesia  yakin  bahwa  Panca  Sila  di- 
dalam  masa  transisi  ini,  yaitu  masa  peralihan  dari  jaman  setengah  kolonial  dan  setengah  feo- 
dal  ke  jaman  nasional,  ke  jaman  kemerdekaan  penuh  di  lapangan  politik  dan  ekonomi  se- 
luruh  Indonesia,  bisa  merupakan  alat  yang  penling  dan  menentukan  dalam  perjuangan  un-^ 
tuk  mencapai  kemakmuran  dan  kebahagiaan  yang  meluas  di  kalangan  rakyat  banyak."'^ 


Problem  ideologi  itu  membawa  serta  permasalahan  mengenai  ketidakje- 
lasan  pelaksanaan  Pancasila  sebagai  dasar  negara  dan  pandangan  hidup 


'^Lihat  Ali  Moertopo,  Stralegi  Politik  Nasional  (Jakarta:  CSIS.  1974V  hai.  7-8. 

'^Ki  Hadjar  Dewantara  pernah  menyatakan  demikian:  "Janganlah  menyatukan  apa  yang 
tidak  dapat  disatukan,  janganlah  menyatukan  apa  yang  tidak  perlu  disatukan,  kesatuan  dalam 
dasar  dan  asas,  dalam  pokok-pokoknya  cukuplah,  bahkan  ttulah  satu-satunya  syarat  untuk  dapat 
menggalang  persatuan  dan  kesatuan  yang  kokoh  dan  abadi."  (lihat  Dr.  A.M.W.  Pranarka, 
"Relevansi  Ajaran-ajaran  Ki  Hadjar  Dewantara  Dewasa  Ini  dan  di  Masa  Mendatang,"  ulasan 
yang  disampaikan  pada  pengukuhan  Konsorsium  LPK  Sarjana  Wiyata  Taman  Siswa  Pcriodc 
1984-1988  di  Pendopo  Majclis  Luhur  Taman  Siswa  Yogyakarta  tanggal  20  Mei  1984).  hal.  7. 

'^Lihat  pidato  Ir.  Sakirman  dalam  Konstituante  Republik  Indonesia.  Risalah  Perundingan. 
tahun  1957.  Jilid  V,  hal.  263  (cetak  miring  dari  penulis). 
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bangsa,  bahkan  tata  urutan  dan  bunyi  rumusan  sila-sila  Pancasila  juga  kacau. 
'Melihat  suasana  kehidupan  ideologi  nasional  yang  kacau-balau  seperti  itu, 
maka  Orde  Baru  bangkit  dengan  konsepsi  dasar  dan  tekad  seperti  berikut: 
1(1)  bertekad  untuk  melaksanakan  Pancasila  dan  UUD  1945  secara  murni  dan 
^konsekuen;  (2)  bertekad  untuk  melaksanakan  pembangunan  nasional  secara 
iterencana.^^ 


FPERANAN  ORDE  BARU  DALAM  PEMBANGUNAN  IDEOLOGI 

Kiranya  tidak  seorang  pun  dapat  memungkiri  bahwa  sejarah  kelahiran  dan 
fperkembangan  Orde  Baru  itu  terkait  erat  dengan  peranan  eksponen-eksponen 
(Orde  Baru,  khususnya  Jenderal  TNI  Soeharto.  Bukti  sejarah  menunjukkan 
tbahwa  dalam  suasana  kehidupan  bangsa  dan  negara  yang  kacau  ketika  itu, 
fPresiden/Pangti  ABRI/Pemimpin  Besar  Revolusi/Mandataris  MPRS  (Soe"- 
likarno),  tanggal  11  Maret  1966  memberikan  Surat  Perintah  kepada  Jenderal 
TTNI  Soeharto  (ketika  itu  masih  berpangkat  Letnan  Jenderal  dan  dalam  ka- 
fpasitasnya  sebagai  Menteri  Panglima  Angkatan  Darat)  untuk  atas  nama  Pre- 
ssiden/Panglima  Tertinggi  ABRI/Pemimpin  Besar  Revolusi:  (1)  mengambil 
ssegala  tindakan  yang  dianggap  perlu,  untuk  terjaminnya  keamanan  dan  ke- 
[tenangan  serta  kestabilan  jalannya  pemerintahan  dan  jalannya  Revolusi,  serta 
rmenjamin  keselamatan  pribadi  dan  kewibawaan  Presiden/Panglima  Ter- 
tinggi/Pemimpin  Besar  Revolusi/Mandataris  MPRS  demi  untuk  keutuhan 
bangsa  dan  negara  Republik  Indonesia,  dan  melaksanakan  dengan  pasti  segala 
aajaran  Pemimpin  Besar  Revolusi;  (2)  mengadakan  koordinasi  pelaksanaan 
perintah  dengan  panglima-panglima  angkatan  lain  dengan  sebaik-baiknya; 
1(3)  supaya  melaporkan  segala  sesuatu  yang  bersangkut-paut  dalam  tugas  dan 
tanggung  jawab  seperti  tersebut  di  atas.^^ 

Sehari  setelah  menerima  Surat  Perintah  itu,  Jenderal  TNI  Soeharto  antara 
lain  mengambil  tindakan-tindakan  seperti  berikut:  (1)  membubarkan  Partai 
'Komunis  Indonesia  termasuk  bagian-bagian  organisasinya  dari  tingkat  pusat 
.sampai  ke  daerah  beserta  semua  organisasi  yang  seasas/berlindung/bernaung 
-di  bawahnya,  dan  menyatakannya  sebagai  organisasi  terlarang  di  seluruh 
■wilayah  kekuasaan  negara  Republik  Indonesia;  (2)  mengamankan  menteri- 
menteri/tokoh-tokoh  yang  terlibat  dalam  G-30-S,  melakukan  petualangan 

- 

"Lihat  A.M.W.  Pranarka,  Sejarah  Perkembangan  Pemikiran  Tefitang  Pancasila  Sebagai 
I  Ideologi,  Dasar  Negara  dan  Sumber  Hukum,  disertasi  untuk  meraih  gelar  doktor  ilmu  hukum  di 
lUniversitas  Katolik  Parahyangan,  Bandung,  1984,  hal.  268. 

'*Lihat  Surat  Perintah  11  Maret  1966  dalam  Surat  Perintah  Presiden/Pangti  ABRI/PBR/ 
Mandataris  MPRS  Tanggal  J I  Maret  J 966  dan  Peraturan-peraluran  Pelaksanaannya.  Kemen- 
erian  Penerangan  Republik  Indonesia,  Penerbitan  Khusus,  No.  406. 
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politik  dan/atau  petualangan  ekonomi,  sebagai  langkah  rintisan  untuk  me- 
nyehatkan  kehidupan  politik,  pemerintahan  dan  ekonomi;  (3)  mengamankan 
terselenggaranya  Sidang  Umum  IV  MPRS,  untuk  menyalurkan  kehendak 
rakyat  secara  konstitusional  dan  untuk  mengembalikan  kehidupan  demokrasi 
Pancasila  secara  sehat  dan  wajar.^^ 

Setelah  Jendera!  TNI  Soeharto  diangkat  sebagai  Pejabat  Presiden  Re- 
publik  Indonesia  berdasarkan  Ketetapan  MPRS  No.  XXXIII/MPRS/1967 
(pasal  4)  tertanggal  12  Maret  1967,  pernyataan  dan  penegasan  yang  pertama- 
tama  dikemtikakan  kepada  rakyat  secara  mendasar  melalui  pidatonya  di 
depan  sidang  DPR-GR  tanggal  16  Agustus  1967  adalah  hal-hal  yang  berke- 
naan  dengan  ideologi  dan  pembangunannya.  Pandangan-pandangan  dan 
penegasan-penegasan  itu  antara  lain  seperti  berikut  ini:  "Mempertahankan, 
memurnikan  wujud  dan  memurnikan  pelaksanaan  Pancasila  dan  UUD  1945 
itulah  fungsi  dan  tujuan  Orde  Baru."^^  Selanjutnya  ditegaskan  pula  bahwa: 

"Sungguh  suatu  tragedi  bagi  Rakyat  dan  Bangsa  Indonesia  yang  pada  tahun  1959  mendu- 
kung  dengan  penuh  harapan-  'dekrit  kembali  kepada  UUD  1945,'  tetapi  ternyata  bahkan 
menjerumuskan  Rakyat  dan  Bangsa  Indonesia,  kepada  penderitaan  lahir  dan  batin,  yang 
mencapai  klimaksnya  dengan  pemberontakan  G-30-S/PKI.  Pancasila  telah  diselewengkan, 
dan  kehilangan  kemurniannya  dengan  dilahirkannya  konsepsi  Nasakom,  yang  mengikutkan 
dan  memasukkan  komunisme  ke  dalam  pelaksanaan  Pancasila  ....  Agama  diselewengkan 
untuk  kepentingan  politik."" 

Mengenai  penyelewengan-penyelewengan  terhadap  Pancasila  ditegaskan 
seperti  berikut  ini: 

"Sila  Perikemanusiaan  yang  adil  dan  beradab  ditinggalkan;  hak-hak  asasi  manusia  hampir- 
hampir  lenyap,  sebab  semuanya  ditentukan  oleh  kemanusiaan  penguasa.  ...  Sila  Kebang- 
saan  dan  persatuan  dalam  prakteknya  luntur,  karena  ada  aliran-aliran  yang  menundukkan 
diri  kepada  ideologi  lain.  ...  Sila  Kedaulatan  Rakyat  menjadi  kabur;  yang  ada  adalah  'ke- 
daulatan'  pemimpin.  Sila  Keadilan  Sosial  makin  jauh;  sebab  kekayaan  negara  dipakai  untuk 
kepentingan  pribadi,  dipakai  untuk  proyek-proyek  'mercu-suar'  yang  merusak  ekonomi 
Rakyat  dan  Negara.  Sistem  'ekonomi  terpimpin'  dalam  praktek  menjadi  'sistem  lisensi'  yang 
hanya  menguntungkan  segelintir  orang  yang  dekat  dengan  penguasa."^° 

Pada  bagian  lain  pidatonya,  Pejabat  Presiden  menegaskan  bahwa: 

"Apabila  kami  dalam  kesempatan  ini  mengemukakan  secara  terperinci  bentuk-bentuk  pe- 
nyelewengan  Orde  Lama,  itu  adalah  sekedar  mengingatkan  pada  kita,  bahwa  Orde  Baru 

'■'Lihat  Keterangan  Pemerinlah  paaa  Sidang  P/erio  DPR-GR  Tanggal  4  Marel  1967  Mengenai 
Penyerahan  Kekuasaan  Pemerinlah,  Departemen  Penerangan  RI,  Penerbitan  Khusus,  No.  438, 
Hal.  10. 

'^Lihat  Pidato  Kenegaraan  Pejabat  Presiden  Republik  Indonesia  Jendera/  Soehario  di  Depan 
Sidang  DPR-GR  Tanggal  16  Agustus  1967,  Departemen  Penerangan  RI,  Penerbitan  Khusus,  No. 
461,  hal.  12. 

hal.  12. 

^Ibid.,  hal.  12-13. 


IDEOLOGI  SELAMA  ORDE  BARU 


7.57 


yang  bertekad  mengadakan  perbaikah-perbaikan  yang  menyeluruh,  mcngadakan  ordening- 
ordening  penertiban  dalam  melaksanakan  Pancasila  dan  UUD  1945,  lidak  akan  lagi  mengu- 
langi,  tidak  terjerumus  lagi  ke  dalam  keadaan  praktek-praktek  yang  demikian  buruknya 
itu."2' 

•  Tindakan  selanjutnya  yang  dilakukan  oleh  Jenderal  TNI  Soeharto  yang 
juga  amat  mendasar  dalam  usaha  pembangunan  ideologi  adalah  mengeluar- 
kan  Instruksi  Presiden  No.  12/1968  tertanggal  13  April  1968  yang  isi  pokok- 
nya  adalah  penegasan  mengenai  tata  urutan  dan  rumusan  sila-sila  Pancasila 
dalam  penulisan/pembacaan  atau  pengucapan.  Dalam  instruksi  ini  ditegaskan 
bahwa  tata  urutan  dan  rumusan  sila-sila  Pancasila  adalah  sebagaimana  di- 
muat  dalam  Pembukaan  UUD  1945.^^ 

Dengan  adanya  tindakan-tindakan  seperti  telah  diuraikan  di  depan  kemu- 
dian  dapat  dilihat  bahwa  kedudukan  ideologi  nasional  Pancasila  mulai  ada  ke- 
jelasan  posisi  dan  isinya,  baik  sebagai  dasar  negara  maupun  pandangan  hidup 
bangsa.  Apabila  posisi  dan  isi  Pancasila  sebagai  dasar  negara,  ideologi  na- 
sional, pandangan  hidup  maupun  kepribadian  bangsa  Indonesia  itu  dilihat 
dari  segi  prosesnya,  maka  dalam  masa  Orde  Baru  ini  tampak  adanya  tiga 
tahapan  penting  yang  dapat  disebut  sebagai  tiga  tahap  pembangunan  ideologi. 
Tiga  tahap  pembangunan  ideologi  itu  dapat  diuraikan  seperti  di  bawah  ini. 

TAHAP-TAHAP  PEMBANGUNAN  IDEOLOGI  NASIONAL  PANCA- 
SILA 

Dalam  perjalanan  sejarah  kehidupan  Orde  Baru  sejak  kelahirannya  sam- 
pai  sekarang,  maha-usaha  untuk  memantapkan  ideologi  nasional  Pancasila 
itu  tampak  dilaksanakan  secara  terus-menerus  melalui  tahap  demi  tahap. 
Tahap  pertama  adalah  tahap  pengamanan  ideologi  nasional  Pancasila  itu  dari 
paham-paham  lain  yang  negatif,  bahkan  yang  merongrong  kehidupan  ideologi 
Pancasila  itu  sendiri.  Tahap  pengamanan  ini  dilanjutkan  dengan  tahap  ber- 
ikutnya  berupa  usaha-usaha  untuk  memantapkan  kedudukannya  secara 
konstitusional.  Ini  merupakan  tahap  kedua.  Setelah  mantap  kedudukannya, 
Pancasila  perlu  dilaksanakan  secara  nyata  melalui  pengamalan  dalam  segala 
aspek  kehidupan  sehari-hari  supaya  dengan  demikian  Pancasila  tidak  hanya 
menjadi  "benda  keramat."  Usaha-usaha  untuk  melaksanakan  Pancasila  itu 
dapat  disebut  sebagai  tahap  ketiga  dari  serangkaian  usaha  pembangunan 
ideologi. 

Mengenai  bentuk-bentuk  usaha  pembangunan  ideologi  nasional  pada 
tahap  pertama  (tahap  pengamanan)  dapat  disebut  misalnya  pembubaran  PKI 

^^Ibid.,  hal.  14. 

^^Lihat  Instruksi  Presiden  Repubiik  Indonesia  No.  llTahun  1968  tanggai  13  April  1968. 
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dengan  segenap  ormas  yang  berlindung  di  bawahnya  serta  organisasi-organi- 
sasi  yang  senafas  dengannya.  Usaha  ini  dilanjutkan  terus  pada  masa-masa 
berikutnya.  Di  antaranya  adalah  dalam  bentuk  pemberian  ancaman  kepada 
sisa-sisa  G-30-S/PKI  maupun  bekas  tahanan  PKI  yang  sudah  dibebaskan  yang 
antara  lain  tercermin  dalam  penegasan-penegasan  pemerintah  seperti  berikut: 
(1)  "Tapol  Golongan  C  yang  berjumlah  sekitar  8.000  orang  telah  dikem- 
balikan  seluruhnya  ke  masyarakat.  Tetapi  jika  mereka  berusaha  untuk 
menghidupkan  PKI  lagi  atau  mengacau,  pemerintah  pasti  mengambil  tin- 
dakan  lebih  tegas";^^  (2)  "...  kepada  para  bekas  tahanan  yang  telah  diberi 
kesempatan  untuk  memasyarakat  kembali  agar  mau  belajar  dari  pengalaman 
kesesatan  mereka  di  waktu  yang  lalu  dan  kembali  ke  jalan  yang  benar,  jalan 
yang  ditempuh  oleh  Orde  Baru,  kemurnian  Pancasila  dan  UUD  1945.  Namun 
apabila  ternyata  ada  yang  menyia-nyiakan  kesempatan  yang  diberikan  oleh 
pemerintah  itu  dan  mencoba  menghidup-hidupkan  lagi  aspirasi  PKI  dan 
menimbulkan  keonaran  dalam  masyarakat,  maka  alat-alat  keamanan  pasti 
tidak  ragu-ragu  untuk  mengambil  tindakan  yang  diperlukan."^'^ 

Di  samping  pengamanan  dari  sisa-sisa  G-30-S/PKI,  Pancasila  juga  di- 
amankan  dari  ideologi  atau  paham  lain  yang  mengancam.  Hal  itu  misalnya 
tercermin  dalam  penegasan  pemerintah  seperti  berikut: 

"ABRI  bersama-sama  dengan  seluruh  kekuatan  rakyat  yetng  setia  dan  teguh  kepada  dasar 
falsafah  negara  Pancasila  masih  tetap  mempunyai  tugas  untuk  mengamankan  dan  menye- 
lamatkan  Pancasila  dari  bahaya  laten  sisa-sisa  dan  unsur-unsur  PKI  dan  atau  kekuatan 
ekstrem  anti  Pancasila  lainnya."^^ 

Usaha  itu  bahkan  digalakkan  terus  sampai  tahun  1985,  dan  kemungkinan 
akan  tetap  dilanjutkan  dalam  tahun-tahun  berikutnya.  Hal  itu  tercermin  mi- 
salnya adanya  penataran  kewaspadaan  nasional. 

Sementara  itu,  bentuk-bentuk  usaha  yang  dilakukan  Orde  Baru  pada 
tahap  kedua,  yakni  tahap  pemantapan  kedudukan  Pancasila  secara  konstitu- 
sional  tampak  misalnya  dalam  pembuatan  ketetapan-ketetapan  MPR, 
undang-undang,  maupun  peraturan-peraturan  perundangan  di  bawahnya 
yang  mengacu  kepada  kemurnian  Pancasila  dan  UUD  1945.  Di  antaranya 
adalah  Ketetapan  MPRS  No.  IX/MPRS/1966,  Ketetapan  MPRS  No.  X/ 
MPRS/1966,  Ketetapan  MPRS  No.  XX/MPRS/1966,  Ketetapan  MPRS  No. 


^^Lihat  Pidato  Pertanggungjawaban  Presiden  RI/Mandataris  MPR-RI  kepada  Sidang  Umum 
MPR  tanggai  12  Marel  1973. 

^''Lihat  Pidato  Kenegaraan  Presiden  Socharto  tanggai  16  Agustus  1979,  dalam  Hiin/mnan 
Pidato  Presiden  Repuljlik  Indonesia,  Sckretaiiat  Negara  Rl,  Triwulan  III,  tahun  1979,  hal. 
317-318. 

^^Ibid.,  hal.  317. 
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XXV/MPRS/1966.  Ketetapan-ketetapan  ini  terjadi  pada  masa-masa  awal 
kebangkitan  Orde  Baru.  Sementara  itu,  ketetapan-ketetapan  MPR  yang  di- 
hasilkan  oleh  MPR  hasil  Pemilu  di  antaranya  adalah  ketetapan-ketetapan 
MPR  tentang  Tata  Tertib  tahun  1973,  1978  dan  1983,  ketetapan-ketetapan 
MPR  tentang  GBHN  1973,  1978,  maupun  1983,  ketetapan-ketetapan  MPR 
tentang  Pemilu  serta  ketetapan  MPR  tentang  Referendum. 

Sedangkan  bentuk-bentuk  usaha  pelaksanaan  Pancasila  tampak  misalnya 
dibuatnya  Ketetapan  MPR  No.  II/MPR/1978  tentang  Pedoman  Pelaksanaan 
Pancasila  yang  dilanjutkan  dengan  penataran-penataran  P-4  kepada  segenap 
masyarakat  bangsa  Indonesia.  Usaha  itu  dilanjutkan  dengan  menetapkan 
Pancasila  sebagai  satu-satunya  asas  bagi  organisasi  politik  dan  organisasi  ke- 
masyarakatan  dalam  bentuk  Ketetapan  MPR  No.  n/MPR/1983  tentang 
GBHN  serta  UU  No.  3/1985  tentang  Perubahan  atas  UU  No.  3/1975  me- 
ngenai  Partai  Politik  dan  Golongan  Karya  dan  UU  No.  5/1985  tentang  Or- 
iganisasi  Kemasyarakatan. 

Mengenai  usaha-usaha  pembangunan  ideologi  nasional  sampai  saat  ini  ada 
:pendapat  yang  menyatakan  bahwa: 

"Jika  perjuangan  kita  dahulu  berkisar  pada  usaha  mempertahankan  dan  menegakkan  Pan- 
casila sebagai  dasar  negara  dan  menegakkan  kehidupan  kenegaraan  berdasarkan  Demokrasi 
Pancasila,  sejak  MPR  menetapkan  P-4  pada  tahun  1978,  perjuangan  itu  ditingkatkan  men- 
jadi  gerakan  penghayatan  dan  pengamalan  Pancasila."^* 

►Selanjutnya,  dengan  adanya  Ketetapan  MPR  tahun  1983  yang  menegaskan 
»bahwa  Pancasila  adalah  asas  politik  dan  pembangunan  nasional  dipandang 
sebagai  pengamalan  Pancasila,  dapat  diartikan  bahwa  bangsa  Indonesia  ber- 
lusaha  membulatkan  kesatuan  pandangan  dan  sikapnya  terhadap  Pancasila, 
baik  sebagai  dasar  negara,  pandangan  hidup  maupun  ideologi  bangsa  yang 
selama  ini  terasa  belum  tuntas.  Hal  ini  berarti  pula  bahwa  titik  berat  per- 
juangan bangsa  telah  makin  maju,  yakni:  dari  pengamanan  Pancasila  ke 
oengamalan  Pancasila.^^  Sampai  seberapa  jauh  hal  itu  akan  dapat  dicapai 
<iranya  memang  masih  harus  menunggu  proses  perjalanan  waktu  di  samping 
uga  ditentukan  oleh  sikap  setiap  insan  Indonesia  di  dalam  menanggapi  tugas 
oembangunan  ideologi  tersebut  pada  masa-masa  selanjutnya. 

'PROSPEK  KEHIDUPAN  IDEOLOGI  NASIONAL  DI  MAS  A  MENDA- 
[FANG 

Melihat  posisi  ideologi  nasional  yang  sangat  kukuh  setelah  dilakukan  ber- 
5agai  langkah  pembangunannya,  mungkin  orang  akan  mengatakan  bahwa  di 

2fi 

Lihat  Pidato  Kenegaraan  16  Agustus  1983,  ibid.,  hal.  37. 
"Lihat  Pidato  Akhir  Tahun  1983  Presiden  Republik  Indonesia. 
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masa  mendatang  tidak  akan  muncul  lagi  suatu  problem  ideologi.  Pendapat  itu 
kemungkinan  dapat  benar,  tetapi  kemungkinan  juga  dapat  salah  oleh  karena 
permasalahannya  memang  belum  dialami  pada  saat  sekarang.  Namun  apabila 
fenomena  kehidupan  bangsa  dan  negara  Indonesia  sejak  dicanangkannya 
pembangunan  nasional  pada  umumnya,  dan  dinamika  kehidupan  politik  pada 
khususnya  diteliti  secara  lebih  cermat,  tampaknya  di  masa  yang  akan  datang 
masih  tetap  akan  terdapat  problem  ideologis. 

Walaupun  sejak  bangkitnya  Orde  Baru  sampai  sekarang  kita  saksikan 
adanya  usaha-usaha  pembakuan  dan  penataan  yang  menyangkut  bidang  ideo- 
logi nasional,  baik  di  tingkat  formal  maupun  non-formal,  tetapi  tidak  berarti 
bahwa  problem  ideologi  itu  menjadi  tuntas  sama  sekali.  Problem  itu  tetap 
masih  akan  terjadi,  baik  karena  dinamika  kehidupan  bangsa  dan  negara  In- 
donesia sendifi  maupun  karena  pengaruh  dari  situasi  internasional. 

Apabila  dinamika  kehidupan  bangsa  dan  negara  sejak  ditetapkannya  Pan- 
casila  sebagai  satu-satunya  asas  bagi  organisasi-organisasi  politik  pada  umum- 
nya, khususnya  bagi  partai-partai  politik  dan  golongan  karya  oleh  MPR 
dalam  sidang  umumnya  bulan  Maret  1983  yang  kemudian  diikuti  dengan  pen- 
jabarannya  dalam  bentuk  undang-undang  kita  simak  secara  lebih  teliti,  dalam 
dirinya:  masih  terdapat  potensi  bagi  terjadinya  problem  ideologi  tersebut. 
Melalui  pendalaman  atas  pendapat-pendapat  yang  terungkap  di  permuka^n 
media-media  cetak  maupun  dalam  diskusi-diskusi  sejak  ditetapkannya  Pan- 
casila  menjadi  satu-satunya  asas  bagi  organisasi-organisasi  kekuatan  sosial- 
politik  dan  organisasi  kemasyarakatan  dapat  diketahui  adanya  pro  dan  kontra 
di  antara  sesama  komponen  bangsa/masyarakat  Indonesia.  Misalnya  ada 
pendapat  yang  menyatakan  bahwa  penetapan  Pancasila  sebagai  satu-satunya 
asas  akan  menjurus  ke  sistem  partai  tunggal,  setidak-tidaknya  arti  sistem  ke- 
partaian  yang  mengakui  eksistensi  lebih  dari  satu  partai  bisa  dikatakan  ha- 
pus.^^  Ada  pula  pendapat  yang  menyatakan  bahwa  penyeragaman  asas  bagi 
kekuatan-kekuatan  sosial  politik  berarti  mengingkari  keragaman/kebhinne- 
kaan  yang  ada  dalam  masyarakat.^^  Di  samping  itu  ada  pula  pendapat  yang 
mengatakan  bahwa  dengan  penetapan  Pancasila  sebagai  satu-satunya  asas 
bagi  kekuatan-kekuatan  sosial  politik  dan  organisasi  kemasyarakatan  akan 

on 

mengabaikan  aspek  demokrasi,  hak  asasi  dan  kebebasan. 

Apabila  problem  di  depan  menyangkut  hubungan  antara  ideologi  dengan 
politik,  maka  di  samping  itu  masih  pula  terdapat  problem  ideologi  dengan 
ekonomi.  Hal  itu  misalnya  terungkap  dalam  bentuk  pertanyaan-pertanyaan 

^^Lihat  M.  Rusli  Karim,  op.  cit.,  hal.  222-223. 
29/Z;/</.,  hal.  220. 

30Lihat  misalnya  "Pokok-pokok  Pikiran  OMKI"  dalam  Sinar  Harapan,  17  Marct  1984. 
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seperti  berikut:  sampai  seberapa  jauh  pembangunan  nasional  yang  dilaksa- 
nakan  bangsa  Indonesia  selama  ini  dapat  dipandang  sebagai  pengamalan  Pan- 
casila.-^^  Ada  pula  sementara  pendapat  yang  mempertanyakan:  bagaimanakah 

Pancasila  itu  dapat  dijabarkan  ke  dalam  proses  perencanaan,  pelaksanaan  : 

maupun  pengawasan  pembangunan.  ' 

Uraian-uraian  di  depan  adalah  uraian  permasalahan  yang  kemungkinan 

masih  akan  timbul  dari  dinamika  kehidupan  bangsa  Indonesia  di  dalam  negeri  j 

sendiri.  Di  samping  masih  menghadapi  permasalahan  di  dalam  negeri,  bangsa  \ 

Indonesia  sesuai  dengan  sifat  bangsa  yang  terbuka,  akan  pula  menghadapi  j 

gejolak-gejolak  ideologi  yang  melanda  umat  manusia  di  dunia  dewasa  ini.  Di  j 
satu  pihak  ada  pandangan  yang  menyatakan  bahwa  "ideology  is  dead,"  era 

ideologi  telah  mati.  Tetapi  di  lain  pihak  kita  juga  menyaksikan  bangkitnya  j 

berbagai  macam  ideologi  di  dunia,  baik  itu  ideologi  sekular  (non-keagamaan)  | 

maupun  ideologi  keagamaan.^^  Hal  itu  misalnya  liberalisme,  kapitalisme,  j 

sosialisme,  ideologi  pembebasan  maupun  revolusi  Islam,  konflik  ideologis  an-  ] 

tara  Islam  dan  sekularisme  dalam  pemerintahan  di  banyak  negara  Muslim  dan  j 

lain  sebagainya.  Problem  ideologi  itu  tampaknya  tidak  mustahil  akan  mem-  \ 

pengaruhi  kehidupan  ideologi  nasional  Pancasila  di  masa-masa  mendatang.  \ 

i 

Dalam  perkembangan  akhir-akhir  ini  dapat  disaksikan  pula  adanya  usaha-  j 

usaha  dari  berbagai  ideologi  untuk  memberikan  konsepsi/sumbangan  pemi-  | 

kirannya  mengenai  bagaimana  memecahkan  masalah-masalah  ekonomi  yang  \ 

melanda  dunia  sejak  dasawarsa  1980-an.  Ideologi  keagamaan  misalnya  ber-  : 

usaha  memberikan  konsepsi  penyelesaian  kesulitan  ekonomi  dengan  sistem  i 

ekonomi  keagamaan,  theologi  pembebasan  dan  lain  sebagainya.  Sementara  j 

itu,  ideologi  sekular  memberikan  konsep  pemecahan  kesulitan  ekonomi  dalam  i 

bentuk  misalnya  liberalisasi  sistem  ekonomi,  proteksionisme,  strukturalisme  | 

dan  lain  sebagainya.  j 

I 

Adanya  permasalahan-permasalahan  tersebut  di  atas  menunjukkan  bahwa  | 

bagi  bangsa  Indonesia  di  masa  mendatang  masih  harus  siap  dengan  problem  '. 

ideologi.  Dengan  kata  lain  problem  ideologi  itu  masih  tetap  akan  dihadapi  i 

walaupun  bangsa  Indonesia  sudah  berusaha  keras  untuk  menyelesaikannya  ! 

selama  20  tahun  terakhir  ini.  Di  bidang  penghayatan  dan  pengamalan  Pan-  | 
casila  dibutuhkan  sifat  kritis  dan  kreatif  karena  Pancasila  akan  dihadapkan 
pada  kenyataan-kenyataan  perubahan  yang  makin  saling  kait-mengait  sebagai 

hasil  dari  pembangunan  nasional  yang  dilaksanakan  selama  ini.  I 


^'Lihat  Kuinpas,  1  dan  2  Aguslus  1983. 

•'^Lihat  Term  of  Reference  Sarasehan  Menyongsont;  Lima  Windu  Kemerdekaan  Indonesia 
'  Jakarta,  24-25  Juli  1985,  hal.  5-7. 
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CAT  AT  AN  PENUTUP 

Sebagai  penutup  tulisan  ini  dapat  dikemukakan  beberapa  catatan  seperti 
berikut.  Pertama,  selama  Orde  Baru  pembangunan  bidang  ideologi  telah 
memperoleh  perhatian  yang  mendalam.  Beberapa  hal  dapat  dikatakan  me- 
rupakan  hasil  pembangunan  ideologi  selama  Orde  Baru  itu,  di  antaranya  ada- 
lah:  dilakukannya  koreksi  secara  total  dan  menyeluruh  atas  penyelewengan- 
penyelewengan  yang  dilakukan  oleh  Orde  Lama,  ditetapkannya  tata  urutan 
dan  susunan  sila-sila  dari  Pancasila  seperti  tercantum  dalam  Pembukaan  UUD 
1945  (Instruksi  Presiden  No.  12/1968),  ditetapkannya  Pancasila  sebagai  pan- 
dangan  hidup  dan  kepribadian  bangsa  Indonesia  (Ketetapan  MPR  No.  II/ 
MPR/1978  tentang  P-4),  ditetapkannya  Pancasila  sebagai  satu-satunya  asas 
bagi  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  serta  ditetapkannya 
pembangunan  nasional  sebagai  pengamalan  Pancasila  (Ketetapan  MPR  No. 
II/MPR/1983  tentang  GBHN  dan  UU  tentang  Perubahan  Undang-Undang 
Parpol  dan  Golkar  dan  UU  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan). 

Kedua,  dari  pengalaman  masa  lalu  dapat  dicatat  bahwa  terjadinya  "rong- 
rongan"  dan  penyelewengan  terhadap  Pancasila  disebabkan  karena  pihak- 
pihak  yang  menentang  Pancasila  berada  dalam  sistem  penyelenggaraan  ke- 
hidupan bangsa  dan  negara  atau  singkatnya '  dapat  disebut  "within  the 
system."  Hal  itu  misalnya  pengalaman  selama  masa  Demokrasi  Parlementer 
yang  membuahkan  pertentangan  antar  kekuatan  sosial  politik  bangsa  In- 
donesia mengenai  dasar  negara  serta  pengalaman  selama  masa  Demokrasi 
Terpimpin  dengan  konsepsi  Nasakom  (Nasionalis-Agama-Komunis)  sebagai 
pelaksanaan  Pancasila. 

Ketiga,  dari  telaah  yang  dilakukan  dapat  dikatakan  bahwa  melalui  per- 
juangan  yang  panjang,  Pancasila  diusahakan  pemurniannya.  Pemurnian  itu 
menyangkut  baik  soal  isi,  soal  wujud  maupun  pelaksanaannya.  Di  samping  itu 
juga  dibersihkan  d^ri  pengaruh-pengaruh  negatif  ekstrem  kiri  maupun  eks- 
trem  kanan.  Dengan  demikian  faktor-faktor  ancaman  diusahakan  dikeluar- 
kan  dari  sistemnya  sendiri. 

Keempat,  apabila  dinamika  kehidupan  politik  dan  ideologi  pasca  Sidang 
Umum  MPR  1983  ditelaah  secara  lebih  cermat  kiranya  dapat  dikatakan 
bahwa  anceunan  terhadap  ideologi  nasional  Pancasila  itu  belum  habis  sama 
sekali.  Ancaman  terhadap  Pancasila  masih  tetap  ada.  Mengenai  hal  ini,  Sar- 
wono  Kusumaatmadja  misalnya  menyatakan  seperti  berikut: 

"Pengamalan  Pancasila  di  masa  mendatang  tidaic  mustahil  harus  kita  laksanakan  dalam 
suasana  yang  jauh  dari  ideal,  di  mana  akan  terdapat  kondisi-kondisi  obyektif  yang  dapat 
memancing  orang  untuk  memikirkan  alternatif-alternatif  lain.  Kemungkinan  dimasyarakat- 
kannya  alternatif  lain  tersebut  tidak  dapat  diremehkan  dalam  abad  modern  ini  karena  tidak 
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ada  pilihan  lain  kecuali  harus  bersikap  terbuka,  di  samping  ideologi  nasional  itu  sendiri  juga 
memang  bersifat  terbuka.  Dalam  hubungan  ini  berarti  bahwa  kita  harus  terbuka  terhadap 
gagasan-gagasan  yang  datang  dari  pihak  lain  melalui  berbagai  cara.  Persoalan  ini  perlu  lebih 
dalam  kita  amati  oleh  karena  dengan  telah  ditetapkannya  Pancasila  sebagai  satu-satunya 
asas  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  yang  berarti  berkenaan  de- 
ngan bentuk  dan  paham  kenegaraan  serta  kemasyarakatan  maupun  kebangsaan'  kita  telah 
jelas  dan  tidak  menjadi  permasalahan  lagi  itu  konflik  politis-ideologis  telah  diberikan  solusi. 
Walaupun  demikian,  solusi  itu  masih  akan  menghadapi  berbagai  tantangan,  dan  tantangan 
itu  bukan  makin  ringan,  tetapi  justru  makin  berat  oleh  karena  apabila  di  kemudian  hari  nanti 
terjadi  konflik  lagi,  maka  konflik  itu  akan  langsung  mengenai  Pancasila  dan  UUD  1945  itu 
sendiri,  tameng/buffer  sudah  tidak  ada  lagi."^^ 


Kelima,  satu  hal  yang  kiranya  tidak  dapat  diabaikan  adalah  bahwa  agar 
problem  ideologi  di  masa  depan  dapat  dihindarkan,  dan  kalaupun  problem 
ideologi  itu  terjadi  dapat  diselesaikan  dengan  baik,  maka  diperlukan  usaha 
yang  lebih  besar  untuk  meningkatkan  ketahanan  masyarakat  di  bidang  ideo- 
logi nasional.  Hal  itu  dapat  ditempuh  misalnya  dengan  mempertinggi  derajat 
kemandirian  masyarakat  dalam  pengamalan  Pancasila,  tidak  hanya  mengan- 
dalkan  lembaga-lembaga  politik  formal.  Dengan  cara  ini  diharapkan  masya- 
rakat sendiri  akan  menyadari  betapa  pentingnya  peningkatan  kesadaran  per- 
satuan  kesatuan  berdasarkan  kepada  ideologi  kebangsaannya  itu.  Kesadaran 
ideologis  seperti  ini  akan  merupakan  sumber  penangkal  yang  sangat 
berharga. 


"Lihat  Sarwono  Kusumaatmadja,  "Masalah  dan  Prospek  Kclembagaan  di  Bidang  Politik," 
^  makalah  disampaikan  dalam  Sarasehan  Menyongsong  Lima  Windu  Kemerdekaan  Indonesia  di 
Jakarta  tanggal  24-25  Juli  1985,  dalam  Suara  Karya.  25-26  Juli  1985. 


Masalah  dan  Prospek  Kelembagaan 

di  Bidang  Politik 

Sarwono  KUSUMAATMADJA 


Di  masa  lalu,  kehidupan  politik  di  tanah  air  memperlihatkan  perkem- 
bangan-perkembangan  berikut:  pertama,  pada  jaman  demokrasi  parlementer, 
dipertarungkan  konsep-konsep  politik  yang  pada  dasarnya  berkisar  pada  pa- 
ham  serta  bentuk  negara.  Karena  bentuk  serta  paham  negara  merupakan  isyu 
yang  amat  fundamental,  maka  konflik  politik  di  masa  itu  amat  sengit;  kenya- 
taan  bahwa  perdebatan  yang  demikian  fundamental  terjadi  pada  saat  di  mana 
bangsa  kita  masih  muda  dengan  segala  kekurangannya,  menyebabkan  krisis 
demi  krisis  politik  bermunculan  dan  dapat  diselesaikan  hanya  dengan  meka- 
nisme  darurat  melalui  Dekrit  Presiden  5  Juli  1959.  Kedua,  di  dalam  masa 
Demokrasi  Terpimpin,  kita  melihat  adanya  usaha  untuk  menuntaskan 
masalah-masalah  fundamental  di  atas  dengan  mengikat  komitmen  bangsa 
pada  Pancasila  dan  UUD  1945.  Usaha  tersebut  tidak  berhasil,  karena  kenya- 
taan  obyektif  yaitu  bahwa  kehidupan  politik  masih  bersifat  multi  ideologi,  se- 
suatu  yang  muskil  dipersatukan  dalam  Pancasila.  Kita  boleh  mengecam  Bung 
Karno  dengan  politik  Nasakomnya,  namun  jika  kita  merenungkan  kembali 
pilihan-pilihan  yang  terbuka  bagi  dirinya  pada  waktu  itu,  setidak-tidaknya 
kita  dapat  memahami  betapa  sulitnya  berhadapan  dengan  faktor  obyektif 
berupa  hadirnya  secara  sah  kekuatan-kekuatan  riil  yang  satu  dengan  lainnya 
secara  antagonistik  bertentangan.  Konflik  ideologi  yang  tajam  merupakan 
konsekuensi  dari  perkembangan  politik  di  masa  itu,  dan  puncak  konflik  ter- 
sebut meletus  dengan  Pemberontakan  G-30-S/PKI. 

Jika  kita  mengambil  hikmah  dari  kejadian  masa  lalu  tersebut  dari  sudut 
kelembagaan,  maka  secara  menyeluruh  dapat  ditarik  suatu  kesimpulan  ber- 
sama  dari  dua  jaman  berbeda  di  atas,  yaitu  bahwa  kelembagaan  politik  di 
masa  itu  ternyata  tidak  dapat  berfungsi  dalam  "management  of  conflict," 
atau  dalam  memelihara  keseimbangan  antara  konflik  dengan  konsensus.  Orde 
Baru  telah  membuktikan  dirinya  mampu  dalam  "management  of  conflict" 


KELEMBAGAAN  DI  BIDANG  POLITIK 


765 


tadi.  Hal  ini  disebabkan  karena  kemampuannya  untuk  mengambil  pelajaran 
isejarah  yang  tepat,  dan  juga  berkat  kepemimpinan  yang  efeklif,  tcrmasuk 
lefektif  dalam  mengambil  langkah-langkah  yang  sudah  lama  ditunggu  oleh 

bangsa  kita,  yaitu  pembangunan  nasional  di  segala  bidang  kehidupan.  Dari 
isegi  pembangunan  politik  maka  prestasi  lerbesar  dari  Orde  Baru  adalah  ler- 
itanamnya  legitimasi  kelembagaan  politik  Orde  Baru,  baik  supra  maupun  in- 
ifrastrukturnya,  serta  ditetapkannya  Pancasila  sebagai  satu  saiunya  asas  dalam 
1  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Hal  ini  berarti  bahwa 
imasalah-masalah  penting  di  bidang  politik,  baik  yang  bersifat  fundamental 
Iberupa  paham  serta  bentuk  negara,  maupun  yang  bersifat  struktural  yaitu 
imasalah  kelembagaan,  telah  selesai.  Walaupun  dalam  beberapa  hal  dapat  di- 
Ikatakan  bahwa  penyelesaian  tersebut  berada  dalam  tahapnya  yang  dini,  yaitu 
ttahap  legal  dan  formal.  Konflik  merupakan  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari 
Ikehidupan  politik.  Bahkan  dapat  dikatakan  bahwa  kehidupan  politik  adalah 
irangkaian  yang  tidak  henti  antara  konflik  dengan  konsensus.  Dari  segi  ini, 
imaka  lembaga-Iembaga  politik  berperan  untuk  menangani  konflik  demi  terca- 
ipainya  konsensus.  Peran  ini  diemban  sesuai  dengan  fungsi  yang  melekat  pada 
ttiap  lembaga  politik  apakah  supra  maupun  infrastruktur  sesuai  dengan  apa 
;yang  telah  digariskan  oleh  konstitusi.  Penetapan  Pancasila  sebagai  satu-satu- 
inya  asas  mempunyai  makna  bahwa  sifat  konflik  politik  sudah  bergeser,  yaitu 
tbukan  lagi  mengenai  paham  dan  bentuk  negara,  tetapi  mengenai  pilihan- 
ipilihan  yang  harus  ditempuh  atas  dasar  yang  sekarang  sudah  diakui  sama, 
)yaitu  Pancasila,  dan  atas  dasar  ketentuan-ketentuan  ketatanegaraan  yng  sama 
ipula  yaitu  UUD  1945.  Di  masa  yang  akan  datang  kelembagaan  politik  kita 
jakan  dihadapkan  pada  serangkaian  konflik  dan  konsensus  terus-menerus  yang 
tterjadi  dalam  menangani  pilihan  demi  pilihan  yang  timbul  di  atas  kesamaan 
(dasar  di  atas.  Kita  tidak  mempunyai  pilihan  lain  kecuali  membangun  kelem- 
fbagaan  politik  yang  senantiasa  dapat  efektif,  karena  taruhannya  adalah  besar, 
\ yaitu  Pancasila  dan  UUD  1945  itu  sendiri.  Krisis  politik  yang  besar  di  masa 
\yang  akan  datang  dapat  mengundang  terpikirkannya  alternatif-alternatif 
1  lain  sehingga  kehidupan  politik  kita  dapat  mengalami  regresi  ke  masa-masa 

lalu  yang  penuh  gejolak.  Stabilitas  politik  yang  telah  demikian  lama  kita 
;  nikmati  memang  mengandung  hikmah,  yaitu  terciptanya  iklim  yang  memung- 
'kinkan  terwujudnya  perikehidupan  di  segala  bidang  yang  makin  baik.  Tetapi 

di  sisi  lain  dapat  membuai  kita  untuk  melupakan  pahit  getirnya  sejarah  per- 

tumbuhan  bangsa,  serta  memunculkan  gagasan-gagasan  yang  terlepas  dari 
•konteks  kebangsaan  kita,  serta  tidak  konsisten  dengan  arah  pertumbuhan 
>  selama  ini. 

Krisis  politik  yang  besar  di  masa  yang  akan  datang  hanya  dapat  di  hin- 
c  darkan,  jika  pembangunan  politik  dapat  kita  tempatkan  dalam  konteks  kon- 
!  tinuitas  serta  pembaharuan.  Hal  ini  menuntut  stabilitas  serta  dinamika 
;  sekaligus.  Kontinuitas  kita  perlukan  supaya  perjalanan  sejarah  bangsa  selalu 
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konsisten  dengan  cita-cita  kemerdekaan  kita;  sedangkan  dinamika  pem- 
baharuan  selalu  juga  diperlukan  karena  pembaharuan  adalah  tuntutan 
obyektif  dari  bangsa  yang  membangun.  Kontinuitas  serta  pembaharuan 
dapat  dijamin  lewat  terciptanya  sistem  politik  yang  efektif  dalam  arti 
bahwa  sistem  politik  tadi,  selain  konsisten  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD 
1945,  juga  mampu  menghadapi  tan.tangan-tantangan  jaman  dengan  daya 
adaptasi  yang  sepadan.  Dengan  daya  adaptasi  yang  demikian,  maka  dapat 
dihindarkan  kecenderungan  untuk  memelihara  status  quo  semata-mata,  yang 
pada  gilirannya  hanya  mampu  memelihara  kehidupan  politik  dengan  penggu- 
naan  kekuasaan  yang  berlebihan.  Penggunaan  kekuasaan  yang  berlebihan 
pada  gilirannya  pula  akan  mencjptakan  perlawanan  yang  semakin  keras, 
sehingga  kekuasan  yang  bersikap  terbelakang  akhirnya  juga  tidak  akan 
efektif,  karena  tidak  lagi  mampu  menangani  konflik  hanya  sebagai  konflik 
politik  semata-mata.  Dengan  perkataan  Iain  dapat  dikemukakan  bahwa  di 
masa  mendatang  karena  bentuk  serta  paham  negara  sudah  tidak  lagi  menjadi 
masalah,  maka  kita  perlu  berusaha  supaya  Pancasila  dan  UUD  1945  kita 
lestarikan  dengan  upaya  pembangunan  politik  yang  dinamis  dan  demokratis 
sehingga  kepentingan-kepentingan  masyarakat  yang  demikian  beraneka 
ragam  dan  tuntutan-tuntutan  yang  meningkat  dapat  diolah  dalam  kehidupan 
politik  kita. 

Dewasa  ini  kita  mempunyai  cukup  alasan  untuk  bersikap  optimis  bahwa 
perkembangan  kehidupan  politik  menuju  ke  arah  yang  terbuka  dan  demo- 
kratis karena  perdebatan-perdebatan  politik  yang  kita  saksikan  selama  pem- 
bahasan  kelima  RUU  bidang  politik  lelah  menunjukkan  arah  yang  wajar 
dan  sehat.  Sebagai  contoh,  berkali-kali  Presiden  Soeharto  menekankan 
dalam  berbagai  kesempatan  bahwa  Pancasila  bukanlah  ideologi  yang 
kaku  dan  dogmatis.  Demikian  juga  para  politisi  yang  merupakan  pembawa 
ide  Pancasila  sebagai  satu-satunya  asas  mengaitkan  Pancasila  seba- 
gai bagian  dari  upaya  untuk  menegakkan  kehidupan  demokratis.  Para  cende- 
kiawan  kita  dari  berbagai  latar  belakang  budaya  telah  sama-sama  mem- 
berikan  pembenaran  bahwa  Pancasila  adalah  suatu  ideologi  yang  ter- 
buka, yang  bukan  saja  berakar  dari  budaya  bangsa  namun  juga  mampu  me- 
nyerap  hal-hal  yang  menguntungkan  pertumbuhan  bangsa  dari  berbagai 
paham  yang  hidup  di  dunia  ini.  Di  pihak  lain  kita  juga  sudah  kurang 
mendengar  adanya  nada-nada  yang  bersikap  defensif  mengenai  Pancasila, 
yaitu  misalnya  ucapan  bahwa  Pancasila  bukanlah  isme  ini  atau  itu,  tanpa 
mampu  menjelaskan  apa  sebenarnya  Pancasila  itu.  Kecenderungan  untuk  ber- 
sikap totaliter  mengenai  Pancasila,  sehingga  mempancasilakan  segala  hal  ter- 
masuk  sepak  bola  juga  sudah  lama  tidak  kita  lihat.  Optimisme  ini  layak  juga 
kita  tampilkan  jika  kita  lihat  kembali  bahwa  proses  diterimanya  Pancasila  se- 
bagai satu-satunya  asas  bukanlah  proses  pemaksaan  teiapi  ditempuh  melalui 
proses  yang  evolutif.  Gagasan  untuk  menawarkan  Pancasila  sebagai  satu- 
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satunya  asas  pernah  dikemukakan  oleh  Bung  Karno  setelah  Dekrit  Presiden, 

namun  ditampik  oleh  PKI.  Selama  Orde  Baru,  gagasan  ini  telah  menyatu  de-  I 

ngan  perjuangan  Orde  Baru  sejak  awal.  Oleh  karena  itu  dapatlah  dikatakan  i 

bahwa  Pancasila  akhirnya  diterima  sebagai  satu-satunya  asas  karena  kesa-  ; 

dararl  sejarah  bahwa  kita  memang  tidak  mempunyai  alternatif  lain.  Proses  ] 

penerimaan  asas  tadi  tidaklah  sepi  dari  konflik  namun  konflik  yang  terjadi  ' 

mampu  ditangani  dalam  kelembagaan  politik  kita.  Usaha-usaha  untuk  men-  ' 
ciptakan  konflik  yang  keras  dalam  masyarakat  mengenai  masalah  ini  ternyata 
tidak  mendapat  dukungan  luas  dari  masyarakat  itu  sendiri.  Hal  ini  merupakan 

bukti  bahwa  legitimasi  lembaga-lembaga  politik  kita  sudah  bersifat  nyata.  j 

Daya  adaptasi  sistem  politik  kita  juga  terbukti  dari  pembaharuan  yang 
dilakukannya  menyangkut  susunan  lembaga-lembaga  perwakilan  kita.  Su- 
sunan  tersebut  diatur  menurut  ketentuan  perundang-undangan  yang  disusun 
sebelum  Pemilu  1971,  yaitu  melalui  UU  No.  16  Tahun  1969,  di  mana  '/a  ang- 

gota  MPR  diangkat  dari  Golongan  Karya  ABRI.  Pengangkatan  ini  dilakukan  ! 

untuk  menjamin  bahwa  Pemilu  tidak  akan  menghasilkan  suatu  susunan  yang  , 
memungkinkan  dipersoalkannya  kembali  UUD  1945.  Proses  pembudayaan 

Pancasila  selama  Orde  Baru  serta  meningkatnya  kesadarari  akan  Pancasila  ; 
sebagai  satu-satunya  alternatif  ideologi  menyebabkan  perlunya  ditempuh 

cara-cara  yang  lebih  demokratis  dalam  menjamin  bahwa  UUD  1945  tidak  \ 

dapat  diubah  oleh  siapapun.  Oleh  karena  itu  diputuskan  b^hwa  di  masa  yang  ' 

akan  datang,  perubahan  terhadap  UUD  hanya  dapat  dilakukan  melalui  i 

referendum.  Dengan  adanya  mekanisme  referendum  itu,  maka  pengangkatan  I 

dalam  lembaga  perwakilan  dapat  dikurangi  secara  relatif  dan  adanya  \ 

pengangkatan  dititikberatkan  untuk  mewadahi  pengakuan  kita  semua  ] 

terhadap  fungsi  sosial  politik  ABRI.  Suasana  keterbukaan  dalam  merumus-  j 

kan  ide-ide  politik  serta  kecenderungan  adaptif  dari  sistim  politik  kita  me-  ; 

nunjukkan  bahwa  suatu  tradisi  politik  yang  penting  mulai  membudaya  dalam  ■ 

masyarakat,  yaitu  kemauan  untuk  bersikap  inovatif  kendatipun  sikap  inovatif  I 

itu  mungkin  hanya  memenuhi  selera  pembaharuan  yang  terbatas  saja.  Jika  \ 

keterbukaan  serta  kemampuan  adaptasi  yang  sifatnya  moderat  ini  kita  lihat  \ 

sebagai  awal  terciptanya  tradisi  politik  kita,  maka  kita  pun  patut  optimis  ' 

bahwa  di  masa  yang  akan  datang  tuntutan  akan  kontinuitas  serta  pem-  i 

baharuan  sekaligus  dapat  senantiasa  dipenuhi.  ■ 

Indikasi  yang  dapat  kjta  catai  untuk  mendukung  adanya  kecenderungan 
untuk  pemantapan  peranan  kelembagaan  adalah  adanya  pembenahan  fungsi 
dari  aparatur  pemerintah  di  bidang  politik  maupun  ekonomi  dalam  rangka 
pelaksanaan  Pancakrida  Kabinet  Pembangunan  IV.  Di  bidang  politik  terlihat 
adanya  keinginan  kuat  dari  pemerintah  untuk  membatasi  peranannya  dalam 
penataan  infrastruktur  politik  sejauh  hal  itu  masih  sesuai  dengan  peranan  I 
pemerintah  sebagai  pembina  politik  dalam  negeri  menurut  ketentuan  hukum 
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yang  ada  .  Memang  terdapat  kalangan  politisi  yang  tidak  awas  akan  perkem- 
bangan  ini,  dan  kemudian  menstimulasi  pertentangan  intern  dalam  rangka 
memanfaatkan  intervensi  pemerintah  untuk  keuntungan  kelompoknya. 
Namun  ternyata  ulah  yang  demikian  tidak  lagi  mendapat  tanggapan  yang 
sebanding  dengan  jerih  payah  yang  diperlihatkan.  Hal  Iain  yang  positif  adalah 
penitikberatan  fungsi  dari  Kopkamtib  dewasa  ini  sebagai  aparatur  sekuriti. 
Di  masa  lalu  ada  kesan  yang  kuat  bahwa  lembaga  Kopkamtib  tidak  hanya  ber- 
fungsi  sebagai  aparatur  sekuriti  saja  namun  juga  memegang  peranan  sebagai 
manajer  krisis,  di  mana  suatu  lembaga  yang  mengalami  kesulitan  dalam 
mengemban  tugas  secara  semestinya  kemudian  untuk  sementara  "diambil 
alih"  oleh  Kopkamtib.  Walaupun  mungkin  ada  kasus  di  mana  kecenderungan 
ini  dapat  dimengerti,  namun  kebiasaan  seperti  ini  jika  dibiarkan  dapat 
menyebabkan  hilangnya  kapasitas  lembaga-lembaga  kita  untuk  berfungsi 
baik.  Belakangan  ternyata  kebiasaan-kebiasaan  yang  bersifat  intervensi  yang 
disfungsional  semacam  ini  sudah  hilang.  Di  bidang  ekonomi  terdapat  usaha- 
usaha  yang  sungguh-sungguh  untuk  menata  aparatur  dalam  menghilangkan 
penghambat-penghambat  yang  menyebabkan  ekonomi  biaya  tinggi-.  Walau- 
pun tindakan-tindakan  ini  patut  dipuji  namun  masih  ada  perasaan  yang  luas 
di  masyarakat  yang  khawatir  bahwa  tindakan  ini  semata-semata  bersifat 
reaktif  terhadap  gejala  resesi  dunia.  Kekhawatiran  ini  timbul  karena 
pembenahan  yang  terjadi  menyangkut  sektor-sektor  yang  telah  lama  dituntut 
untuk  berlaku  lebih  efisien  terlepas  dari  adanya  kesulitan  ekonomi  yang  kita 
hadapi. 

Jika  ingin  disimpulkan  dari  uraian  di  atas  apa  yang  harus  dicapai  dalam 
kelembagaan  kehidupan  politik  kita  maka  dapat  dikatakan  bahwa  penataan  di 
bidang  kelembagaan  politik  perlu  diteruskan  dalam  semangat  yang  tampak 
selama  ini,  yaitu  keterbukaan,  daya  adaptasi  terhadap  tuntutan  lingkungan 
serta  kebutuhan  untuk  berperan  secara  fungsional.  Tuntutan  akan  kontinuitas 
serta  pembaharuan  sekaligus  mensyaratkan  bahwa  perubahan-perubahan 
yang  timbul  haruslah  bersifat  gradual  dan  konsisten.  Gradual  dalam  arti  kata, 
bahwa  lembaga-lembaga  politik  kita  hanya  dapat  diharapkan  berfungsi  jika 
kepemimpinannya  dapat  dipahami  oleh  taraf  kesadaran  masyarakat  yang 
umum.  Seperti  halnya  dinyalakan  dalam  pepatah  Minang  bahwa  kepemim- 
pinan  itu  cukup  "ditingkatkan  seranting  dan  didahulukan  selangkah." 
Kepemimpinan  politik  sekalipun  mungkin  memenuhi  persyaratan  yang  ideal, 
akan  terasing  dari  masyarakat  lingkungannya  jika  ingin  mencapai  taraf  yang 
mungkin  cocok  untuk  tingkat  kesadaran  politik  yang  lebih  tinggi.  Karena  de- 
mokrasi  dalam  pengertiannya  yang  canggih,  sebagai  suatu  misal,  hanya  dapat 
berfungsi  baik  dalam  suatu  masyarakat  di  mana  disiplin  sosialnya  sudah  tinggi 
dan  di  mana  tingkat  kemandirian  anggota  masyarakatnya  sudah  memadai. 
Sebaliknya  kepemimpinan  lembaga  politik  akan  tidak  dihormati  masyarakat, 
malahan  akan  menimbulkan  ketegangan-ketegangan  sosial  jika  kepemim- 
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pinan  tersebut  tidak  sensitif  terhadap  perkembangan  masyarakat  yang  menun- 
tut  kualitas  kepemimpinan  yang  lebih  baik  serta  kelembagaan  yang  Lebih  res- 
ponsif.  Konsistensi  diperlukan  supaya  terdapat  perkembangan  yang  seimbang 
di  antara  berbagai  lembaga  politik  yang  berperan  sesuai  dengan  fungsinya 
jnasing-masing.  Ketimpangan  dalam  peranan  dan  fungsi  akan  menimbulkan 
potensi  konflik  antar  lembaga  di  luar  aturan  permainan  yang  wajar  dan  lazim, 
sehingga  mengundang  adanya  intervensi  yang  bersifat  disfungsional  dari  lem- 
baga politik  yang  relatif  lebih  dominan.  Di  samping  itu,  inkonsistensi  akan 
menciptakan  iklim  ketidakpastian  dalam  masyarakat  karena  tidak  terdapat- 
nya  suatu  kecenderungan  umum  yang  dapat  dijadikan  tolok  ukur  untuk  ber- 
tindak.  Konsistensi  juga  dituntut  dalam  mengembangkan  fungsi  dan  peran 
lembaga  politik  sesuai  dengan  sifat  yang  melekat  pada  lembaga  itu,  sesuai 
dengan  isi  maupun  jiwa  UUD  1945. 

Selama  ini  peranan  dominan  dalam  pembangunan  politik  diambil  oleh 
pemerintah  sebagai  lembaga  politik  yang  efektif  dalam  alam  Orde  Baru.  Hal 
ini  tidak  perlu  diherankan  karena  Orde  Baru  berangkat  dari  situasi  di  mana 
pemerintah  merupakan  satu-satunya  lembaga  kekuasaan  yang  efektif. 
Komitmen  pemerintah  terhadap  demokrasi  sudah  terbukti  dengan  fakta 
bahwa  tiap  inisiatif  politik  pemerintah  disalurkan  melalui  lembaga-lembaga 
politik  lainnya  seperti  lembaga  perwakilan  kita,  sesuai  fungsi  dan  peranan 
yang  dituntut  oleh  konsepsi  yang  hendak  dijadikan  landasan  kebijakan.  Akan 
tetapi  adalah  mustahil  untuk  mengharapkan  adanya  keputusan  prinsipial  di 
bidang  politik  yang  dilancarkan  tanpa  adanya  inisiatif  pemerintah  lebih 
dahulu.  Walaupun  secara  keseluruhan  peranan  pemerintah  ini  positif,  di  masa 
lalu  seperti  diuraikan  di  muka  terdapat  gejala  bahwa  intervensi  pemerintah  di 
sana-sini  masih  bersifat  disfungsional.  Selama  belum  ada  kemapanan  fungsi, 
maka  hal-hal  yang  disfungsional  memang  adakalanya  dapat  dibenarkan. 
Namun  perlu  diingat  bahwa  strategi  politik  Orde  Baru  itu  sendiri  pada  giliran- 
nya  akan  menumbuhkan  fungsi  serta  peran  yang  makin  lama  makin  menonjol 
dari  lembaga-lembaga  politik  lainnya.  Kehendak  untuk  menciptakan 
kerangka  landasan  pembangunan  di  segala  bidang  kehidupan  merupakan  indi- 
kasi  dari  arah  yang  kita  tempuh.  Hal  ini  disadari  oleh  pemerintah  terbukti  dari 
kurangnya  intervensi  yang  disfungsional  tadi.  Jadi  secara  gradual,  memang 
sudah  terjadi  pembaharuan  dalam  sikap  politik  kita.  Namun  kiranya  masih 
perlu  ditingkatkan  konsistensi  dari  gejala  ini,  dengan  langkah-langkah  yang 
nyata  untuk  menciptakan  peran,  fungsi  maupun  bobot  dari  lembaga  kekua- 
saan lainnya  seperti  lembaga  perwakilan  serta  lembaga  peradilan  kita. 

Prospek  ke  arah  majunya  peranan  kelembagaan  politik  kita  akan  senan- 
tiasa  cerah  seiring  dengan  adanya  komitmen  yang  teguh  dari  para  penyeleng- 
gara  negara  untuk  selalu  mendekatkan  diri  pada  cita-cita  kemerdekaan  bangsa. 
Cita-cita  luhur  ini  hanya  dapat  ditempuh  jika  terwujud  persamaan  nasib  dan 
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cita-cita  pula  dalam  masyarakat  luas,  karena  persamaan  nasib  dan  cita-ciia 
inilah  yang  telah  membentuk  negara  bangsa  Indonesia,  Dengan  demikian 
upaya-upaya  politik  di.  masa  mendatang  harus  menempatkan  perwujudan 
solidaritas  sosial  dalam  perikehidupan  kebangsaan  kita,  Perwujudan  soli- 
daritas  sosial  amat  penting  di  masa-masa  dekat  ini  karena  proses  pembangunan 
nasional  kita  ^njengalami  tantangan-tantangan  berat,  antara  lain  disebabkan 
oleh  adanya  resesi  dunia  yang  mempunyai  dampak  yang  iangsung  merugikan 
pembangunan  ekonomi  kita  yang  merupakan  titik  berat  pembangunan  na- 
sional. Penderitaan  yang  diakibatkan  oleh  permasalahan  ekonomi  yang  me- 
muncak  hanya  akan  dapat  ditanggung  bebannya  oleh  semua  pihak  jika  sua- 
sana  solidaritas  sosial  dapat  diciptakan.  Sebaliknya  jika  terdapat  perasaan 
maupun  bukti  yang  meluas  bahwa  beban  permasalahan  ekonomi  ditanggung 
secara  tidak  adil  oleh  sebagian  masyarakat,  sedangkan  bagian  masyarakat  lain 
yang  relatif  lebih  makmur  seolah-olah  tidak  memikul  beban  yang  sepadan, 
maka  tidak  dapat  dipersalahkah  jika  terjadi  pula  kemerosotan  disiplin  sosial 
karena  menipisnya  solidaritas  bangsa,  Dalam  suasana  ini  kecemburuan  sosial 
amat  mudah  tercipta  sehingga  sekat-sekat  pemisah  bangsa  yang  telah  dikikis 
habis  dengan  perjuangan  politik  yang  demikian  lama,  dapat  tumbuh  kembali 
dalam  bentuk-bentuk  yang  mungkin  tidak  mampu  kita  lihat  perwujudannya 
dewasa  ini,  Kemungkinan  ini  harus  dapat  kita  antisipasikan  secara  dini,  su- 
paya  usaha-usaha  untuk  memerankan  lembaga-lembaga  politik  kita  dalam 
upaya  mewujudkan  solidaritas  sosial  ini  dapat  terus-menerus  dilakukan, 

Seperti  telah  diuraikan  di  atas,  suasana  politik  dewasa  ini  amat  mengun- 
tungkan  karena,  menurut  istilah  Nurcholis  Madjid,  dewasa  ini  terdapat 
gejala  konvergensi  nasional,  Kecenderungan  konvergensi  nasional  ini,  jika 
dikaitkan  dengan  upaya-upaya  pembentukan  solidaritas  sosial  yang  nyata 
akan  memberikan  makna  yang  amat  berharga  bagi  kehidupan  kebangsaan 
kita,  Di  lain  pihak  kecenderungan  konvergensi  nasional  jika  tidak  mampu 
menciptakan  solidaritas  sosiat,  hanya  akan  memperkuat  perasaan  bahwa  yang 
terjadi  tidaklah  lebih  dari  sekedar  pemusatan  dari  berbagai  hal,  baik  kekua- 
saan  maupun  somber  daya,  Sukar  untuk  mengharapkan  terwujudnya  disiplin 
sosial  dalam  suasana  semacam  ini,  dan  dapat  terbayang  besarnya  energi  serta 
upaya  yang  harus  dilakukan  untuk  memelihara  konvergensi  nasional  jika 
perasaan-perasaan  semacam  itu  dibiarkan  meluas 

Tantangan  seperti  dilukiskan  di  atas  menggarisbawahi  betapa  besar 
seharusnya  komitmen  kita  terhadap  Pancasila  dan  UUD  1945,  karena 
pengamalan  Pancasila  di  masa  mendatang  tidak  mustahil  harus  kita 
laksanakan  dalam  suasana  yang  jauh  dari  idea!,  di  mana  akan  terdapat 
kondisi-kondisi  obyektif  yang  dapat  memancing  orang  untuk  memikirkan 
alternatif-alternatif  lain.  Kemungkinan  dimasyarakatkannya  alternatif  lain 
tidak  boleh  diremehkan  dalam  abad  modern  ini  karena  kita  tidak  mempunyai 
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pilihan  Iain  kecuali  bersikap  terbuka,  yang  berarti  pula  terbukabagi  gagasan- 
igagasan  yang  datang  di  tengah-tengah  kiia  melalui  berbagai  cara.  Kctertu- 
tupan  bukanlah  jawaban,  karena  ketertulupan  terbukti  telah  merupakan  eks- 
perimen  yang  gagal,  bahkan  bagi  negara-negara  yang  menganut  ideologi  yang 
tertutup.  Karena  komitmen  terhadap  Pancasila  berarti  pula  komitmen  terha- 
.dap  demokrasi  sesuai  dengan  hakikat  Pancasila  sebagai  ideologi  yang  demo- 
i^kratis,  maka  tugas  pengamalan  Pancasila  harus  juga  kita  laksanakan  dengan 
vsemangat  demokrasi  tersebut..  Hal  ini  berarti  pula  bahwa  di  masa  mendatang 
iini,  usaha  yang  lebih  besar  harus  kita  curahkan  untuk  mempertinggi  derajat 
tkemandirian  masyarakat  dalam  pengamalan  Pancasila,  dan  tidak  hanya 
rmengandalkan  diri  dari  perkembangan  badan-badan  politik  formal  yang  kita 
fpunyai.  Dengan  demikian  masyarakat  harus  pula  ditingkatkan  peranannya 
vscbagai  asset  nasional  dalam  pcmbangunan,  scbagaimana  dinyaiakan  dalajn 
(GBHN.  Kesadaran  ideologis  masyarakat  akan  merupakan  penangkal  yang 
tberharga  bagi  usaha-usaha  untuk  penyusupan  ideologis  pihak  lain.  Oleh 
l^karena  itu  maka  suatu  tinjauan  mengenai  peranan  lembaga-lembaga  masya- 
rrakat  menjadi  penting,  karena  tantangan-tantangan  masa  depan  memerlukan 
Fpengerahan  yang  maksimal  dari  seluruh  sumber  daya  kita.  Kuatnya  peranan 
Membaga  masyarakat  dapat  merupakan  sumbangan  yang  berharga  terhadap 
Fprospek  kelembagaan  politik  kita,  karena  walaupun  lembaga  masyarakat 
I  tidak  mempunyai  fungsi  politik  yang  langsung,  namun  sebagai  kumpulan 
rmanusia  yang  terorganisasi  maka  lembaga  masyarakat  merupakan  bagian 
}yang  penting  dari  infrastruktur  politik  kita. 

Dan  segi  politik,  pentingnya  pertumbuhan  lembaga  masyarakat  dapat 
dirumuskan  sebagai  berikut:  Bagaimanapun  juga,  politik  adalah  seni  untuk 
mewujudkan  hal-hal  yang  mungkin.  Baik-buruknya  kemungkinan  yang  dapat 
kita  pertimbangkan  dalam  banyak  hal  amat  tergantung  dari  kemampuan  kita 
^bukan  saja  dalam  melihat  kemungkinan-kemungkinan  yang  ada,  namun  juga 
Idalam  melihat  kemungkinan-kemungkinan  yang  dapat  ditumbuhkan.  Sering- 
kali,  terbatasnya  kemungkinan  yang  ada  hanya  mampu  menciptakan  tindakan 
'politik  yang  jika  diukur  semata-mata  dari  segi  normatif,  tidaklah  memadai. 
Oleh  karena  itu  jika  kita  menginginkan  terciptanya  kemungkinan  yang  lebih 
baik  di  masa  mendatang,  maka  kita  harus  mampu  menciptakan  iklim  yang  le- 
bih baik,  agar  kemungkinan  yang  dapat  kita  pertimbangkan  di  masa  men- 
datang dapat  secara  normatif  kita  nilai  lebih  baik  pula.  Tumbuhnya  swadaya 
masyarakat  berperanan  dalam  menciptakan  kemungkinan  yang  normatif  lebih 
^baik  itu,  karena  masyarakat  yang  mandiri  serta  berswadaya  adalah  tulang 
rpunggung  kehidupan  politik  yang  demokratis.  Jika  lembaga  masyarakat  yang 
:  tumbuh  tersebut  terdiri  dari  Pancasilais  yang  tangguh,  maka  prospek  kelem- 
"bagaan  politik  di  masa  depan  senantiasa  cerah,  tidak  semata-mata  tergantung 
dari  mutu  kehidupan  politik  yang  dewasa  ini  kita  alami. 


Ikhtisar  Masalah  Ekonomi 


Hadi  SOESASTRO 


1 .  Prospek  dan  masalah  kesinambungan  perekonomian  bangsa  dan  negara 
dapat,  dan  perlu,  disoroti  dari  berbagai  segi.  Pengantar  ini  tidak  meng- 
ambil  pendekatan  sektoral,  yaitu^yang  membahas  perkembangan  dan 
masalah  pertanian  dan  industri  ataupun  pengelolaan  fiskal  dan  moneter, 
tetapi  menggunakan  pendekatan  tematik. 

2.  Tema  pertama,  dan  mungkin  yang  terutama,  adalah  masalah  penciptaan 
lapangan  kerja.  Yang  kedUa,  adalah  prospek  pertumbuhan  ekonomi  da- 
lam  era  "pasca-minyak."  Tema  ketiga,  yang  bersifat  normatif,  adalah 
yang  menyangkut  cita-cita  ideal  mengenai  sistem  ekonomi  Indonesia.  Ke- 
empat,  adalah  peninjauan  terhadap  perkembangan  ekonomi  nasional  se- 
bagai  bagian  dari  perkembangan  nasional  secara  keseluruhan.  Tema 
kelima,  yang  tidak  kalah  pentingnya,  adalah  perkembangan  ekonomi  In- 
donesia dilihat  dalam  perspektif  ~  dan  tantangan  ~  perkembangan  eko- 
nomi global  dan  regional  (Asia-Pasifik  dan  Asia  Tenggara). 

3.  Dari  berbagai  tinjauan  tematik  ini  kiranya  akan  tersimpulkan  bahwa  ke- 
sinambungan kehidupan  ekonomi  bangsa  dan  negara  bukannya  meminta 
pengukuhan  institusi-institusi  ekonomi  yang  ada  melainkan  *menuntut 
perubahan  institusional. 

4.  Masalah  penciptaan  lapangan  kerja  bukan  merupakan  masaiah  baru,  dan 
bukan  pula  masalah  sederhana  untuk  dipecahkan.  Selama  dasawarsa 
1970-an  tingkat  partisipasi  angkatan  kerja  (TPAK)  tidak  banyak  meng- 
alami  perubahan  (70%  untuk  laki-laki,  33%  untuk  wanita).  Pemanfaatan 
tenaga  kerja  yang  rendah  (underutilization)  tetap  merupakan  masalah. 
Secara  absolut  jumlah  tenaga  kerja  di  sektor  pertanian  tidak  mengalami 
penurunan,  walaupun  saham  sektor  pertanian  dalam  penyerapan  tenaga 
kerja  menurun  dari  sekitar  65%  (1971)  menjadi  56%  (1980).  Peningkatan 
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penyerapan  tenaga  kerja  di  sektor  non-pertanian  lebih  banyak  terjadi  di 
sektor  tertier  (jasa-jasa)  daripada  di  sektor  sekunderj  balk  di  desa  mau- 
pun  di  kota.  Data  BPS  (1981)  menunjukkan  bahwa  70%  dari  mereka  yang 
bekerja  di  Indonesia  adalah  berusaha  sendiri,  berusaha  dengan  bantuan 
buruh  tidak  tetap  atau  anggota  keluarga,  dan  bekerja  sebagai  pekerja 
keluarga.  Sebagian  besar  dari  jumlah  ini  sebenarnya  termasuk  dalam  apa 
yang  dinamakan  sektor  informal  (40%  di  kota-kota,  80%  di  pedesaan), 
yang  ~  per  definisi  ~  tidak  terjangkau  oleh  usaha-usaha  langsung  dan 
proyek-proyek  pembangunan  pemerintah.  Malahan  bila  terjangkau,  se- 
ringkali  akibatnya  bukanlah  penciptaan  lapangan  kerja  melainkan  elimi- 
nasinya.  Hal  ini  disebabkan  oleh  karena  keterlibatan  pemerintah  dalam 
pengelolaan  kehidupan  ekonomi  ~  khususnya  di  tingkat  lokal  ~  cen- 
derung  menciptakan  ekonomi  jawatan,  di  mana  mekanisme  birokrasi 
yang  sangat  tidak  sempurna  menggantikan  mekanisme  pasar  dan  seka- 
ligus  mematikan  potensi  swadaya  masyarakat. 

5.  Ketidaksempurnaan  mekanisme  birokrasi  ini  segera  terlihat  dari  pola 
alokasi  dana  dan  distribusinya  antara  aparat  Pemerintah  Pusat,  Daerah 
Tingkat  I,  Daerah  Tingkat  II,  dan  desa  yang  sangat  timpang  (105  :  15  : 
6  :  1  pada  tahun  1982)  dan  kecenderungan  sentralisasi  yang  semakin  besar 
(bandingkan  dengan  tahun  1975:  68  :  11  :  8  :  1).  Dengan  perkataan  lain, 
usaha  pemerintah  untuk  lebih  luas  menjangkau  ke  bawah  tidak  didam- 
pingi  oleh  perangkat  administratif  yang  memadai,  sedangkan  tidak  mung- 
kin  Pemerintah  Pusat  dapat  mempunyai  jangkauan  kontrol  yang  efektif. 

6.  Pertumbuhan  ekonomi  yang  cukup  tinggi  selama  dasawarsa  1970-an  me- 
rupakan  sebab  utama  mengapa  keadaan  ketenagakerjaan  tidak  mem- 
buruk.  Elastisitas  penyerapan  tenaga  kerja  di  sektor  formal,  yaitu  yang 
secara  efektif  dijangkau  pemerintah  memang  rendah,  tetapi  sektor  infor- 
mal, yang  berkembang  sebagai  akibat  pertumbuhan  ekonomi,  telah  men- 
jadi  penyelamat.  Untuk  mengatasi  masalah  lapangan  kerja  di  masa 
datang  perlu  kiranya  dipermasalahkan  kembali:  oleh  siapa,  bagaimana, 
dan  di  mana  (untuk  siapa)  diciptakan  lapangan  kerja.  Masalahnya  men- 
jadi  semakin  rumit  bila  prospek  pertumbuhan  ekonomi  tidak  menggem- 
birakan. 

7.  Prospek  perekonomian  Indonesia  dalam  era  "pasca-minyak"  tampaknya 
kurang  menggembirakan.  Hal  ini  mungkin  berarti  bahwa  landasan  dan 
kebijaksanaan  makro-ekonomi  perlu  mengalami  perubahan.  Kebutuhan 
("kehausan")  ekonomi  Indonesia  akan  devisa  dengan  intensitas  seperti 
dalam  dasawarsa  1970-an  mungkin  tetap  dapat  terpenuhi  melalui  usaha- 
usaha  penggalakan  ekspor  non-migas  secara  sistematis  dan  terarah.  Un- 
tuk itu  sektor  produksi  (pertanian  dan  industri)  perlu  dibenahi,  selain 
usaha  menciptakan  sistem  perdagangan  (luar  negeri)  yang  mantap.  Yang 
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jelas  tidak  dapat  dipenuhi  adalah  "kehausan"  pemerintah  akan  dana- 
dana  untuk  membiayai  anggaran.  Sebab,  pajak  dari  minyak  --  yang 
bagian  terbesar  merupakan  penerimaan  atas  pemilikan  sumber  alam 
(loyalty)  tidak  bisa  diganti  oleh  hasil  pajak  dari  kegiatan  produksi  yang 
menghasilkan  nilai  ekspor  yang  sama.  Artinya,  strategi  pembangunan 
yang  bertumpu  pada  peranan  dominan  dari  APBN  (pola  Pelita)  tampak- 
nya  sulit  dipertahankan. 

8.  Sejauh  mana  perubahan  peranan  ekonomi  pemerintah  dapat  diterima 
oleh  masyarakat  atas  pertimbangan  normatif  kiranya  perlu  pula  dibahas. 
Sebenarnya  perlu  pula  ditanyakan  sejauh  mana  peran  dominan  peme- 
rintah di  waktu  lalu  telah  dapat  membina  pengembangan  sistem  ekonomi 
yang  didambakan  oleh  Orde  Baru.  Dalam  Tap  MPRS  No.  XXIII/MPRS/ 
1966,  pasal  7,  misalnya,  dinyatakan  bahwa  dalam  demokrasi  ekonomi 
(yang  dicita-citakan  itu)  tidak  ada  tempat  bagi  ciri-ciri  negatif  sebagai 
berikut:  (a)  sistem  "free-fight-liberalism"  yang  menumbuhkan  eksploa- 
tasi  (b)  sistem  "etatisme"  dalam  mana  negara  beserta  aparatur  eko- 
nomi negara  berdominasi  penuh  dan  yang  mendesak  serta  mematikan 
potensi  serta  daya-kreasi  unit-unit  ekonomi  di  luar  sektor  negara;  (c)  mo- 
nopoli  yang  merugikan  masyarakat. 

9.  Observasi  yang  menarik  adalah  bahwa  di  masyarakat  ada  perasaan  bahwa 
ketiga  ciri  negatif  tersebut  kini  semakin  meluas  di  Indonesia.  Pada  saat 
bersamaan  ada  tuduhan  bahwa  di  satu  pihak  sistem  ekonomi  nasional 
telah  mengakibatkan  yang  kuat  bertambah  kuasa  (seperti  dalam  sistem 
free-fight  liberalism)  dan  di  pihak  lain  sistem  ekonomi  nasional  bertam- 
bah etatis,  dan  karena  eksistensi  kedua  hal  tersebut  (yang  sepintas  tam- 
paknya  kontradiktif)  timbuUah  monopoli-monopoli  (publik  dan  privat) 
yang  merugikan  karena  tidak  ada  kontrol  masyarakat  yang  efektif . 

10.  Dominasi  pemerintah  di  bidang  ekonomi  ini  kiranya  merupakan  pencer- 
minan  dari  dominasi  peran  pemerintah  di  semua  bidang  kehidupan.  Sis- 
tem administrasi,  birokrasi,  dan  mungkin  pula  sistem  politik,  yang  di- 
bangun  kembali  sejak  Orde  Baru,  untuk  menjamin  terciptanya  stabilitas 
politik  demi  terselenggaranya  pembangunan  ekonomi,  tampaknya  men- 
jurus  kepada  pemantapan  status-quo  demi  status-quo.  Ada  kemungkinan 
usaha-usaha  untuk  mengubah  peran  ekonomi  pemerintah  akan  mengha- 
dapi  tentangan  yang  kuat.  Padahal,  perubahan  peran  ini  tidak  harus 
berarti  pengurangan  peran  pemerintah  dalam  urusan  ekonomi.  Di  mana- 
mana  dibuiuhkan  intervensi  pemerintah,  tidak  hanya  untuk  mengoreksi 
"kegagalan  alokasi  pasar"  tetapi  juga  untuk  mensponsori  pembangunan 
(industriallsasi).  Namun,  "kegagalan  alokasi  non-pasar"  itu  kiranya  di- 
akibatkari  oleh  fungsi  pemerintah  yang  terlampau  dititikberatkan  pada 
fungsi  mengatur  (regulatory  function).  Yang  perlu  dibina  adalah  fungsi 
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pembangunan  (developmental  function)  dari  pemerlntah.  Perubahan 
orientasi  ini,  antara  lain,  akan  menghasilkan  "hubungan  penguasa- 
pengusaha"  yang  berbeda. 

Deregulasi  dalam  ekonomi  bisa  berjalan  seiring  dengan  pengembangan 
fungsi  pembangunan  pemerintah.  Pola  pembangunan  yang  bersifat 
"government-sponsored,  private  sector-led"  ini  tampaknya  menjadi  tun- 
tutan  khususnya  bagi  negara-negara  Asia-Pasifik  melihat  kecenderungan 
dan  tantangan  perkembangan  ekonomi  dunia  dan  ekonomi  kawasan  Asia- 
Pasifik.  Negara-negara  berkembang  seperti  RRC  dan  India,  dengan  pasar 
domestik  yang  luas  itu,  kiranya  menyadari  keadaan  ini  dan  berusaha 
menemukan  pola  baru  tersebut.  Mau  tidak  mau,  kenyataan  ini  perlu  di- 
tanggapi  secara  serius  oleh  Indonesia.  Bila  tidak,  ada  bahaya  bahwa  di 
kemudian  hari  ekonomi  Indonesia  akan  jauh  tertinggal  dibandingkan 
dengan  negara-negara  sekelilingnya.  Pola  pembangunan  di  atas  jelas 
menuntut  sektor  swasta  yang  tangguh,  yang  hingga  kini  sebenarnya  juga 
belum  ada  di  Indonesia. 


Dalam  Masa  Pasca-M inyak 
Hendaknya  Dipikirkan  Konsep 
'Tull  Services"  Banking* 


J.  PANGLAYKIM 


PENGANTAR 

Industri  perbankan  di  negara-negara  seperti  Amerika,  Inggris,  Jepang 
dan  bahkan  negara-negara  Asia  seperti  Malaysia,  sedang  mengalami  per- 
kembangan  yang  disebut  deregulasi  atau  liberalisasi.  Menurut  pengamatan 
kami,  deregulasi  yang  sedang  dalam  proses  pelaksanaannya  itu,  merupakan 
pencerminan  perubahan-perubahan  yang  dapat  dilihat  oleh  masyarakat  per- 
bankan dan  bisnis.  Perbankan  internasional  dilihat  sebagai  pendorong  ke  arah 
lekonomi  dunia.yang  terintegrasi. 

Sebelum  kita  membahas  aspek  dan  dampak  deregulasi  tersebut  kami  akan 
mengemukakan  perkembangan  yang  sedang  terjadi  di  dunia  bisnis  interna- 
sional dan  dampaknya  pada  industri  perbankan. 


BISNIS  DAN  PROSES  PERUBAHAN 

Dewasa  ini,  kita  dapat  melihat  perubahan  yang  sedang  terjadi  dalam  dunia 
bisnis  dan  usaha-usaha  lain.  Dalam  karangan  singkat  ini  kami  akan  berusaha 
mengajukan  beberapa  faktor  yang  dapat  dilihat  sebagai  penyebab  perubahan- 
perubahan  tersebut. 

Bisnis  di  negara-negara  yang  mengambil  strategi  perkembangan  ekonomi 
meialui  permintaan  dalam  negeri  (doniesfic  denwnd-led-growth  strategy), 
sedang  menghadapi  pasar  dalam  negeri  yang  telah  mencapai  titik  jenuh.  Ke- 
jenuhan  pasar  dalam  negeri  juga  dialami  oleh  negara-negara  yang  menerap- 
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kan  strategi  pertumbuhan  ekonomi  melalui  ekspor  (export-led-growth 
strategy).  Karena  pasar  dalam  negeri  mereka  sedang  jenuh,  mereka  mencari 
pasar-pasar  di  luar  negeri.  Untuk  itu  mereka  harus  mengadakan  perubahan 
manajemen,  personalia  dan  penciptaan  jaringan  internasional  seperti  yang 
telah  dimiliki  Sogo  Shosha  dan  Chaebol  misalnya.  Ini  berarti  mereka  harus 
memperbesar/mengekspansikan  usahanya  di  tingkat  internasional.  Di  tingkat 
nasional  kita  melihat  beberapa  pengusaha  telah  melakukan  diversifikasi  usa- 
hanya. Di  antara  usaha-usaha  itu  ada  yang  misalnya,  mendirikan  pabrik 
tekstil,  kayu  lapis,  poliester,  baja,  komponen  sepeda.  motor,  hotel,  gedung 
perkantoran,  yang  tentu  saja  memakan  biaya  yang  tidak  kecil. 


PEMBIAYAAN 

Karena  ukuran  usaha  membesar  dan  diversifikasi  maka  perusahaan  mem- 
butuhkan  berbagai  bentuk  dana  dan  pemanfaatannya.  Beberapa  waktu  yang 
lalu,  secara  tradisional,  sebuah  perusahaan  akan  menghubungi  bank  untuk 
memperoleh  pinjaman  modal  kerja  dan/atau  investment  bank  untuk  keper- 
luan  investasi,  atau  perusahaan  sekuriti  untuk  keperluan  penjualan  saham  ke 
masyarakat.  Tetapi  dewasa  ini,  tampak  sudah  demikian  ban  yak  perusahaan  di 
dalam  lingkungan  perusahaan  itu  sendiri,  yang  bertindak  sebagai  "bank  tidak 
resmi."  Dewasa  ini,  perusahaan-perusahaan  besar  telah  memiliki  semacam 
bagian  keuangan  atau  bank  intern  yang  dapat  mengeluarkan  dana-dana  yang 
terkonsentrasi  untuk  keperluan  perluasan/diversifikasi  usaha. 

Selain  itu,  perusahaan-perusahaan  besar  kini  dapat  menarik  modal  lang- 
sung  dari  pasar  uang  dan  modal  nasional  dan  internasional  melalui  berbagai 
"alat"  keuangan  seperti  surat  hutang  (bond),  promissory  note  (promnote), 
commercial  papers,  pinjaman  sindikasi  misalnya.  Sebagai  contoh,  beberapa 
perusahaan  besar  Jepang  (Sogo  Shosha),  beberapa  waktu  yang  lalu,  masih 
sangat  tergantung  kepada  bank  mereka  (misalnya  Marubeni  kepada  Fuji 
Bank,  Daiichi  Kangyo  kepada  Daiichi  Kangyo  Bank).  Bank-bank  tersebut 
memberikan  kredit  dalam  jumlah  yang  cukup  besar  kepada  perusahaan- 
perusahaan  Jepang.  Mereka  tidak  langsung  membiayai  perusahaan-perusa- 
haan menengah  dan  kecil  tetapi  melalui  Sogo  Shosha.  Ini  disebabkan  bank- 
bank  Jepang  waktu  itu,  belum  mempunyai  cukup  dana  dan  pengalaman  untuk 
membiayai  dan  menghadapi  ribuan  usaha  menengah  dan  kecil  itu.  Kredit  yang 
diberikan  oleh  Sogo  Shosha  bervariasi  dari  berbentuk  bahan  mentah  sampai 
modal  kerja.  Ini  sebenarnya  sama  seperti  yang  dilakukan  oleh  "big  ten" 
:  perusahaan-perusahaan  Belanda  pada  jaman  kolonial.  Bank-bank  besar  Be- 
landa,  waktu  itu,  tidak  memberikan  kredit  langsung  kepada  usaha-usaha  me- 
nengah dan  kecil  di  Indonesia,  tetapi  melalui  "big  ten."  "Big  ten"  inilah  yang 
bertanggung  jawab  sebagai  penyalur. 
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Dilihat  dari  sudut  perbankan,  kerjasama  seperti  ini  masih  sederhana,  tidak 
membutuhkan  aparat  dan  jaringan  yang  luas.  Sebaliknya,  "big  ten"-lah  yang 
harus  mempunyai  aparat  dan  jaringan  yang  terbesar  di  pelosok  Indonesia. 
Mereka  harus  memiliki  verkopers  (tenaga-tenaga  penjuai)  yang  setiap  hari 
harus  berhubungan  dengan  ribuan  pengusaha  (grosir  dan  eceran)  untuk 
mengecek  apakah  pesanan  tidak  melebihi  kemampuan  pengusaha-pengusaha 
tersebut,  menagih  pembayaran  yang  sudah  jatuh  tempo,  dan  sebagainya. 
Dalam  hal  ini,  Chaebol  (general  trading  firm  Korea  Selatan)  tampak  baru 
akhir-akhir  ini  saja  dapat  menggunakan  pembiayaan  dari  Export-Import 
Bank  karena  mereka  menyadari  bahwa  tanpa  pembiayaan  yang  kuat,  mereka 
tidak  akan  mungkin  dapat  bersaing  di  pasar  internasional.  Perusahaan- 
perusahaan  dagang  Jerman  Barat  dan  Perancis  misalnya,  menggunakan  sis- 
tem  kerjasama  dengan  bank-bank  mereka.  Bank-bank  tersebut  langsung 
membiayai  transaksi-transaksi.  Untuk  transaksi  sebesar,  katakan,  US$10  juta, 
pembeli  diminta  memberikan  uang  muka  sebanyak  10%  atau  20%  misalnya, 
sisanya  dibiayai  oleh  bank. 

Dewasa  ini,  para  Sogo  Shosha  sudah  sangat  kuat  di  bidang  finansial. 
Mereka  tidak  lagi  bergantung  kepada  satu  atau  dua  bank,  tetapi  mereka  telah 
menjalin  hubungan  dengan  ratusan  bank  internasional.  Mereka  dapat  pula 
menarik  modal  langsung  dari  pasar  uang  dan  modal  internasional,  atau  me- 
ngeluarkan  bonds,  commercial  papers,  pinjaman  sindikasi.  Dengan  demikian 
kemampuan  dan  kesanggupan  mereka  memberikan  pinjaman  sangat  mening- 
kat.  Tidak  mengherankan  bila  mereka  dapat  membiayai  proyek-proyek  besar 
yang  tersebar  di  pelosok  dunia,  atau  bila  mereka  dapat  mengekspos  pinjaman 
kepada  kelompok  usaha  di  Indonesia  minimal  US$1  milyar.  Secara  keselu- 
ruhan  kemampuan  mereka  mengelola  dana  dapat  dikatakan  luar  biasa  dan 
fantastis.  Salah  satu  dari  "big  nine  Sogo  Shosha"  misalnya,  mampu  mem- 
berikan pinjaman  sampai  puluhan  milyar  dollar,  Ini  berarti  dengan  nama 
baik,  organisasi/manajemen  yang  rapi,  dan'kesempatan  bisnis  yang  dipergu- 
nakannya  dengan  sebaik-baiknya,  mereka  dapat  memanfaatkan  dana  interna- 
sional secara  global.  Dengan  kata  lain,  mereka,  Sogo  Shosha,  juga  merupakan 
bank  karena  mereka  telah  mampu  menjadikan  uang  dan  modal  sebagai  ko- 
moditi  baru! 

SURPLUS  NERACA  PERDAGANGAN 

Surplus  neraca  perdagangan  Jepang  atas  Amerika  dan  negara-negara 
MEE,  dalam  realita,  merupakan  hasil  ekspor  Jepang  ke  dunia  internasional. 
Dalam  kenyataan,  dollar  dalam  jumlah  milyaran  berada  dalam  penguasaan 
perusahaan-perusahaan  Jepang,  Mitsui,  Marubeni,  Mitsubishi,  Toyota, 
Bridgestone,  Nissan,  dan  Hitachi  misalnya.  Ini  berarti  bahwa  Jepang  telah 
dapat  digolongkan  sebagai  pengekspor  modal  yang  selalu  dikaitkan  dengan 
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penanaman  proyek  investasi,  atau  penanaman  dalam  US  government  ireasury 
bonds,  atau  membeli  ekuiti  perusahaan  di  Amerika.  Dewasa  ini  telah  timbul 
semacam  kekhawatiran  di  Amerika  bahwa  Jepang  akan  menjadi  pemilik  de- 
mikian  banyak  perusahaan  di  negara  tersebut  dan  menjual  kembali  produk- 
produknya  sebagai  produk  made  in  America.  Seperti  diketahui,  surplus  per- 
dagangan  yang  diperkirakan  akan  terus  meningkat,  telah  diarahkan  oleh 
investor-investor  Jepang  ke  proyek-proyek  berteknologi  tinggi  di  negara- 
negara  industri.  Jepang  mengatakan  bahwa  surplus  tersebut  dimanfafttkan 
kembali  karena  ditariam  di  proyek  secara  internasional. 


KE  ARAH  INDUSTRI  BERTEKNOLOGI  TINGGI 

Penanaman  modal  dalam  industri-industri  berteknologi  tinggi  merupakan 
faktor  penyebab  lain  terjadinya  perubahan  dalam  dunia  bisnis  (perusahaan- 
perusahaan  dagang  besar  Jepang  seperti  Mitsui,  mulai  mengalihkan  perhatian 
ke  industri-industri  berteknologi  tinggi).  Dalam  usaha  mendirikan  industri- 
industri  tersebut  di  luar  negeri,  negara  yang  mempunyai  sarana  yang  paling 
memungkinkan  untuk  pendirian  tersebut  tampaknya  ialah  Amerika. 

Investasi  itu  sendiri  jelas  memerlukan  modal  yang  besar.  Menurut  perhi- 
tungan,  investasi  dalam  industri-industri  berteknologi, tinggi  di  Amerika  akan 
terus  meningkat.  Inv.estasi  juga  dilakukan  dalam  indusiri  jajsa-jasa  seperti 
penguasaan  bank-bank  oleh  lembaga-lembaga  keuangan  Jepang. 


PERUSAHAAN-PERUSAHAAN  AMERIKA 

Perusahaan-perusahaan  besar  di  Amerika,  seperti  telah  diketahui,  telah 
dapat  menarik  modal  langsung  dari  masyarakat  dan-  tidak  lagi  terlalu  ber- 
gantung  kepada  bank-bank  walaupun  mereka  masih  menggunakannya.  Hal 
ini  telah  dilakukan  oleh  IBM,  Sears  &  Roebuck  misalnya.  Mereka  menge- 
luarkan  surat-surat  berharga  dan  menjualnya  kepada  masyarakat.  Sears  & 
Roebuck  misalnya  mtmxWkv  financial  supermarket,  sendiri  dengan  puluhan 
ribu  langganan  yang  dapat  mengorganisasikan  dirr  dalam  supermarket  ter- 
sebut. Dewasa  ini,  mereka  bahkan  telah  dapat  bersaing  dalam  penarikan  dana 
dari  masyarakat. 


LALU-LINTAS  BEBAS 

Dengan  meluasnya  lalu-lintas  pasar  uang  dan  modal  internasional.mobi- 
litas  antara  negara-negara  dan  pusat-pusat  keuangan  pun  turut  berkemipang 
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ke  arah  kecanggihan.  Para  pemegang  uang  dalam  perusahaan-perusahaan, 
pada  gilirannya,  mulai  memiliki  keahlian  mengenai  perbankan  dan  pasar  ke- 
uangan  sehingga  sistem  pembiayaan  perbankan  yang  masih  tradisional  mau 
tidak  mau  mengalami  perubahan  besar  khususnya  sistem  pembiayaan  di 
negara-negara  industri  dan  beberapa  negara  sedang  berkembang.  Dengan 
adanya  komunikasi  yang  mudah  antara  pusat-pusat  keuangan  dan  langganan- 
langganan,  dan  kemudahan-kemudahan  lain  seperti  jaringan  informasi  de- 
ngan sistem  kemputer,  maka  dapat  diperkirakan  bahwa  dunia  keuangan  inter- 
nasional  dan  nasional  dalam  tahun-tahun  mendatang  akan  mengalami  per- 
ubahan pula.  Teknologi  yang  canggih  seperti  telematik  kurang  lebih  akan 
mempersatukan  negara-negara  dalam  suatu  "global  system." 

MENGURANGI  KETERGANTUNGAN  KEPADA  DUNIA  PERBANKAN? 

Untuk  sementara  kita  dapat  menarik  kesimpulan  bahwa  dunia  usaha  na- 
sional dan  internasional  (khususnya  negara-negara  industri)  telah  memiliki 
kemampuan  sendiri  untuk  menarik  uang  dan  modal  dari  pasar  nasional  dan 
internasional.  Dengan  demikian  ketergantungan  mereka  kepada  sektor  per^ 
bankan  mulai  berkurang  dan,  pada  gilirannya,  hubungan  mereka  dengan 
sektor  perbankan  pun  mengalami  perubahan  yang  tidak  kecil.  Deregulasi 
sistem  perbankan  antara  lain  menyebabkan  liberalisasi  berbagai  peraturan 
mengenai  penempatan  modal.  Langkah-jangkah  yang  telah  dilakukan  oleh 
perbankan  di  Amerika  dan  Inggris  itu,  dapat  dikatakan  mempunyai  sifat-sifat 
seperti  yang  terlihat  dalam  "the  unregulated  Euromarkets,"  yakni  pasar  yang 
seolah-olah  tidak  bernasionalitas.  Ini  berarti  bank-bank  komersial,  bank-bank 
investasi,  dan  bank-bank  lain,  serta  perusahaan/industri,  saling  bersaing  un- 
tuk memperoleh  dana  masyarakat  khususnya  dana  perusahaan-perusahaan 
asuransi,  yayasan,  pensiun  misalnya. 

DEREGULASI  SISTEM  PERBANKAN:  BEBERAPA  CATATAN 

Menurut  pandangan  kami,  akibat  perubahan  dalam  dunia  usaha  dan  in- 
dustri tersebut  bukan  saja  membutuhkan  pembiayaan  yang  terus  meningkat, 
juga  diperlukan  bentuk-bentuk  pembiayaan  baru.  Sektor  perbankan,  bagai- 
manapun  besarnya,  tampak  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan  pembiayaan 
sebagai  akibat  perkembangan  pesat  dunia  usaha  nasional  dan  internasional 
itu.  Perusahaan-perusahaan  besar  seperti  Marubeni,  IBM,  General  Motors 
misalnya,  tidak  lagi  dapat  mengandalkan  diri  kepada  beberapa  bank  saja 
karena  bank-bank  tersebut,  dibatasi  oleh  peraturan,  tidak  dapat  memberikan 
kredit  sejumlah  yang  diperlukan  oleh  usaha/industri.  Keterbatasan  kemam- 
puan memberikan  kredit  sektor  perbankan  itu  lebih  terasa  sejak  dihapuskan- 
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nya  nilai  tukar  tetap  (fixed  exchange  rate)  dan  diberlakukannya  nilai  tukar 
mengambang  (floating  excliange  rate).  Keadaan  ini  memaksa  sektor  usaha/ 
industri  memupuk  keahlian  sendiri  dalam  pengolaiian  valuta  asing  dan  seluk- 
beluk  perbankan.  Pada  gilirannya  ini  mengakibatkan  manajer-manajer  baru 
yang  dicari/ditarik  dari  sektor  perbankan,  harus  menyiapkan  diri  menghadapi 
tugas  baru  sebagai  ahli  dalam  bidang  perbankan  dan  dalam  bidang  mata  uang 
luar  negeri  di  dalam  lingkungan  perusahaan.  Ini  berarti  bahwa  mereka  harus 
lebih  canggih  dalam  bidang  keuangan/pembiayaan.  Dengan  adanya  per- 
ubahan  yang  mendalam  pada  perusahaan-perusahaan  nasional  dan  interna- 
sional  maka  para  bankir  mulai  mendesak  diadakannya  deregulasi  sistem  per- 
bankan. Deregulasi  itu  dimaksudkan  untuk  mengurangi  peraturan-peraturan 
mengenai  penarikan  dan  penempatan  modal  dan  uang  dalam  sektor  per- 
bankan dan  mengenai  perbedaan  antara  bank-bank  komersial,  investasi, 
perusahaan-perusahaan  sekuriti  misalnya.  Sebagai  contoh  di  Jepang  dewasa 
ini  terdapat  dua  kekuatan  yang  ingin  menghapuskan  batas-batas  usaha  antara 
bank-bank  komersial  (city  banks)  dan  perusahaan-perusahaan  sekuriti 
(Nomura,  Nikko,  misalnya),  sehingga  bank-bank  komersial  dapat  melakukan 
usaha-usaha  perusahaan  sekuriti  dan  sebaliknya.  Dewasa  ini  Yen  sudah  mulai 
memperlihatkan  kecenderungan  ke  arah  menjadi  suatu  mata  pembayaran  in- 
ter nasional. 

Dewasa  ini,  Amerika  Serikat  tampak  telah  mengarah  ke  proses  perubahan 
usaha  perbankan.  Bank-bank  seperti  Citicorp  misalnya,  yang  beberapa  waktu 
yang  lalu  tidak  dapat  beroperasi  di  negara  bagian  lain  di  Amerika,  kini  telah 
bergerak  dengan  membeli  bank-bank  di  negara-negara  bagian  lain.  Mereka 
telah  mengadakan  merger  atau  kerjasama  dengan  perusahaan-perusahaan 
sekuriti  bukan  saja  di  Amerika  Serikat,  juga  di  London,  Singapura,  dan 
Hongkong  misalnya.  Citicorp  dapat  digolongkan  sebagai  "global  bank." 
Dengan  demikian  telah  timbul  kelompok  usaha  baru.  Kelompok  usaha  baru 
ini,  untuk  melalukan  "pencaplokan"  usaha-usaha  kecil,  jelas  memerlukan 
modal  yang  tidak  kecil.  "Merchant  banks"  seperti  Kleinwort  Benson,  Hil 
Samuel  Group,  S.G.  Warburg  di  Inggris  yang  beberapa  waktu  yang  lalu  hanya 
memerlukan  modal  yang  tidak  terlalu  besar,  kini  untuk  m.elakukan  "placing" 
harus  memperbesar  kekuatan  modalnya  karena  perusahaan  yang  dibeli  oleh 
bank-bank  besar  Amerika  Serikat,  memperoleh  injeksi  modal  yang  besar.  Ini 
dibuktikan  oleh  Rule  415  US  SEC  pada  bulan  April  1982.  Dengan  adanya 
peraturan  tersebut,  sebuah  perusahaan  dapat  melakukan  pendaftaran  terlebih 
dahulu  pengeluaran  bonds  atau  saham-saham  tanpa  bantuan  penjamin  dan 
menempatkannya  untuk  jangka  waktu  dua  tahun,'  Dalam  kaitan  tersebut 
perusahaan-perusahaan  besar  seperti  Solomon  Brothers,  First  Boston, 
Goldman  Sachs,  tampak  dapat  menarik  manfaat. 


^The  Economist,  16  Marct  1985. 
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Selain  bank-bank  komersial  dan  investasi  (commercial  &  investment 
banks),  usaha-usaha  besar  seperti  Sears  &  Roebuck,  dengan  volume  penjualan 
US$30,8  milyar,  juga  telah  membuka  lembaga  keuangan  yang  tergolong 
financial  supermarket.  Dengan  puluhan  ribu  langganan,  mereka  mempunyai 
basis  yang  cukup  kuat  sebagai  lembaga  keuangan  yang  bergiat  sebagai  finan- 
cial supermarket.  Mereka  yang  memerlukan  uan'g  dan  yang  ingin  menyimpan 
uang  dapat  melakukannya  melalui  Sears  &  Roebuck.  Sebetulnya  supermarket 
di  negara  kita  dapat  dikatakan  telah  melakukan  fungsinya  karena  mempunyai 
kedudukan  yang  unik.  Para  pensuplai,  yang  dapat  terdiri  dari  ratusan  bahkan 
ribuan  itu,  telah  membiayai  mereka  dengan  bertindak  sebagai  retail  ouf/et 
dengan  memberikan  pinjaman  berjangka  waktu  1  sampai  2  bulan  bergantung 
kepada  jenis  produk,  apakah/<75/  atau  slow  moving.  Kue-kue  basah  misalnya, 
termasuk  ke  dalam  golongan  produk  fast  moving  karena  produk  ini  me- 
nyangkut  pengusaha  kecil,  sehingga  "financial  settlement"  dilakukan  dengan 
cepat. 


PERBANKAN,  KE  ARAH  "FULL  SERVICES"  BANKING?  (BANK 
YANG  DAPAT  MENYEDIAKAN  JASA-JASA  YANG  LENGKAP) 

Dengan  adanya  perkembangan  sektor  perbankan  sebagai  akibat  berbagai 
peratuirain  (deregulasi,  liberalisasi,  atau  yang  bersifat  mengurangi.campur  ta- 
ngan  langsung  petugas  pemerintah  dalam  sektor  tersebut),  maka  timbulnya 
kelompok-kelompok  baru  merupakan  tanda  bahwa  sektor  perbankan  sedang 
mengarah  ke  "full  services  banking"  atau  pemberian  jasa-jasa  yang  lengkap. 

Bank-bank  dengan  pengelompokan  barunya. dapat  memberikan  jasa-jasa 
bank  komersial,  atau  dapat  bertindak  sebagai  bank  investasi,  bukan  saja 
dalam  hal  pencarian  modal,  juga  dalam  bentuk  nasihat  atau  paket  (bank  ko- 
mersial gaya  lama  dan  baru),  memberi  bantuan  dalam  perdagangan  imbal-beli 
(counter-trade)  dengan  negara-negara  yang  mendasarkan  perdagangannya 
pada  sistem  perdagangan  tersebut,  memberi  nasihat  dalam  bidang  asuransi, 
membiayai  dalam  bidang  energi,  perkebunan,  agribisnis,  dan  sebagainya. 
Mereka  tidak  lagi  mempermasalahkan  perbedaan-perbedaan  antara  bank- 
bank  komersial,  investasi,  dan  perusahaan-perusahaan  sekuriti.  Dewasa  ini 
kombinasi  bank  komersial/investasi/sekuriti  dan  "brokerage"  sudah  mulai 
muncul. 

Tetapi  masalah  yang  kita  hadapi  jauh  lebih  sulit,  yakni  perbedaan  antara 
bank  devisa  dan  bank  non-devisa,  lembaga  keuangan  non-bank.  Perbedaan 
tersebut  dalam  keadaan  bisnis  dan  industri  dan  dunia  keuangan  yang  sedang 
dalam  proses  perubahan  itu,  sebenarnya  kurang  relevan  lagi,  bahkan  dapat 
dilihat  sebagai  kendala.  Oleh  karena  itu  menurui  kami,  tekanan-tekanan  ke 
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arali  pcncrapan  dcrcgulasi  sisiem  perbankan,  mempunyai  alasan-alasan  yang 
mcnaiik. 

PERBANKAN  DI  ASEAN:  BEBERAPA  CATATAN  SINGKAT 


Singapura 

MAS,  akhir-akhir  ini,  tampak  mengatur  perkembangan  perekonomian 
Singapura  sebagai  pusat  keuangan  dengan  cukup  ketat.  Dari  perkembangan 
kclompok-kelompok  usaha  seperti  OCBC,  UOB  (baru  saja  membuka  perwa- 
kilan  di  Jakarta),  OUB,  DBS  misalnya,  kita  dapat  melihat  perkembangan 
sistem  perbankan  di  negara  tersebut.  Perbedaan  antara  bank  devisa  dan  bank 
non-devisa  tidak  tampak  lagi.  Hal  ini  disebabkan  bank-bank  di  Singapura 
minimal  dapai  digolongkan  sebagai  bank  regional  dan  bahkan  beberapa  di 
antara  mereka  telah  bergiat  di  tingkat  interna'sional.  Sementara  itu,  per- 
saingan  di  dalam  negeri  pun  cukup  ketat. 

Akhir-akhir  ini,  banyak  perusahaan  terkenal  mengalami  kesulitan  ke- 
uangan, bahkan  di  antara  mereka  ada  yang  telah  bangkrut.  Oleh  karena  itu, 
bank-bank  telah  meminta  tzunbahan  jaminan. 

Deregulasi  sistem  perbankan  di  Singapura  tampak  belum  menghilangkan 
perbedaan  antara  bank  komersial,  merchant  bank,  dan  lembaga  keuangan 
(finance  companies).  Kegiatan  mereka  masih  ditentukan  oleh  MAS  dan  belum 
mengalami  liberalisasi.  Tetapi  di  dalam  pasar  uang  dan  modal  Singapura 
tersedia  cukup  banyak  "alat"  keuangan.  Usaha  mereka  pada  tingkat  off- 
shore cukup  berkembang,  terbukti  dari  puluhan  bank  asing  dan  bank  nasional 
Singapura  bergiat  dalam  pemberian  pembiayaan  off-shore.  Pasar  off-shore 
terbesar  mereka  ialah  Indonesia.  Jumlah  total  asset/liabilities  Asian  Dollar 
Unit  dalam  tahun  1984  adalah  sebesar  $128  milyar. 

Dunia  perbankan  yang  modern  dan  beroperasi  secara  canggih  dapat  di- 
katakan  sebagai  bagian  dari  dunia  perbankan  modern.  Terlihat  pula  para 
pemimpin  yang  relatif  muda  yang  mengelola/menangani  bank-bank  di  Singa- 
pura. Mereka  memimpin  bank-bank  tersebut  setelah  memperoleh  latihan, 
pendidikan,  pengalaman  setelah  bekerjasama  dengan  bank-bank  asing.  Pe- 
nguasaan  bahasa  Inggris  tampak  sangat  membantu  mereka  dalam  pencarian 
posisi  dalam  perbankan  internasional.  Tetapi  keberhasilan  para  bankir  dan 
pemimpin-pemimpin  instansi  dapat  mengarah  ke  suatu  tipe  arogansi  (ke- 
congkakan).  Setidaknya  demikian  menurut  pandangan  para  bankir  luar  negeri 
yang  berkesempatan  berhubungan  dengan  mereka.  Dan  masalah  kecongkakan 
dan  kompleks  ini  memani?  sulit  diterka  karena  hal  itu  dapat  dikatakan  sebagai 
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suatu  "kebiasaan"  (baca:  kelemahan!)  manusia  yang  telah  berhasil.  Kedu- 
dukan  sering  mengakibatkan  perubahan  perilaku  manusia.  Arogansi  tersebut 
tampaknya  menjadi  salah  satu  kelemahan  mereka  yang  oerhasil  di  bidang  ke- 
uangan  internasional  di  antara  mereka  yang  diserahi  tugas  memimpin  dan 
mengatur  pada  tingkat  resmi  di  Singapura  misalnya. 

Sektor  usaha  di  Singapura,  dengan  usaha  "off-shore"-nya,  tampak  telah 
memperoleh  pelayanan  yang  cukup  baik  dengan  tersedianya  berbagai  "alat" 
keuangan.  Pada  gilirannya,  sektor  ini  dapat  menyediakan  berbagai  bentuk 
kredit  baik  bank-bank  nasionalnya  maupun  lembaga-lembaga  keuangan  luar 
negeri. 

Malaysia 

Dengan  ditunjuknya  menteri  keuangan  dari  sektor  swasta,  yakni  seorang 
pengusaha  yang  tergolong  berhasil  dan  seorang  akuntan  senior  pada  salah  satu 
perusahaan  asing  sebagai  Giibernur  Bank  Sentral,  tampak  dunia  perbankan 
Malaysia  sedang  mengalami  berbagai  perubahan,  Mereka,  secara  bertahap, 
mengarah  ke  "full  services  banking"  dan  deregulasi  sistem  perbankan  yang 
telah  dimulai  di  negara-negara  industri.  Dunia  perbankan  di  negara  ini  dengan 
ikut  sertanya  perusahaan-perusahaan  milik  negara  dalam  penguasaan  dana 
misalnya,  dapat  djkatakan  didaminasi  pleh  bank-bank  milik  negara;  misalnya 
Malayan  Banking,  United  Malayan  Banking  Corporation,  Bumiputera 
Berhad.  Bank-bank  luar  negeri  tampak  diperkenankan  ikut  serta  dalam  pe- 
milikan  perbankan  di  Malaysia. 

Dewasa  ini,  mereka  sedang  memikirkan  cara-cara  menghilangkan  kendala- 
kendala  yang  ada  dan  masih  memisahkan  lapangan  kerja  lembaga-lembaga 
keuangan. 

Thailand 

Thailand  tampak  telah  berhasil  mengatasi  berbagai  kesulitan  likuiditas  dan 
manipulasi  yang  dialami  oleh  lembaga-lembaga  keuangan  di  negara  tersebut. 
Thailand  juga  telah  memiliki  gubernur  bank  sentral  baru.  Peraturan  yang 
mengharuskan  bank  dimiliki  oleh  ratusan  pemegang  saham  (go  public)  tam- 
pak sudah  diterapkan  di  negara  tersebut.  Bank-bank  swasta  seperti  Bangkok 
Bank  misalnya  tampak  masih  mendominasi  sektor  perbankan  di  sana.  Sampai 
saat  ini  Pemerintah  Thailand  baru  dua  kali  mendevaluasikan  nilai  Baht-nya. 
Seseorang  dari  sektor  swasta  telah  ditarik  ke  dalam  lingkungan  pemerintah 
untuk  mendampingi  perdana  menteri  dalam  penelaahan  dan  penilaian  pe- 
ranan  sektor  swasta  dalam  pembangunan  perekonomian  negara  tersebut. 
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Bank-bank  swasta  pun,  akhir-akhir  ini,  banyak  menarik  tenaga-tenaga  yang 
pernah  menjadi  teknokrat  di  berbagai  departemen,  khususnya  dari  lingkungan 
bank  sentral,  karena  mereka  memperoleh  pendidikan  yang  cukup  tinggi  dan 
tergolong  tenaga-tenaga  yang  dapat  diandalkan.  Peran  bank-bank  swasta  di 
Thailand  adalah  cukup  besar  dan  mereka  yang  menjadi  pendorong  berhasil- 
nya  sektor  swasta  dalam  turut  serta  dalam  program  pembangunan  ekonomi 
Thailand.  Pemerintahnya  berusaha  menciptakan  lingkungan  yang  meng- 
gairahkan.  Thailand  sudah  memulai  "Thailand  Trust." 

Pilipina 

Memburuknya  perekonomian  dan  timbulnya  masalah-masalah  lalu-lintas 
devisa  telah  menyebabkan  bank-bank  di  Pilipina,  dewasa  ini,  praktis  terisolasi 
dari  dunia  perbankan  internasional.  Mereka  lebih  banyak  bergiat  di  tingkat 
nasional.  Banyak  bank  di  luar  Pilipina  telah  meminjamkan  dana  kepada 
bank-bank  Pilipina  atau  mendepositokan  dananya  pada  Citicorp  cabang 
Manila,  tetapi  dengan  adanya  moratorium  dalam  pembayaran  kembali  maka 
banyak  dari  mereka  yang  mengalami  kesulitan/kemacetan  dalam  penarikan 
kembali  dana  mereka.  Salah  satu  lembaga  keuangan  yag  cukup  dikenal  di 
ASEAN,  PICA  terpaksa  menjual  sebagian  sahamnya  kepada  Elder,  suatu 
kelompok  usaha  dari  Australia.  Hal  itu  disebabkan  PICA  tidak  dapat  menarik 
kembali  piutangnya  sebesar  US$70  juta  di  Pilipina. 

Kita  belum  mengetahui  banyak  mengenai  perkembangan  perbankan  di 
Pilipina.  Yang  pasti  sebelum  timbulnya  kesulitan  yang  dihadapi  oleh  bank- 
bank  pemerintah,  sektor  swasta  mempercayakan  penanganan  dana  mereka 
(deposito)  kepada  bank-bank  swasta.  Waktu  itu  pemerintah  tampak  berusaha 
menciptakan  semacam  universal  banking,  tetapi  dewasa  ini  usaha  ke  arah  itu 
tampak  mengalami  penangguhan.  Perundingan-perundingan  pemerintah 
Pilipina  dengan  IMF  serta  dengan  bank-bank  internasional  masih  berlang- 
sung. 

Indonesia 

Seperti  diketahui  perbankan  di  Indonesia  masih  didominasi  oleh  bank- 
bank  negara/pemerintah.  Bank-bank  swasta  devisa  dan  non-devisa  masih  ter- 
tinggal  jauh  dari  bank-bank  negara/pemerintah  dalam  hal  kemampuan  dan 
kapasitas.  Namun  demikian  bank-bank  swasta  devisa  dan  non-devisa  masih 
merupakan  sumber  pembiayaan/pemberi  kredit  bagi  sektor  perdagangan. 
Saham  mereka  di  bidang  investasi  masih  tertinggal  jauh.  Hal  ini  disebabkan 
oleh  deposit  base  mereka  yang  masih  labil.  Deposit  base  perbankan  swasta 
masih  bersifat  jangka  pendek  (satu  tahun)  karena  sebagian  besar  depositor 
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belum  bersedia  menyimpan  untuk  jangka  waktu  yang  lebih  panjang.  Selama 
tidak  terdengar  isyu-isyu  mengenai  rupiah,  maka  sektor  perbankan  kita  dapat 
berusaha  dengan  tenang,  tetapi  bila  terbetik  isyu  di  bidang  moneier,  dengan 
cepat  isyu  itu  dapat  mengguncangkan  bank-bank  swasta,  termasuk  merepot- 
kan  bank  sentral. 

Hendaknya  sektor  perbankan  swasta  memikirkan  usaha-usaha  pencarian 
bentuk-bentuk  deposito  yang  dapat  menjadikan  dasar  perbankan  lebih  kuat. 
Misalnya  membuat  semacam  kebijaksanaan  yang  membebaskan  depositor 
yang  mendepositokan  dananya  untuk  jangka  waktu,  katakan,  dua  atau  tiga 
tahun,  dari  pajak,  atau  dengan  kata  lain  "memutihkan"  modalnya.  Dengan 
jalan  itu  mungkin  deposit  base  sektor  perbankan  swasta  akan  lebih  kuat/ 
mantap.  Atau  bank-bank  dapat  pula  mengeluarkan  semacam  surat  utang  ber- 
jangka  waktu  sampai  dengan  lima  tahun.  Bank  Duta  Ekonomi  sudah  memulai 
mengambil  dana  bersifat  jangka  panjang. 

Dewasa  ini,  sektor  perbankan  masih  menghadapi  kendala-kendala  yang 
dilihat  sebagai  menghambat  perkembangannya  ke  arah  tipe  "full  services 
banking."  Di  pihak  lain,  sektor  industri/usaha  kita  telah  dapat  memanfaat- 
kan  kredibilitas  mereka  untuk  menarik  modal  dari  pasar  uang  dan  modal  in- 
ternasional,  setelah  menggunakan  secara  maksimal  apa  yang  dapat  disediakan 
oleh  bank-bank  negara.  Sebagian  besar  dari  sektor  usaha/industri  tersebut 
yang  dapat  digolongkan  besar  dan  diversified,  namun  demikian  masih  di- 
kuasai  oleh  keluarga  atau  kelompok  keluarga,  dan  mereka  juga  merupakan 
pemegang  saham  terbesar  bank-bank  swasta  non-devisa  dan  devisa.  Bahkan 
ada  sebuah  surat  kabar  yang  sudah  terjun  ke  bidang  perbankan.  Kelompok- 
kelompok  usaha  tersebut  telah  melakukan  pinjaman  dalam  jumlah  yang 
cukup  besar  dari  lembaga-lembaga  keuangan  di  dalam  dan  di  luar  negeri  (ra- 
tusan  milyar  rupiah  atau  milyaran  dollar). 

Deregulasi  sistem  perbankan  dewasa  ini  masih  terbatas  pada  pembahasan 
bank-bank  pemerintah  untuk  menentukan  tingkat  bunga  deposito.  Tetapi 
dengan  adanya  deregulasi  itu,  pengawasan  terhadap  pemberian  kredit  kepada 
kelompok  usaha  sendiri  misalnya,  tampak  lebih  ketat  (intensiO  sehingga  bila 
terjadi  kesalahan/penyelewengan,  dapat  segera  diketahui.  Bila  kita  memban- 
dingkan  perkembangan  sektor  perbankan  di  Jepang  dan  Amerika  Serikat  mi 
salnya,  terutama  dalam  hal  deregulasi  yang  telah  dan  sedang  dijalankan  di  dua 
negara  tersebut,  maka  sulit  bagi  kita  untuk  mengatakan  bahwa  deregulasi 
tersebut  dapat  dijalankan  dengan  sepenuhnya  di  Indonesia.  Dalam  25  tahun 
mendatang,  sektor  perbankan  nasional  bukan  saja  harus  memiliki  jaringan 
usaha  dan  informasi  internasional  (catatan:  dewasa  ini  usaha  ke  arah  tersebut 
mulai  dirintis,  misalnya  oleh  BNI  '46),  juga  harus  menjadi  industri  pertum- 
buhan  (growth  industry)  yang  dapat  membawa  mereka  ke  arah  full  services 
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banking.  Semua  itu,  menurut  kami,  sangat  berkaitan  erat  dengan  perkem- 
bangan  sarana  bisnis  (business  infrastructure).  Jadi  bila  kita  ingin  berhasil 
mendukung  pelaksanaan  ekspor  non-migas  yang  dalam  25  tahun  mendatang 
bertarget,  katakan,  US$30  milyar,  maka  kita  harus  melihat  kendala-kendala  | 
yang  dihadapi  oleh  sektor  perbankan  nasional  (swasta  devisa  dan  non-devisa), 
lembaga  keuangan  non^bank  misalnya  dari  sudut  perspektif  lain.  Pada  waktu 
itu,  pembatasan  bidang  usaha  mungkin  dapat  dilihat  sebagai  kendala  yang  ; 
tidak  perlu.  Mungkin  juga  sikap  kita  akan  sangat  berbeda  dari  sikap  kita  se-  i 
karang.  Semua  organisasi  yang  dapat  mengembangkan  diri  dalam  rangka  j 
mendukung  usaha-usaha  m'empertahankan  bangsa,  harus  dapat  dimanfaat-  i 
kan,  karena  bila  tidak  maka  ini  dapat  dianggap  sebagai  suatu  penghamburan 
asset  negara  atau  usaha-usaha  anasional.  Dari  sejarah  bisnis  kita  telah  me-  ; 
ngetahui  bahwa  negara-negara  yang  mengambil  strategi  pertumbuhan  eko- 
nomi  melalui  ekspor,  menyadari  betapa  pentingnya  peranan  yang  harus  di- 
mainkan  oleh  sektor  perbankan.  Menurut  pendapat  kami,  peranan  tersebut 
tidak  dapat  "ditawar-tawar,"  bila  kita  ingin  berhasil  melalcsanakan  strategi  i 
ekspor  apalagi  mempertimbangkan  bahwa  penghasilan  devisa  dari  minyak  | 
dalam  20  sampai  25  tahun  mendatang  akan  sangat  turun,  bahkan  mungkin 
zero!  Dunia  perbankan  internasional  dalam  proses  bisnis  internasional  dewasa  i 
ini  dilihat  sebagai  akselerator  ke  arah  menciptakan  dan  mewujudkan  global  ' 
economy.  .  i 

i 

IKHTISAR 

i 

Dalam  karangan  singkat  ini,  kami  ingin  mengajukan  pendapat  bahwa 
sekior  usaha/indusiri  misalnya,  dilihat  dari  sudut  bisnis  internasional  sedang  1 
mcngalami  berbagai  perubahan  pokok.  Perubahan  tersebut  antara  lain  ber-  ' 
bcniuk  pcmbesaran  ukuran  usaha  (diversified)  dan,  kadang-kadang,  ter-  ' 
inicgrasi  sccara  vcrtikal  (seperti  perusahaan/kelompok  usaha  di  Jepang). 
Dengan  mcmbesarnya  usaha  mereka,  mereka  harus  memiliki  keahlian  sendiri  ' 
di  dalam  lingkungan  bank,  misalnya,  khususnya  dalam  pencarian  dan  pe-  j 
nempaian  dana.  Kcbuiuhan  mereka  akan  dana,  dengan.  sendirinya,  menjadi  j 
sangai  bcsar.  ini  dapai  kita  lihat  pada  kelompok-kelompok  usaha  besar  se-  ! 
peril  Sogo  Shosha  misalnya.  Mereka  telah  mampu  menarik  dana  dari  pasar  ■ 
uang  dan  modal  internasional  dan  mempunyai  hubungan  dengan  ratusan  bank 
nasional  dan  internasional.  Demikian  pula  perusahaan-perusahaan  besar  1 
Anierika.  Para  dircklur  mereka  kini  memiliki  staf  ahli  di  bidang  perbankan  , 
dan  keuangan.  Sccara  singkat  dapat  dikatakan  bahwa  telah  terjadi  perubahan  ' 
bcsar  di  mana  mereka  tidak  iagi  icrlalu  berganlung  kepada  sekior  perbankan 
komcrsia!  dan  icmbaga-Icmbaga  keuangan  lainnya.  | 

Para  depositor  kini  mulai  pandai  (sophisiicaied).  Melihat  perkembangan  \ 
dunia  usaha  yang  scmakin  intcrdcpcnden  dalam  hal  pcmbiayaan,  maka  per- 
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bankan  dan  lembaga  keuangan  Amerika  Serikat,  Inggris,  dan  Jepang  misal- 
nya,  yang  masih  terkotak-kotak  dalam  bank  komersial,  bank  investasi  misal- 
nya,  mulai  mengadakan  langkah-langkah  deregulasi  yang  pada  dasarnya  ber- 
arti  menghilangkan  kebijaksanaan-kebijaksanaan  yang  mengekang  pengam- 
bilan  dan  penempatan  dana.  Perlu  dicatat  di  sini  bahwa  di  samping  sektor 
pembiayaaii,  di  beberapa  negara  terlihat  adanya  surplus  modal.  Jepang 
khususnya,  kini  dapat  digolongkan  sebagai  pengekspor  modal  dan  investor 
besar.  Mereka  telah  me-recycle  kembali  surplus  dollar  ke  dalam  investasi  inter- 
nasional.  Mereka  umumnya  menanam  modal  dalam  industri-industri  yang 
menggunakan  teknologi  tinggi.  Alasan  lain  yang  menyebabkan.  mereka  dapat 
mengurangi  ketergantungannya  kepada  sektor  perbankan  ialah  perlcem- 
bangan  dan  mobilitas  cepat  lalu-lintas  devisa  bebas,  komunikasi  yang  cepat 
dan  adanya  pusat-pusat  keuangan  yang  telah  berkembang.  Mereka  telah  me- 
nerapkan  bahwa  comparative  advantage  adalah  buatan  manusia  (man-made). 

Perubahan  yang  sedang  berlangsung  dalam  dunia  usaha/industri  dalam 
rangka  memperoleh  dana,  menyebabkan  sektor  perbankan  harus  mengarah- 
kan  diri  ke  full  services  banking,  yang  berarti  harus  dapat  memberikan  jasa- 
jasa  yang  lengkap.  Mereka  harus  mampu  menciptakan  kelompok-kelompok 
baru  yang  dapat  menyediakan  jasa-jasa  yang  selengkap  mungkin  mulai  dari 
nasihat/petunjuk  (seperti  fungsi  bank  komersial  dan  investasi)  sampai  pada 
pemberian  jalan  untuk  menarik  modal  (seperti  fungsi  perusahaan  sekuriti), 
membantu  perdagangan  imbal-beli  misalnya.  Mereka  juga  harus  mampu  ber- 
tindak  agresif  dan  mencari  inovasi-inovasi,  walaupun  inovasi  tersebut  dengan 
cepat  dapat  ditiru  oleh  bank  lain. 

Di  antara  negara-negara  anggota  ASEAN,  dapat  dikatakan  bahwa  Singa- 
pura,  Malaysia,  dan  mungkin  Thailand  telah  mempersiapkan  diri  ke  arah  tipe 
"full  services  banking"  dengan  jalan  menciptakan  kelompok-kelompok  baru 
seperti  OCBC,  DBS,  United  Malayan  Banking,  Bangkok  Bank  disertai  dengan 
usaha-usaha  pelengkapnya.  Pilipina  juga  pernah  memikirkan  untuk  mene- 
rapkan  konsep  "full  services  banking,"  tetapi  kesulitan-kesulitan  ekonomi 
nasional,  tampak  belum  memungkinkan  mereka  ~  bank-bank  n^sional  ~  me- 
nerapkan  konsep  tersebut. 

Indonesia,  mau  atau  tidak  mau,  juga  harus  menyiapkan  diri  ke  arah  "full 
services  banking"  antara  lain  dengan  menciptakan  sarana  bisnis  yang  lebih 
canggih  dalam  rangka  melaksanakan  strategi  ekspor.  Kita  harus  mengakui 
bahwa  masih  banyak  kendala  yang  harus  diatasi  yang  selama  ini  dapai  dilihat 
sebagai  penghambat  perkembangan  sarana  bisnis.  Bila  dalam  20-25  (ahun 
mendatang  kita  ingin  mencapai  target  ekspor  non-migas,  katakan,  bernilai 
US$30' milyar,  atau  dengan  kala  Iain  kita  ingin  menjamin  penghasilan  devisa 
kita  demi  kelangsungan  pembangunan  dan  perkembangan  perekonomian  na- 
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sioiiiil,  niaka  kcndala-kcndala  yang  borsifai  ckonomi,  poliiik,  dan  sosiologis 
sckalipun  hams  dilihai  dari  kacamaia  kcpcniingan  nasional  dan  pcrspcktif 
jangka  panjang.  Miingkin  kcndala-kcndala  icr.scbut  lampak  kurang  mcneniu- 
kan  dan  dominan,  schingga  lidak  pcilu  dianibil  langkah-langkah  "peng- 
anianaii,"  ictapi  uniuk  inclaksanakan  konscp  "full  services  banking"  dengan 
bci  hasil  diperliikan  kcpuiusan/kcbijaksanaan  yang  Icbih  mcndasar  dan.mem- 
buiiihkan  poliiiail  coiiravc.  Untuk  kcpcniingan  nasional  dan  pembangunan 
ncgara,  kiia  scniua  vvajib  nicnipclajari  dan  nicinberikan  dukungan  dan  ko- 
miimcn  agai'  pcncrapan  konscp  iciscbui  nicnjadi  salah  saiu  dari  misi  nasional 
kiia.  Di  dunia  internasional,  perbankan  internasional  dan  Iain-lain  lembaga 
kciiangan  yang  bcrgiai  sccara  inicrnasional  dilihat  scbagai  akseleraior  dan 
pcmain-pcmain/akior  yang  efektif  dalam  rangka  mewujudkan  suatu  global 
ckononii.  Tcknologi  scperii  icleniaiik  dan  sebagainya  dilihat  scbagai  "super 
highway"  yang  akan  menghubungkan  global  economy  iiu.  Dewasa  ini  proses 
komhinasi  aniara  bank  konicrsial/inveslasi  dan  Icmbaga-lembaga  seperti 
pcrusahaan  sckuriii  dan  "brokerage"  niulai  tanipak  dan  bilamana  ini  berkem- 
bang  icrus  niak<j  ickanan  akan  Icbih  banyak  kepada  ikui  seria  dalam  bentuk 
ckuiii  daripada  uiang,  atau  kombinasi.  Maka  sudah  perlu  dipikirkan  pem- 
bcniukan  scmacam  "Trust  Fund."  Thailand  sudah  memT^entuk  "Thailand 
Trus!  Fund."  Pembentukan  "Indonesian  Trust  Fund"  hendaknya  dipelajari. 
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Untuk  menunjang  kegiatan  studi  maha- 
siswa,  para  peneliti  maupun  lembaga- 
rembaga  universitas,  instansi-instansi  pe- 
merintah  dan  umum,  CENTRE  FOR 
STRATEGIC  AND  INTERNATIONAL 
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nesia maupun  bahasa  Inggeris,  hasil  pe- 
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budaya  dan  Iain-lain. 

ANALISA 
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